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KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah berkat kerja keras yang tidak mengenal 
lelah dan kerja sama semua pihak mulai dari kantor/Satker, unit utama, 
sampai dengan Kementerian, Laporan Keuangan Kemendikbud Tahun 
2012 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WOP) dari 
BPK RI setelah dua tahun sebelumnya mendapatkan opini disclaimer. 
Opini tersebut, sangat besar artinya bagi Kemendikbud mengingat 
Kemendikbud adalah salah satu kementerian yang mengelola anggaran 
terbesar dan skala organisasi yang besar dan tersebar di seluruh 
wilayah Indonesia serta kewenangan perbendaharaan yang 
terdesentralisasi. 

Sejalan dengan kebijakan pembangunan pendidikan nasional 
yang diamanatkan dalam Renstra Kemendikbud Tahun 2010-2014 yaitu 
"Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik", serta tuntutan 
teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat dan untuk 
menjawab permasalahan yang dihadapi, Sekretariat Jenderal 
Kemendikbud telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen 
Keuangan dengan mengembangkan sistem aplikasi yang berbasis web 
yang mampu menghubungkan seluruh satuan kerja khususnya aliran 
data dari setiap Satker ke jenjang di atasnya sehingga dapat 
menghasilkan laporan keuangan yang andal, cepat, tepat waktu, dapat 
dipertanggungjawabkan dan proses yang akuntabel. 

Sebagai bagian dari pengembangan sistem tersebut dan 
seiring dengan perkembangan serta perubahan peraturan di bidang 
keuangan dan dalam rangka peningkatan kualitas Laporan Keuangan 
Kemendikbud, Sekretariat Jenderal menerbitkan Pedoman Penyusunan 
Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Tahun 2013 sebagai penyempurnaan dari Pedoman 
sebelumnya. 

Tujuan Pedoman ini adalah agar setiap pegawai dan pimpinan 
kantor/satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
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Kebudayaan termasuk Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang 
mengelola Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dari Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan dapat menjalankan tugas dan fungsi 
penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang 
berlaku. 

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam 
penyusunan Pedoman ini, atas nama Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kerja 
kerasnya. 

didikan dan Kebudayaan 
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DAFTAR SINGKATAN 

A 
ABPP = Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 
ADK = Arsip Data Komputer 
APBN = Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

B 
BA Serita Acara; Bagian Anggaran 
Balitbang = Badan Penelitian dan Pengembangan 
BAPP = Serita Acara Penyelesaian Pekerjaan 
Bappenas = Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional 
BAR = Serita Acara Rekonsiliasi 
BAS = Bagan Akun Standar 
BAST = Serita Acara Serah Terima 
BI = Bank Indonesia 
BLU = Badan Layanan Umum 
BMN = Barang Milik Negara 
BPK = Badan Pemeriksa Keuangan 
BUN = Bendahara Umum Negara 

c 
CaLBMN = Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara 
CaLK = Catatan Atas Laporan Keuangan 
CRBMN = Catatan Ringkas Barang Milik Negara 

D 
DAPK = Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
DBL = Daftar Barang Lainnya 
DBPP = Daftar Barang Pembantu Pengguna 
DBPP-El = Daftar Barang Pembantu Pengguna Eselon 1 
DBPP-W = Daftar Barang Pembantu Pengguna Wilayah 
DBR = Daftar Barang Ruangan 
Dikti Pendidikan Tinggi 
DIPA = Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
Dirjen = Direktur Jenderal 
Ditjen = Direktorat Jenderal 
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DJA 
DJKN 
DJ Pb 
DJPU 
DK 
DPR 
DS 

G 
GUP 

H 
HLN 
HLNL Uang 
HDNL Uang 

I 
IE 
IKN 
In pres 
Irjen 
Itjen 

J 
Jardiknas 

K 
Kanwil 
Karo 
Kasubag 
KD 
KDP 

= Direktorat Jenderal Anggaran 
= Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
= Direktorat Jendral Perbendaharaan 
= Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 
= Dekonsentrasi 
= Dewan Perwakilan Rakyat 
= Dokumen Sumber 

= Ganti Uang Persediaan 

= Hibah Luar Negeri 
= Hibah Luar Negeri Langsung Dalam Bentuk Uang 
= Hibah Dalam Negeri Langsung Dalam Bentuk Uang 

= Internet Explorer 
= Inventarisasi Kekayaan Negara 
= Instruksi Presiden 
= Inspektur Jenderal 
= Inspektorat Jenderal 

= Jejaring Pendidikan Nasional 

= Kantor Wilayah 
= Kepala Biro 
= Kepala Sub Bagian 
= Kantor Daerah 
= Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Kemendikbud = Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Kepp res = Keputusan Presiden 
KIB Kartu Identitas Barang 
KP = Kantor Pusat 
KPA = Kuasa Pengguna Anggaran 
KPKNL = Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
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KPPN 
KUN 

L 
LAK 
LAKIP 
LAN 
LBKP 
LBKP-5 
LBKP-T 
LBPPEl 
LBPPEl-5 

LBPPEl-T 

LBPPW 
LBPPW-5 

LBPPW-T 

LBP 
LBP5 
LBPT 
LHI 
LHOF 
LKB 
L-KDP 
LKK 
LKPP 
LPMP 
LRA 

M 
Mendikbud 
Menkeu 
MPHL-BJS 

= Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
= Kas Umum Negara 

= Laporan Arus Kas 
= Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
= Local Area Network 
= Laporan Barang Kuasa Pengguna 
= Laporan Barang Kuasa Pengguna 5emesteran 
= Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 
= Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon 1 
= Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon 1 

5emesteran 
= Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon 1 

Tahu nan 
= Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah 
= Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah 

5emesteran 
= Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah 

Tahu nan 
= Laporan Barang Pengguna 
= Laporan Barang Pengguna 5emesteran 
= Laporan Barang Pengguna Tahunan 

Laporan Hasil Inventarisasi 
= Laporan Hasil Opname Fisik 
= Laporan Kondisi Barang 
= Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan 
= Laporan Keadaan Kas 
= Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
= Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 
= Laporan Realisasi Anggaran 

= Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
= Menteri Keuangan 
= Memo Pencatatan Hibah Langsung 

Barang/Jasa/5urat Berharga 
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N 
NPWP 
NTB 
NTPN 
NUP 

p 

PA 

Nomor Pokok Wajib Pajak 
Nomor Transaksi Bank 
Nomor Transaksi Penerimaan Negara 
Nomor Urut Pendaftaran 
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Perdirjen 
Permendikbud = 

Pengguna Anggaran 
Peraturan Direktur Jenderal 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Peraturan Presiden Perpres 

PHLN 
PKN 
PMK 
PNBP 
PNS 
POK 
PP 
PPh 
PPHLN 
PPK 
PPN 
PUMK 
Pustekkom 

R 
Reksus/RK 
RKA-KL 

RKP 
RMP 
RTH 
RUH 

s 
SAi 
SAK 
SAKPA 

Pinjaman/Hibah Luar Negeri 
Pengelolaan Kas Negara 
Peraturan Menteri Keuangan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak 

= Pegawai Negeri Sipil 
Petunjuk Operasional Kegiatan 
Peraturan Pemerintah 
Pajak Penghasilan 
Pemberi Pinjaman Hibah Luar Negeri 
Pejabat Pembuat Komitmen 
Pajak Pertambahan Nilai 
Pemegang Uang Muka Kegiatan 
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Rekening Khusus 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga 
Rencana Kerja Pemerintah 
Rupiah Murni Pendamping 
Register Transaksi Harian 
Rekam, Ubah, Hapus 

= Sistem Akuntansi Instansi 
Sistem Akuntansi Keuangan 
Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran 
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SAKUN 
SAP 
SAPA 
SAPP 
SAPPA-El 

SAPPA-W 

SAPSK 
Satker 
SAU 
Sesjen 
Setjen 
SHM 
SHGB 
SHGU 
SHP 
SHPL 
SHMSRS 
SiAP 
SIMAK-BMN 

SIMKeu 
SK 
SKPA 
SKPD 
SKTJM 
SOR 
SP2D 
SP2H 
SP3 
SP3B 
SP2B 
SP3HL- BJS 

SP2HL 
SPHL 
SPK 

= Sistem Akuntansi Kas Umum Negara 
Standar Akuntansi Pemerintahan 
Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat 

Sistem Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran 
Eselon 1 

Sistem Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran 
Wilayah 
Satuan Anggaran Per Satuan Kerja 
Satuan Kerja 
Sistem Akuntansi Umum 
Sekretaris Jenderal 
Sekretariat Jenderal 

= Sertifikat Hak Milik 
Sertifikat Hak Guna Bangunan 
Sertifikat Hak Guna Usaha 
Sertifikat Hak Pakai 
Sertifikat Hak Pengelolaan 
Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun 
Sistem Akuntansi Pusat 
Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang 
Milik Negara 
Sistem Informasi Manajemen Keuangan 
Surat Keputusan 
Surat Kuasa Pengguna Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak 
Statement of Responsibility 
Surat Perintah Pencairan Dana 
Surat Perintah Pengesahan Hibah 
Surat Perintah Pembukuan dan Pengesahan 
Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja 
Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja 
Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah 

Langsung - Barang/Jasa/Surat Berharga 
Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung 
Surat Pengesahan Hibah Langsung 
Surat Perintah Kerja; Surat Perjanjian Kerja 
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SPM 
SPM-GUP 
SPM-LS 
SPM-TUP 

SPM-UP 
SPN 
SP2N 
SPP 
SSBP 
SSP 
SSPB 
STS 

T 
TA 
TP 
TP/TGR 
TUP 
TUSI 

u 
UAI 
UAKPA 
UAKPB 
UAPA 
UAPB 
UAPKPB 
UAPPA-El 

UAPPB-El 
UAPPA-W 

UAPPB-W 
UP 
UPT 
uu 
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= Surat Perintah membayar 
= Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persedian 
= Surat Perintah Membayar Langsung 
= Surat Perintah Membayar Tambahan Uang 

Persediaan 
= Surat Perintah Membayar Uang Persediaan 
= Surat Perbendaharaan Negara 
= Surat Pemindahan Piutang Negara 
= Surat Permintaan Pembayaran 
= Surat Setoran Bukan Pajak 
= Surat Setoran Pajak 
= Surat Setoran Pengembalian Belanja 
= Surat Tanda Setoran 

= Tahun Anggaran 
= Tugas Pembantuan 
= Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 
= Tambahan Uang Persediaan 
= Tugas dan Fungsi 

= Unit Akuntansi Instansi 
= Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran 
= Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang 
= Unit Akuntansi Pengguna Anggaran 
= Unit Akuntansi Pengguna Barang 
= Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran 
= Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 

1 
= Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 
= Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran 

Wilayah 
= Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah 
= Uang Persediaan 
= Unit Pelaksana Teknis 

Undang-undang 
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w 
WA 
WDP 
WTP 

= Withdrawal Application 
Wajar Dengan Pengecualian 
Wajar Tanpa Pengecualian 
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A. Latar Belakang 

BABI 
PENDAHULUAN 

Bab I Pendahuluan 

Pengelolaan anggaran merupakan salah satu kegiatan administrasi 
dalam kepemerintahan yang menuntut prinsip tata kelola yang baik 
dan mengharuskan setiap organisasi melakukan pelaksanaan 
anggaran dengan baik dan benar, sehingga setiap kegiatan dapat 
dipertanggungjawabkan secara transparan. Selain itu, optimalnya 
suatu pengelolaan anggaran juga ditentukan oleh bagaimana 
pengguna anggaran mentaati ketentuan-ketentuan yang telah 
ditetapkan. 

Kemendikbud yang memiliki skala organisasi yang besar, sebaran 
geografis yang luas, dan kewenangan perbendaharaan yang 
terdesentralisasi dengan jumlah kantor/satuan kerja yang banyak 
dan tersebar di seluruh Indonesia, memerlukan sistem pengelolaan 
anggaran yang mampu mendukung pelaksanaan kegiatan dan 
pencapaian sasaran organisasi setiap satuan kerja 
tepat waktu dan tepat penggunaan 
dipertanggungjawabkan. 

secara cepat, 
dan dapat 

Laporan keuangan sebagai salah satu bagian dari pengelolaan 
anggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban satker atas 
pelaksanaan APBN yang disusun dengan berpedoman pada Sistem 
Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang terdiri dari: 

1. Laporan Realisasi Anggaran 
Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan 
Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang 
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berada di bawah satker. Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari 
Pendapatan Negara , Hibah dan Belanja. 

2. Neraca 
Neraca (laporan pos1s1 keuangan) adalah laporan yang 
menyajikan informasi tentang posisi keuangan BLU pada suatu 
tanggal tertentu, meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas. 
a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai BLU yang timbul dari 

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa 
depan akan diperoleh. Manfaat ekonomi masa depan yang 
terkandung dalam aset adalah potensi dari aset tersebut 
untuk menghasilkan arus kas masuk kepada BLU melalui 
penggunaan atau pelepasan aset tersebut. 

b. Kewajiban merupakan kewajiban masa kini yang timbul dari 
peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya dimasa depan 
akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya BLU yang 
mengandung manfaat ekonomi. 

c. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah, yaitu 
selisih antara aset dan utang pemerintah. Di dalam laporan 
posisi keuangan, ekuitas disubkelompokkan menjadi ekuitas 
dana lancar, dan ekuitas dana investasi. 

3. Catatan Atas Laporan Keuangan 
Catatan atas laporan keuangan memuat pengungkapan dan 
penjelasan informasi yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan 
Catatan atas Laporan Keuangan sehingga pengguna laporan 
keuangan dapat memperoleh pemahaman secara lebih lengkap 
atas laporan keuangan BLU berdasarkan SAP. Informasi dalam 
catatan atas laporan keuangan terutama mencakup informasi 
singkat tentang BLU, kebijakan akuntansi penting yang 
mendasari penyajian laporan keuangan, serta pengungkapan 
informasi penting dan penjelasan atau rincian atas pos-pos 
laporan keuangan. 

Laporan keuangan disusun sedemikian rupa sehingga menyajikan 
dengan wajar posisi keuangan. Penyajian wajar mensyaratkan 
penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain 
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sesuai dengan kriteria standar akuntansi pemerintahan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran 
normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi 
sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berikut ini merupakan 
prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan 
pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: 

1. Relevan 

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi 
yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan 
pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa 
masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta 
menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa 
lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang 
relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. 
Informasi yang relevan: 

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) 
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan 
atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. 

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) 
lnformasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi 
masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan 
kejadian masa kini. 

c. Tepat waktu 
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat 
berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. 

d. Lengkap 
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan 
selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi 
yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan 
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memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang 
melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat 
dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar 
kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat 
dicegah. 

2. Andal 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta 
secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin 
relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat 
diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara 
potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi 
karakteristik: 
a. Penyajian Jujur 

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta 
peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang 
secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. 

b. Dapat Diverifikasi ( verifiabilitYJ 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat 
diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh 
pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan 
yang tidak berbeda jauh. 

c. Netralitas 
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak 
berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 

3. Dapat Dibandingkan 

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan 
entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan 
posisi dan kinerja keuangan serta membandingkan laporan 
keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, 
kinerja dan perubahannya secara relatif. Oleh karena itu, 
pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi 
dan peristiwa lain yang serupa dilakukan secara konsisten. 

4 I S istem Informasi Manajemen Keuangan Kemendikbud 



Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SAi, Tahun 2013 
Bab I Pendahuluan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih 
berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan 
periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan 
lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara 
internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat 
dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi 
yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal 
dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan 
kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah 
menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada 
kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan 
tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 

4. Dapat Dipahami 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat 
dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta 
istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para 
pengguna . Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki 
pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan 
operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna 
untuk mempelajari informasi yang dimaksud. 

5. Substansi Mengungguli Bentuk (Substance Over Form) 

Transaksi dan peristiwa lain yang disajikan sesuai dengan 
substansi dan realita ekonomi, bukan berdasarkan aspek 
formalitasnya. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka 
peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kemendikbud, Sekretariat 
Jenderal Kemendikbud menyusun Pedoman Penyusunan Laporan 
Keuangan sebagai pedoman bagi para pegawai atau petugas 
penyusun laporan keuangan sehingga dalam pelaksanaan tugas dan 
tanggungjawabnya dapat memahami prosedur yang harus 
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dilaksanakan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang andal, 
cepat, tepat waktu, dan akuntabel. 

B. Tujuan 

Pedoman ini bertujuan: 
1. Memberikan pemahaman yang sama bagi pejabat dan petugas 

pelaporan keuangan pada Kantor/Satuan Kerja di lingkungan 
Kemendikbud, termasuk Dinas Pendidikan 
Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengelola dana 
dekonsentrasj/tugas pembantuan dari Kemendikbud dalam 
melaksanakan penyusunan laporan keuangan; 

2. Mencapai keefektifan dan kelancaran penyusunan laporan 
keuangan sebagai upaya peningkatan kualitas Laporan Keuangan 
Kemendikbud; 

3. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan sumber daya 
manusia di lingkungan Kemendikbud, khususnya dalam 
memahami prosedur yang harus dilakukan dalam penyusunan 
laporan keuangan dan ketentuan pengelolaan keuangan lainnya. 

C. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

6 I S istem lnformasi Manajemen Keuangan Kemendikbud 



Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SAi, Tahun 2013 
Bab I Pendahuluan 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan 
Umum; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Negara; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang 
Bagan Akun Standar; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, 
Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007, 
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang 
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.06/2008 tentang 
Penilaian Barang Milik Negara; 

17. Peraturan Menteri Keuangan 76/PMK.05/2008 tentang 
Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Sadan Layanan 
Umum; 
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18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 248/PMK.07 /2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang 
Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas 
Pembantuan; 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang 
Penggolongan & Kodefikasi BMN; 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang 
Mekanisme Pengelolaan Hibah; 

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang 
Sistem Akuntansi Hibah; 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang 
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara; 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang 
Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada 
Entitas Pemerintah Pusat; 

24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2008 
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di 
Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; 

25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di 
Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; 

26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2011 
tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan 
Kementerian Pendidikan Nasional; 

27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan; 

28. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
38/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Konstruksi Dalam 
Pengerjaan; 

29. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan; 

30. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun 
Standar; 
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31. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi 
Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan 
Keuangan; 

32. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
20/PB/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan 
Anggaran Melalui Pemberian Kuasa Antar Kuasa Pengguna 
Anggaran; 

33. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun 
Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar; 

34. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non 
Anggaran dan Akun Neraca pada Bagan Akun Standar; 

35. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan 
Kementerian Negara/Lembaga; 

D. Sistematika Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan 
Sistematika Pedoman ini adalah sebagai berikut. 
1. BAB I Pendahuluan yang menjelaskan mengenai Latar 

Belakang, Tujuan, Dasar Hukum, Sistematika Pedoman 
Penyusunan Laporan Keuangan dan Daftar Istilah. 

2. BAB II Penatausahaan SIMKeu yaitu Petugas Aplikasi 
Pelaporan SIMKeu (Kriteria/Syarat Petugas SIMKeu, Pengajuan 
Petugas SIMKeu, Proses Penetapan Petugas SIMKeu, Prosedur 
Pendaftaran Pengguna SIMKeu, Tugas dan Tanggung Jawab 
Petugas SAi) dan Sarana dan Prasarana (Perangkat Keras, 
Perangkat Lunak dan Perangkat Jaringan. 

3. BAB III Ketentuan Umum dan Pengendalian Internal yang 
menjelaskan mengenai Ketentuan Umum dan Aspek 
Pengendalian Internal dalam penyusunan laporan keuangan. 

4. BAB IV Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan/SAK yang 
menjelaskan mengenai Prosedur Penyusunan Laporan 
Keuangan pada Tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 dan 
UAPA. 
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5. BAB V Prosedur Penyusunan Laporan Barang Milik Negara yang 
menjelaskan mengenai Prosedur Penyusunan Laporan BMN 
Pada Tingkat UAKPB, UAPPB-W, UAPPB-El dan UAPB. 

6. BAB VI Manual Penggunaan Aplikasi SIMKeu Kemendikbud. 
7. BAB VII adalah Penutup. 

E. Daftar Istilah 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang 
selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR; 

2. Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disingkat ADK, 
adalah data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya 
berupa data elektronik yang dihasilkan dari aplikasi SAi 
Kementerian Keuangan; 

3. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, 
adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk 
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan 
kegiatannya didasarkan pada pnns1p efisiensi dan 
produktivitas, yang pengelolaan keuangannya 
diselenggarakan sesuai ketentuan; 

4. Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS, 
adalah daftar perkiraan buku besar meliputi kode dan uraian 
organisasi, fungsi dan sub fungsi, program, kegiatan, output, 
bagian anggaran/unit organisasi eselon I/satker dan kode 
perkiraan yang ditetapkan dan disusun secara sistematis 
untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, 
serta pertanggungjawaban dan laporan keuangan pemerintah 
pusat; 

5. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, 
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari 
perolehan lainnya yang sah; 

6. Barang Intrakomptabel adalah BMN berupa aset tetap 
yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan seluruh BMN yang 
diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan BMN 
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yang diperoleh melalui transaksi transfer masuk/ penerimaan 
dari pertukaran/pengalihan masuk serta BMN yang 
dipindahbukukan dari barang ekstrakomptabel pada saat nilai 
akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah 
mencapai batas minimum kapitalisasi adalah BMN berupa 
aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi; 

7. Barang Ekstrakomptabel adalah BMN berupa aset tetap 
yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi; 

8. Bendahara Penerimaan adalah seseorang yang diangkat 
oleh Menteri yang diserahi tugas menerima, menyimpan, 
menyetorkan uang atau surat berharga, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang Negara yang ada dalam 
penguasaannya; 

9. Bendahara Pengeluaran adalah seseorang yang diangkat 
oleh Menteri yang diserahi tugas menerima, menyimpan, 
membayar uang atau surat berharga, menatausahakan dan 
mempertanggung-jawabkan uang Negara yang ada dalam 
penguasaannya; 

10. Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat 
BUN, adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan 
fungsi BUN; 

11. Catatan atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya 
disingkat CaLK, adalah laporan yang menyajikan informasi 
tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai 
suatu Pedoman yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan LAK 
dalam rangka pengungkapan yang memadai; 

12. Catatan Ringkas Barang Milik Negara, yang selanjutnya 
disingkat CRBMN, adalah deskripsi yang menjelaskan BMN 
yang dikuasai unit akuntansi/penatausahaan BMN, yang 
berguna untuk mendukung Catatan atas Laporan Keuangan; 

13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya 
disingkat DIPA, adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
yang disusun oleh PA/KPA dan disahkan oleh Direktur 
Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri 
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) digunakan 
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sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan 
kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN; 

14. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kemendikbud 
yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah 
pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran 
dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk 
dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di 
daerah; 

15. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari 
APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua 
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan 
tugas pembantuan; 

16. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari 
pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah 
pusat; 

17. Dinas Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang mengelola dana Tugas Pembantuan dari APBN 
Kemendikbud; 

18. Dinas Propinsi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
mengelola Dana Dekonsentrasi dari APBN Kemendikbud; 

19. Dokumen pelaksanaan anggaran lainnya adalah suatu 
dokumen pelaksanaan anggaran yang dipersamakan dengan 
DIPA dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan 
atas nama Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum 
Negara; 

20. Dokumen Sumber, yang selanjutnya disingkat DS, adalah 
dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan 
yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk 
menghasilkan data akuntansi; 

21. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib 
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan 
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan; 

22. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang yang terdiri atas satu atau lebih 
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan 
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perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan; 

23. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang 
tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan 
pembangunan nasional; 

24. Hasil(outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu 
program; 

25. Hibah Luar Negeri adalah penerimaan negara baik dalam 
bentuk Devisa dan/atau Devisa yang dirupiahkan, rupiah, 
maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa termasuk tenaga 
ahli dan pelatihan yang berasal dari pemerintah negara asing, 
badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, 
Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, 
yang tidak perlu dibayar kembali; 

26. Hibah Dalam Negeri Langsung Dalam Bentuk Uang, 
yang selanjutnya disebut HDNL Uang, adalah penerimaan 
Pemerintah Pusat dalam rupiah yang diterima secara 
langsung oleh kementerian negara/lembaga dari pemberi 
hibah dalam negeri yang tidak perlu dibayar kembali oleh 
Pemerintah Pusat; 

27. Hibah Luar Negeri Langsung Dalam Bentuk Uang, yang 
selanjutnya disebut HLNL Uang, adalah penerimaan 
Pemerintah Pusat dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang 
dirupiahkan dan rupiah yang diterima langsung oleh 
kementerian negara/lembaga dari pemberi hibah luar negeri 
yang tidak perlu dibayar kembali; 

28. Jejaring Pendidikan Nasional, yang selanjutnya disingkat 
Jardiknas, adalah jaringan tertutup (intranet) yang 
menghubungkan antara simpul pendidikan di seluruh 
Indonesia yang terdiri atas zona kantor, zona perguruan 
tinggi, zona sekolah, dan zona perorangan; 

29. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus, 
yang selanjutnya disebut KPPN Khusus, adalah instansi 
vertikal di Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor 
Wilayah Direktorat Perbendaharaan yang tugas pokoknya 
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adalah memproses pembayaran yang menggunakan dana 
pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri khususnya dalam 
bentuk valuta asing (Valas) ; 

30. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang 
ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum 
Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan 
membayar seluruh pengeluaran negara; 

31. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 
oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari 
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri 
atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik 
yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai 
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) 
dalam bentuk barang/jasa; 

32. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat 
KPA, adalah Kepala Kantor Satuan Kerja yang ditetapkan 
oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pengguna 
Anggaran; 

33. Laporan Arus Kas, yang selanjutnya disingkat LAK, adalah 
laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar 
kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan 
aktifitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, 
dan non-anggaran; 

34. Laporan Keuangan, yang selanjutnya disingkat LK, adalah 
bentuk pertanggungjawaban Satker atas pelaksanaan APBN 
berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas 
Laporan Keuangan. Prosedur Pelaporan Keuangan 1ni 

merupakan muara dari proses perencanaan dan pelaksanaan 
anggaran dalam siklus anggaran; (Laporan Keuangan ini 
disusun dengan berpedoman pada Sistem Akuntansi 
Pemerintahan) ; 

35. Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat 
LRA, adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi 
pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit dan 
pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang 
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masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam 
satu periode; 

36. Menteri Keuangan adalah menteri yang bertanggung 
jawab di bidang keuangan negara; 

37. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi 
keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana 
pada tanggal tertentu; 

38. Notice of Disbursement/Debet Advice, yang selanjutnya 
disingkat NOD/DA, adalah bukti transfer dana dari PHLN 
kepada penerima dana Hibah/Pihak Ketiga; 

39. Outcome adalah segala sesuatu yangmencerminkan 
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu 
program; 

40. Output adalah barang atau jasa yang dihasilkan atas 
pelaksanaan dari satu atau beberapa paket pekerjaan yang 
tergabung dalam bagian atau tahapan Kegiatan yang 
merupakan komponen input untuk mendukung pencapaian 
outcome program dan/atau outcome fokus prioritas; 

41. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat 
PPK, adalah seseorang yang ditunjuk untuk dan atas nama 
kuasa pengguna anggaran/pengguna barang, dalam 
pengelolaan Administrasi keuangan dan barang, atau yang 
bertindak untuk pengadaan barang dan jasa 
kantor/Satkernya sehingga menyebabkan anggaran keluar 
dari kasnya; 

42. Pejabat Perbendaharaan, adalah PNS yang diangkat oleh 
Menteri setiap tahun anggaran untuk mengelola anggaran 
APBN kantor/satuan kerja di lingkungan Kemendikbud 
termasuk kantor/Satker yang mengelola dana dekonsentrasi 
dan tugas pembantuan, yang terdiri atas Pengguna 
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat 
Komitmen, Pejabat Penerbit SPM, dan Bendahara 
Pengeluara n/Penerimaan; 

43. Pembayaran Langsung adalah pelaksanaan pembayaran 
yang dilakukan oleh PA/KPA kepada pihak yang 
berhak/rekanan melalui penerbitan SPM/SP2D-LS atas nama 
pihak yang berhak/rekanan; 
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44. Penandatangan Surat Perintah Membayar, adalah 
seseorang yang diangkat oleh Menteri untuk atas nama KPA, 
untuk melakukan pengujian SPP dan penandatanganan SPM 
yang menyebabkan pengeluaran anggaran. 

45. Pencetakan laporan keuangan adalah kegiatan untuk 
menghasilkan informasi keuangan untuk kepentingan 
pertanggungjawaban maupun manajerial dalam rangka 
pengambilan keputusan; 

46. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, 
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja 
Perangkat Daerah; 

47. Petugas/Pengguna SIMKeu adalah petugas SAi yang 
ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan 
bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan pada 
setiap jenjang akuntansi, yang terdiri atas Operator, 
Verifikator, dan Validator; 

48. Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian 
Negara/Lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau 
beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan 
misi Kementerian Negara/Lembaga; 

49. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi 
dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN 
dan APBD; 

50. Perekaman dokumen sumber adalah kegiatan 
memindahkan data-data dalam lembaran kertas menjadi 
data-data elektronik; 

51. Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang 
selanjutnya disebut Revisi DIPA, adalah perubahan 
dan/atau pergeseran rincian anggaran dalam DIPA; 

52. Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah 
Pusat, selanjutnya disebut Revisi Rincian ABPP, adalah 
perubahan/pergeseran rincian anggaran menurut alokasi 
Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Presiden tentang Rincian 
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Anggaran Belanja Pemerintah Pusat;Pihak lain adalah 
instansi/unit organisasi di luar Kementerian Negara/ Lembaga 
dan berbadan hukum yang menggunakan anggaran yang 
bersumber dari APBN, dan karenanya wajib 
menyelenggarakan SAi sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

53. Proses pengiriman data adalah kegiatan pengiriman data 
elektronik laporan keuangan (ADK) ke jenjang unit akuntansi 
di atasnya; 

54. Proses posting adalah mengubah data-data elektronik 
transaksi menjadi data-data elektronik akuntansi, proses 
pembentukan buku besar sebagai dasar pembentukan 
laporan keuangan dengan mengacu pada jurnal standar; 

55. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi 
keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub-sistem 
yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama; 

56. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga, yang 
selanjutnya disingkat RKA-KL, adalah dokumen perencanaan 
dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, sasaran, 
dan anggaran yang merupakan penjabaran dari rencana kerja 
pemerintah dan rencana strategis Kemendikbuddalam satu 
tahun anggaran; 

57. Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna 
Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi 
pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu 
atau beberapa kegiatan dari suatu program; 

58. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKPD, adalah organisasijlembaga pada Pemerintah 
Daerah yang bertanggung jawab kepada 
Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas 
Daerah, dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan 
satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah; 

59. Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disingkat 
SAi, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang 
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, 
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pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan 
dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/ Lembaga; 

60. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara, yang selanjutnya 
disingkat SAKUN, adalah subsistem Akuntansi Pusat yang 
menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca Kas Umum 
Negara (KUN); 

61. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian 
sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan 
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak 
analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di 
lingkungan organisasi pemerintah; 

62. Sistem Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat 
SAK, adalah salah satu sub sistem dari Sistem Akuntansi 
Instansi (SAI) yang merupakan serangkaian prosedur manual 
maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, 
pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi 
keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/ 
Lembaga. 

63. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, yang selanjutnya 
disingkat SAPP, adalah serangkaian prosedur manual 
maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, 
pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi 
keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat; 

64. Sistem Akuntansi Pusat, yang selanjutnya disingkat SiAP, 
adalah serangkaian prosedur manual maupun yang 
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, 
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan 
dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku 
Bendahara Umum Negara; 

65. Sistem Akuntansi Umum, yang selanjutnya disingkat SAU, 
adalah subsistem Akuntansi Pusat yang menghasilkan 
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat dan Neraca; 

66. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang 
Milik Negara, yang selanjutnya disingkat SIMAK-BMN, 
adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian 
prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen 
sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk 
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penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan 
manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; 

67. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disingkat 
SIMKeu Kemendikbud, adalah serangkaian manual 
maupun aplikasinya yang berbasis web yang mampu 
mengintegrasikan/menghubungkan unit akuntansi di 
lingkungan Kemendikbud khususnya aliran data mulai dari 
tingkat Satker ke jenjang di atasnya sehingga dapat 
menghasilkan laporan keuangan yang andal, cepat, tepat 
waktu, dan akuntabel, dengan memanfaatkan Jejaring 
Pendidikan Nasional (Jardiknas); 

68. Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang 
integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 
terus menerus dalam sebuah organisasi untuk memberikan 
keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, 
efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, untuk keandalan penyajian laporan keuangan 
pemerintah; 

69. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya 
disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan pemerintah; 

70. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui 
pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam 
pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan 
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan 
dalam APBN/APBD; 

71. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang 
mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis 
kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis 
akrual; 

72. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 
SPM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau 
Pejabat Pendatangan SPM untuk mencairkan dana yang 
bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan; 
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73. Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan yang 
selanjutnya disingkat SP3, adalah Surat Perintah yang 
diterbitkan oleh KPPN Khusus selaku kuasa Bendahara Umum 
Negara (yang fungsinya dipersamakan dengan SPM/SP2D) 
kepada BI dan Satker untuk dibukukan/disahkan sebagai 
penerimaan dan pengeluaran dalam APBN atas realisasi 
penarikan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) melalui tata 
cara pembayaran langsung dan Letter of Credit, 

74. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya 
disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh 
KPPN selaku Kuasa Bendahara umum Negara untuk 
pelaksanaan pengeluaran atas beban DIPA berdasarkan SPM; 

75. Tugas Pembantuan, yang selanjutnya disingkat TP, 
adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah 
dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban 
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya 
kepada yang menugaskan; 

76. Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat UP, adalah 
sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam 
melaksanakan kegiatan operasional sehari hari; 

77. Unit Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disingkat UAI, 
adalah unit organisasi Kementerian Negara/Lembaga yang 
bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan 
pelaporan keuangan instansi yang terdiri atas Unit Akuntansi 
Keuangan dan Unit Akuntansi Barang; 

78. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang 
selanjutnya disingkat UAKPA, adalah UAI yang melakukan 
kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja; 

79. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 
I, yang selanjutnya disingkat UAPPA-El, adalah UAI yang 
melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan 
maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah 
kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya; 

80. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran 
Wilayah, yang selanjutnya disingkat UAPPA-W, adalah UAI 
yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik 
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keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam 
wilayah kerjanya; 

81. UAPPA-W Dekonsentrasi adalah unit akuntansi yang 
berada di Pemerintah Daerah Provinsi yang melakukan 
kegiatan penggabungan laporan keuangan dari seluruh 
satuan kerja perangkat daerah yang mendapatkan alokasi 
dana dekonsentrasi di wilayah kerjanya; 

82. UAPPA-W Tugas Pembantuan adalah unit akuntansi yang 
berada di Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan 
penggabungan laporan keuangan dari seluruh satuan kerja 
perangkat daerah yang mendapatkan alokasi dana tugas 
pembantuan di wilayah kerjanya; 

83. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, yang selanjutnya 
disingkat UAPA, adalah UAI pada tingkat Kementerian 
Negara/Lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan 
kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun 
barang seluruh UAPPA-El yang berada di bawahnya; 

84. Utang Negara, adalah jumlah uang yang wajib dibayar 
Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban pemerintah pusat yang 
dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang­
undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab 
lainnya yang sah; 

85. Verifikasi dokumen sumber adalah kegiatan untuk 
memastikan hanya dokumen sumber yang sah, lengkap dan 
benar yang direkam dalam aplikasi SAi; 

86. Verifikasi laporan keuangan adalah kegiatan untuk 
memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan berasal 
dari perekaman dokumen sumber yang sah, lengkap dan 
benar; 

87. Verifikasi Register Transaksi Harian, adalah kegiatan 
untuk memastikan data yang direkam telah sesuai dengan 
dokumen sumbernya. 
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BAB II 
PENATAUSAHAAN PETUGAS SAi KEMENDIKBUD 

A. Petugas SAi 
Petugas SAi bertanggung jawab dalam penyusunan laporan 
keuangan pada setiap jenjang akuntansi yang ditetapkan oleh 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri atas Operator, 
Verifikator, dan Validator. Penatausahaan petugas SAi mengatur 
mengenai kriteria/syarat Petugas SAi, pengajuan Petugas SAi, 
proses penetapan Petugas SAi, tugas dan tanggung jawab Petugas 
SAi, dan Prosedur Pendaftaran Pengguna Aplikasi SIMKeu. 

1. Kriteria/Syarat Petugas SAi 
1.1. Petugas SAi terdiri atas Operator, Verifikator, dan Validator, 

yang ditetapkan oleh Mendikbud; 
1.2. Operator, Verifikator dan Validator SAK tidak dapat 

dirangkap oleh 1 (satu) pegawai kecuali merangkap sebagai 
petugas SIMAK-BMN; 

1.3. Petugas SAi yang diajukan harus memenuhi kriteria/syarat 
sebagai berikut: 
1.3.1. Operator: 

a. Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai 
Negeri Sipil, atau ditetapkan lain; 

b. Mampu mengoperasikan aplikasi perkantoran 
komputer ( contoh: Microsoft OfficeWord dan 
Excel); 

c. Mampu mengoperasikan aplikasi 
perambah/web browser (contoh: Internet 
Explorer (IE), Mozilla Firefox dan lain 
sebagainya) dan e-mail serta mempunyai 
pengetahuan dasar mengenai koneksi 
Jardiknas/internet; 

d. Diutamakan bagi pegawai yang telah mengikuti 
pelatihan/bimbingan teknis SAi atau 
sejenisnya; 
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e. Tidak akan dimutasikan ke bagian/unit lain 
dalam waktu 3 (tiga) tahun; 

f. Operator yang diusulkan tidak akan pensiun 
dalam waktu 3 tahun ke depan; 

g. Penyimpangan dari persyaratan tersebut, 
hanya dapat dilakukan atas persetujuan 
Sekretaris Jenderal. 

1.3.2. Verifikator 
a. Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai 

Negeri Sipil; 
b. Mampu mengoperasikan aplikasi perkantoran 

komputer ( contoh: Microsoft Office Word dan 
Exce~; 

c. Mampu mengoperasikan aplikasi 
perambah/web browser (contoh: Internet 
Explorer (IE), Mozilla Firefox dan lain 
sebagainya) dan e-mail serta mempunyai 
pengetahuan dasar mengenai koneksi 
Jardiknas/internet; 

d. Diutamakan bagi pegawai yang telah mengikuti 
pelatihan/bimbingan teknis SAi atau 
sejenisnya; 

e. Verifikator yang diusulkan tidak akan pensiun 
dalam waktu 3 (tiga) tahun ke depan; 

f. Penyimpangan dari persyaratan tersebut, 
hanya dapat dilakukan atas persetujuan 
Sekretaris Jenderal. 

1.3.3. Validator 
a. Pejabat yang menangani dan/atau 

bertanggungjawab atas SAK dan SIMAK-BMN 
pada Satker; 

b. Memahami peraturan di bidang keuangan yang 
relevan . 

2. Pengajuan Petugas SAi 
2.1. Petugas SAi diajukan oleh Kepala Kantor Satker kepada 

Sekretaris Jenderal Kemendikbud u.p Kepala Biro Keuangan 
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sesuai dengan format baku sebagaimana lampiran 33 dan 
wajib mengisi/melengkapi informasi berikut: 
2.1.1. Nomor dan tanggal surat; 
2.1.2. Nama dan jabatan kepala Satker (rektor, direktur, 

kepala, dst); 
2.1.3. Alamat Satker, nomor telepon dan fax 

ka ntor /Satker; 
2.1.4. Alamat e-mail kantor/Satker; 
2.1.5. Stempel kantor/Satker dan tanda tangan kepala 

kantor/Satker; 
2.1.6. Data petugas SIMKeu: 

a. Nama dan NIP Petugas; 
b. Unit Kerja/Bagian; 
c. Jenis Kelamin; 
d. Nomor Telepon dan Fax Kantor; 
e. Nomor Telepon Genggam/ HP; 
f. Alamat E-mailPribadi; 
g. Jenis Petugas SAi (Operator, Verifikator, atau 

Validator). 
2.2. Dalam hal petugas yang diusulkan bukan PNS, surat usulan 

harus dilengkapi dengan Surat Keterangan/Pernyataan 
Ketidaktersediaan PNS oleh Kepala Satker, dengan 
menyebutkan nama jelas dan status calon Petugas SIMKeu 
serta menyebutkan alasan penunjukkannya sesuai format 
pada lampiran. 
Pengiriman usulan dilakukan melalui: 
2.2.1. Pas tercatat atau Jasa Pengiriman tercatat lainnya 

dengan ala mat: Kepala Biro Keuangan 
Kemendikbud, d/a. Bagian Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan, Biro Keuangan Kemendikbud, 
Gedung C Kemendikbud, Lantai 8, JI. Jenderal 
Sudirman, Senayan, Jakarta-Pusat; 

2.2.2. E-mail atau Surat Elektronik: 
apk@kemdikbud.qo.id; 

2.2.3. Fax Nomor: 021-5732789; 
2.2.4. Dalam hal pengiriman melalui E-mail atau Fax, 

maka dokumen asli tetap harus dikirimkan ke Biro 
Keuangan Sekretariat Jenderal Kemendikbud, 
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Gedung C Lantai 9 JI. Jenderal Sudirman, Senayan 
Jakarta. 

3. Proses Penetapan Petugas SAI 
3.1. Surat usulan diterima oleh Petugas Administrasi pada Bagian 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Biro Keuangan 
Kemendikbud untuk dicatat dalam agenda; 

3.2. Petugas Administrasi selanjutnya membuat fotokopi berkas 
surat usulan untuk diserahkan kepada Verifikator; 

3.3. Verifikator melakukan verifikasi atas berkas usulan yang 
diterima dengan ketentuan: 
3.3.1. Apabila isi berkas usulan telah sesuai dengan 

format dan diisi dengan benar, Verifikator 
menyerahkan berkas usulan kepada Petugas 
Operator untuk diinput dalam Database Petugas 
SAi; 

3.3.2. Apabila isi berkas usulan belum sesuai dengan 
format dan belum diisi dengan benar, Verifikator 
bersama-sama dengan Petugas Administrasi 
menghubungi satuan kerja terkait untuk melakukan 
perbaikan. 

3.4. Operator bersama-sama dengan Verifikator melakukan 
pengecekan ulang data pada Database Petugas SAi yang 
telah diinput datanya; 

3.5. Apabila sudah benar, Operator selanjutnya mengambil data 
tersebut sebagai data sumber pembuatan Keputusan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 

3.6. Operator mencetak Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan dan menyerahkan kepada Verifikator; 

3.7. Verifikator melakukan verifikasi terhadap hasil cetak 
keputusan tersebut untuk dibandingkan dengan surat usulan 
dari unit akuntansi terkait, dan apabila sudah benar, maka 
diserahkan kepada Validator; 

3.8. Validator melakukan verifikasi ulang atas data-data yang 
tercantum dalam Keputusan tersebut dan apabila sudah 
benar, maka divalidasi dengan membubuhi paraf; 
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3.9. Konsep keputusan disampaikan kepada Kepala Biro 
Keuangan untuk ditandatangani atas nama Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan; 

3.10. Keputusan Mendikbud yang telah ditandatangani oleh 
Kepala Biro Keuangan diserahkan kepada Petugas 
Administrasi untuk: 
3.10.1. Dicatat di dalam buku agenda; 
3.10.2. Digandakan dan didistribusikan ke: 

a. Satker bersangkutan; 
b. Unit Utama yang membawahi Satker 

bersangkutan; 
c. Petugas Administrasi Aplikasi SIMKeu pada 

Biro Keuangan; 
d. Arsip. 

3.11. Petugas Administrasi melakukan pendistribusian Keputusan 
penetapan petugas SAi dan mengarsipkan tanda 
terima/bukti pengiriman. 

4. Ketentuan dan Prosedur Penerimaan Identitas dan Kata 
Sandi Petugas SAI sebagai Pengguna SIMKeu 
4.1. Unit Akuntansi menerima 1 (satu) identitas dan kata sandi 

dari Biro Keuangan Kemendikbud untuk pelaporan SAi; 
4.2. Petugas SAi pada unit akuntansi wajib bertanggung jawab 

atas penggunaan identitas dan kata sandi tersebut; 
4.3. Petugas SAi sebagai petugas SIMKeu wajib menyimpan 

identitas dan kata sandi dengan baik karena bersifat 
rahasia. Apabila petugas lupa identitas dan kata sandi, 
segera menghubungi petugas layanan bantuan (help desk) 
SIMKeu di nomor (021) 500 005 ext. 4/SIMKeu; 

4.4. Help DeskSIMKeu hanya dapat melakukan: 
4.4.1. menginformasikan kembali kepada Petugas SAi 

identitas yang terdaftar pada SIMKeu; 
4.4.2. reset password yang selanjutnya dapat diganti 

oleh Petugas melalui Menu Pengguna setelah 
masuk ke halaman Transaksi. 
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5. Tugas dan Tanggung Jawab Petugas SAi 
Petugas yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan 
laporan keuangan adalah Petugas SAi (SAK dan SIMAK-BMN) 
yang terdiri atas Petugas Administrasi,, Operator, Verifikator, dan 
Validator, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. 

5.1. Petugas Administrasi: 
Petugas administrasi diangkat oleh Kepala Satker yang 
bertugas dan bertanggung jawab atas pekerjaan 
administratif, yaitu: 
5.1.1. Penerimaan dokumen sumber; 
5.1.2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen sumber; 
5.1.3. Pengiriman dokumen laporan keuangan; 
5.1.4. Pengarsipan dokumen laporan keuangan. 

5.2. Operator 
Bertanggung jawab untuk: 
5.2.1. Melakukan input data melalui aplikasi SAi (SAKPA & 

SIMAK-BMN) untuk tingkat UAKPA/B; 
5.2.2. Melakukan unduh (download) data unit akuntansi 

jenjang di bawahnya pada SIMKeu dan melakukan 
kompilasi data pada aplikasi SAi untuk UAPPA W/El 
dan UAPA (SAPPA-W, SAPPA-El, SAPA); 

5.2.3. Mencetak dokumen dan register melalui aplikasi 
SAi; 

5.2.4. Membuat ADK (file kirim) yang dihasilkan aplikasi 
SAi pada menu Pengiriman; 

5.2.5. Melakukan back up data elektronik melalui aplikasi 
SAi; 

5.2.6. Bersama dengan Verifikator melakukan Rekonsiliasi 
Internal dan Eksternal; 

5.2.7. Mengirimkan ADK ke jenjang unit akuntansi di 
atasnya melalui Aplikasi Pelaporan SIMKeu berbasis 
web dengan alamat http://simkeu.kemdikbud.go.id; 

5.2.8. Memelihara sarana penunjang yaitu komputer PC 
dan printer serta menjaga konektifitas jejaring. 

5.3. Verifikator 
Bertanggung jawab untuk: 
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5.3.1. Menjaga kesinambungan penggunaan SIMKeu; 
5.3.2. Melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen 

sumber sebelum direkam oleh Operator ke dalam 
aplikasi SAi; 

5.3.3. Melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen 
sumber dengan hasil cetak RTH dan semua hasil 
cetak transaksi yang dilakukan oleh Operator; 

5.3.4. Bersama dengan Operator melakukan Rekonsiliasi 
Internal dan eksternal; 

5.3.5. Menjamin pemutakhiran data; 
5.3.6. Melakukan pengiriman ADK laporan keuangan 

melalui SIMKeu Kemendikbud dengan ketentuan: 
a. Apabila Operator berhalangan; 
b. Pengiriman ADK tersebut wajib diberitahukan 

kepada Operator untuk menghindari pengiriman 
ADK yang berulang/ganda. 

5.4. Validator 
Bertanggung jawab untuk: 
5.4.1. Memberikan otorisasi untuk merekam data transaksi 

ke dalam aplikasi SAi Kemenkeu; 
5.4.2. Menjamin proses penyusunan laporan keuangan 

sesuai dengan Pedoman yang telah ditetapkan; 
5.4.3. Memberikan otorisasijvalidasi atas data/dokumen 

laporan keuangan; 
5.4.4. Memberikan persetujuan untuk pengiriman ADK 

laporan keuangan ke unit akuntansi di atasnya; 
5.4.5. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjaga 

kesinambungan pelaksanaan SIMKeu pada unit 
akuntansinya. 

B. Sarana dan Prasarana 
Implementasi SIMKeu pada setiap jenjang unit akuntansi 
memerlukan ketersediaan perangkat yang wajib diperhatikan oleh 
setiap petugas dan penanggunjawab unit akuntansi di lingkungan 
Kemendikbud: 
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1. Perangkat Keras 
1.1. Komputer yang dilengkapi dengan peralatan jaringan berupa 

kabel atau nirkabel, dengan spesifikasi minimum: 
1.1.1. memory CPU 1 GB; 
1.1.2. processor setara Intel Pentium IV; 
1.1.3. free space harddisk 10 GB; 
1.1.4. sistem operasi Windows 98, Windows XP, Windows 

Vista, Windows 7 atau Windows 8, 
1.1.5. resolusi monitor 1024x768 piksel. 

1.2. Printer 
DotMatrix, LaserJet atau Inkjet 

2. Perangkat Lunak 
2.1. Telah ter-install aplikasi SAi untuk memroses data dokumen 

sumber dan membuat ADK laporan keuangan sesuai dengan 
jenjangnya, yaitu: 
a. Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran 

(SAKPA) untuk tingkat UAKPA; 
b. Sistem Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran 

Wilayah (SAPPA-W) untuk tingkat UAPPA Wilayah; 
c. Sistem Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran 

Eselon I (SAPPA-El) untuk tingkat UAPPA Eselon 1; 
d. Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran (SAPA) untuk 

tingkat UAPA. 
e. Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik 

Negara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang 
(SIMAK-BMN UAKPB) untuk jenjang UAKPB; 

f. Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik 
Negara Aplikasi SIMAK-BMNPPBW untuk jenjang 
UAPPB-W; 

g. Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik 
Negara Aplikasi SIMAK-BMNPPBE1 untuk jenjang 
UAPPB-El; 

h. Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik 
Negara Aplikasi SIMAK-BMNPB untuk jenjang UAPB; 

2.2. Telah tersedia aplikasi perambah internet (web browse!) 
untuk melakukan akses dan pengiriman ADK Laporan 
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Keuangan melalui SIMKeu dengan ala mat 
http://simkeu.kemdikbud.go.id, di antaranya: 

a. Internet Explorer ~ 
b. Mozilla Firefox 
c. Netscape Navigator 0 
d. Opera 

e. Google Chrome 

3. Perangkat Jaringan 
Kebutuhan perangkat jaringan wajib dikelola oleh Unit Akuntansi 
dengan ketentuan: 
3.1. Memastikan telah terkoneksi dengan Jardiknas/internet; 
3.2. Memastikan LAN Satker telah terkoneksi dengan perangkat 

komputer pada unit/bagian yang bertanggung jawab atas 
pelaporan keuangan; 

3.3. Mengkoordinasikan penyelesaiannya dengan pengelola 
Jardiknas yang ada di setiap satuan kerja, provinsi, 
dan/atau Pustekkom, jika terjadi gangguan pada perangkat 
Jardiknas dan LAN Satker. 
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BAB III 
KETENTUAN UMUM DAN PENGENDALIAN INTERNAL 

Penyusunan Laporan Keuangan Kemendikbud mengacu pada Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku umum bagi Kementerian 
Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dihasilkan 
melalui Sistem Akuntansi lnstansi (SAi). SAi merupakan serangkaian 
prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan 
data, pencatatan, pengikhtisaran, transaksi keuangan serta BMN dan 
pelaporan keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga sebagai bentuk 
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan penatausahaan BMN. 
Kemendikbud menggunakan SAi dengan memroses transaksi keuangan 
baik arus uang maupun barang yang terdiri atas Sistem Akuntansi 
Keuangan (SAK) dan Sistem lnformasi Manajemen dan Akuntansi Barang 
Milik Negara (SIMAK-BMN). 

Sistem Akuntansi Keuangan adalah sub sistem dari Sistem Akuntansi 
lnstansi yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan 
untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi 
untuk penyusunan Laporan Keuangan serta laporan manajerial lainnya 
sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sub sistem 
dari SAi yang merupakan serangkaian prosedur pengolahan dokumen 
sumber dalam rangka menghasilkan informasi yang tepat dan valid untuk 
penyusunan neraca dan laporan BMN sesuai dengan peraturan/ketentuan 
yang berlaku. Laporan tersebut meliputi semua laporan barang yang dibeli 
atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang 
sah. 

Dalam rangka meningkatkan komunikasi data antar kantor/satuan kerja di 
lingkungan Kemendikbud, Biro Keuangan mengembangkan SIMKeu 
Kemendikbud berbasis web. SIMKeu diharapkan mampu menghubungkan 
seluruh jenjang unit akuntansi di lingkungan Kemendikbud untuk 
meningkatkan kelancaran pengiriman data elektronik/ADK laporan 
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keuangan untuk diproses lebih lanjut menjadi laporan keuangan unit 
akuntansi jenjang di atasnya. Laporan keuangan yang dihasilkan terdiri 
atas: 

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menyajikan informasi realisasi 
pendapatan dan belanja, yang dibandingkan dengan rencana 
anggarannya dalam 1 (satu) periode; 

2. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi 
yaitu pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 
periode tertentu; 

3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang meliputi penjelasan, 
daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam 
Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. 

Penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk: 
1. Menyediakan informasi pelaksanaan anggaran Kementerian 

Satker hingga Pendidikan dan Kebudayaan, mulai dari tingkat 
Kementerian; 

2. Menyediakan informasi tentang posisi keuangan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan secara keseluruhan pada waktu tertentu; 

3. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk pengendalian 
dan perencanaan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

4. Menjaga aset-aset yang dimiliki Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi 
keuangan yang konsisten sesuai dengan standar akuntansi yang 
diterima secara umum; 

5. Menghasilkan informasi yang diperlukan 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 
manajerial (management report). 

A. Ketentuan Umum 

sebagai a lat 
dan pelaporan 

1. Unit akuntansi di lingkungan Kemendikbud melaksanakan fungsi 
akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran 
sesuai dengan tingkat organisasinya. Laporan keuan~an yang 
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dihasilkan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan 
anggaran oleh unit akuntansi tersebut, baik sebagai entitas 
akuntansi maupun entitas pelaporan; 

2. Penyajian laporan pertanggungjawaban oleh Pengguna Anggaran 
berupa Laporan Keuangan dilakukan secara berjenjang dari tingkat 
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran sampai dengan tingkat 
Unit Akuntansi Pengguna Anggaran; 

3. Pengiriman ADK pelaporan keuangan secara berjenjang di 
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai 
peraturan perundang-undangan dilakukan melalui Sistem Informasi 
Manajemen Keuangan Berbasis Web Kemendikbud (SIMKeu 
Kemendikbud); 

4. Kegiatan/program Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
yang dialokasikan oleh Kemendikbud kepada pemerintah daerah, 
laporan keuangannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah 
dari laporan keuangan Kementerian; 

5. Prosedur pelaporan keuangan dimulai dari penerimaan dan 
verifikasi dokumen sumber, perekaman transaksi, verifikasi atas 
perekaman transaksi, pencetakan laporan, serta pengiriman dan 
distribusi laporan; 

6. SKPA dipertanggungjawabkan oleh Pemberi Anggaran, bukan 
Penerima Anggaran. Tata cara pelaksanaan penggunaan anggaran 
melalui pemberian kuasa antar kuasa pengguna anggaran sesuai 
Perdirjen Perbendaharaan nomor Per-20/PB/2011. 

7. Ketentuan mengenai Unit Akuntansi adalah sebagai berikut: 
7.1. Unit Akuntansi Keuangan (UAK) 

7 .1.1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) 
adalah unit akuntansi instansi yang melakukan 
kegiatan akuntansi keuangan tingkat satuan kerja; 

7.1.2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran 
Wilayah (UAPPA-W) adalah unit akuntansi instansi 
yang melakukan kegiatan akuntansi keuangan di 
tingkat Wilayah; 

7.1.3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran 
Eselon 1 (UAPPA-El) adalah unit akuntansi instansi 
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yang melakukan kegiatan akuntansi keuangan di 
tingkat Eselon 1; 

7.1.4. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) adalah 
unit akuntansi instansi (pengguna anggaran) yang 
melakukan kegiatan akuntansi keuangan di tingkat 
Kementerian Negara/Lembaga. 

7.2. Unit Akuntansi Barang Milik Negara (UA-BMN): 
7.2.1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) 

adalah unit akuntansi instansi yang melakukan 
kegiatan akuntansi barang pada tingkat satuan 
kerja; 

7.2.2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah 
(UAPPB-W) adalah unit akuntansi instansi yang 
melakukan kegiatan akuntansi barang di tingkat 
wilayah; 

7.2.3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 
(UAPPB-El) adalah unit akuntansi instansi yang 
melakukan kegiatan akuntansi barang di tingkat 
Eselon I; 

7.2.4. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) adalah unit 
akuntansi instansi yang melakukan kegiatan 
akuntansi barang tingkat kementerian 
negara/lembaga. 

8. Laporan Keuangan unit akuntansi berdasarkan SAP di lingkungan 
Kemendikbud terdiri dari: 

8.1. Laporan Keuangan Semester dan Tahunan terdiri dari: 
8.1.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 
8.1.2. Neraca; dan 
8.1.3. Catatan atas Laporan Keuangan. 

8.2. Laporan Keuangan triwulan I dan triwulan III terdiri dari: 
8.2.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan 
8.2.2. Neraca; 

9. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada butir 8 harus 
dilengkapi dengan lampiran pendukung sebagai berikut: 
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9.1. Temuan BPK dan tindak lanjut atas temuan. 
9.2. Rekening pemerintah yang dikelola. 
9.3. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual. 
9.4. Laporan Kinerja (semester dan tahunan, untuk satker BLU). 
9.5. Rekapitulasi penerima dana bantuan sosial sesuai format 

pada lampiran 49. 

10. Satuan kerja yang ditetapkan sebagai BLU mempunyai kewajiban 
untuk menyusun 2 (dua) laporan keuangan yaitu laporan keuangan 
berdasarkan SAK dan laporan keuangan berdasarkan SAP. 
Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAK: 

10.1. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU 
diselenggarakan dengan Standar Akuntansi Keuangan 
(SAK) yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi 
Indonesia. 

10.2. Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi 
sebagaimana dimaksud pada angka 10.1., BLU dapat 
menerapkan Standar Akuntansi Industri yang spesifik 
setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. 

10.3. Laporan Keuangan BLU yang disusun berdasarkan SAK 
menjadi Lampiran Laporan Keuangan Kemdikbud. 

10.4. Laporan Keuangan BLU yang disusun berdasarkan 
SAK, terdiri dari: 
a. Laporan Aktivitas; 
b. Neraca; 
c. Laporan Arus Kas; 
d. Catatan atas Laporan Keuangan. 

10.5. Laporan Keuangan BLU berdasarkan SAK sebagaimana 
dimaksud pada angka 10.4. diaudit oleh Kantor Akuntan 
Publik (KAP) berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

10.6. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 
10.5., disampaikan kepada: 
a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); 
b. Unit eselon I yang membawahinya; 
c. Sekretaris Jenderal Kemendikbud up. Kepala Biro 

Keuangan 
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11. Penerimaan Dana 
Penerimaan dana yang diterima oleh satker harus dipastikan jenis 
dan sumbernya, dengan ketentuan sebagai berikut: 
11.1. Apabila sumbernya dari APBN (DIPA satker lain), baik dari 

satker Kemendikbud maupun satker dari 
Kementerian/Lembaga lain tidak boleh diakui pendapatan 
atau disahkan sebagai pendapatan dan belanja oleh satker 
BLU; 

11.2. Apabila sumbernya dari Pemda, lembaga swasta, individu, 
dan yang lainnya diatur sebagai berikut: 
11.2.1. Untuk satker Non BLU diakui sebagai 

pendapatan atau hibah tergantung substansinya 
apakah kerjasama atau hibah; 

11.2.2. Untuk satker BLU diakui dan disahkan sebagai 
pendapatan dan belanja BLU. 

11.3. Penerimaan uang beasiswa yang diterima oleh satker 
diatur sebagai berikut: 
11.3.1. Apabila sumbernya dari APBN (DIPA satker lain), 

baik dari satker Kemendikbud maupun satker 
dari Kementerian/Lembaga lain yang diakui 
sebagai pendapatan hanya yang terkait dengan 
komponen SPP/Uang kuliah; 

11.3.2. Apabila sumbernya dari 
Pemda/korporasi/individu dapat diakui sebagai 
pendapatan hibah jika : 
11.3.2.1. pemberi beasiswa tidak menentukan 

individu penerima beasiswanya, dan 
11.3.2.2. Satker harus mengeluarkan sumber 

daya atau manfaat ekonomi yang 
dimiliki untuk memperoleh dan 
mengelola beasiswa tersebut. 
(Contoh Suatu korporasi 
memberikan sumbangan uang 
kepada satker untuk beasiswa bagi 
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mahasiswa dan menyerahkan 
sepenuhnya kepada satker untuk 
menyeleksi dan menentukan 
penerima beasiswa berdasarkan 
kriteria dan pertimbangan satker. 
Atas penerimaan sumbangan 
tersebut, satker melaksanakan 
kegiatan penyeleksian untuk 
menentukan individu penerima 
beasiswanya). 

11.3.3. Apabila penerimaan uang beasiswa yang 
diterima oleh satker dari 
Pemda/korporasi/individu tidak sesuai dengan 
ketentuan pada angka 11.3.2. di atas, 
kebijakannya adalah: 
11.3.3.1. satker BLU mengakui sebagai uang 

titipan (kewajiban), dan yang diakui 
dan disahkan sebagai pendapatan 
hanya yang terkait dengan biaya 
pendidikan (SPP, Dana Penunjang, 
Biaya Praktikum, dll.,) yang diterima 
oleh BLU; 

11.3.3.2. satker Non BLU mengakui sebagai 
uang titipan (kewajiban), dan yang 
dicatat sebagai pendapatan hanya 
yang terkait dengan biaya 
pendidikan (SPP, Dana Penunjang, 
Biaya Praktikum, dll.,) yang diterima 
oleh satker. 

B. Ketentuan Umum SAK 

1. Ketentuan mengenai dokumen sumber dalam SAi adalah dokumen 
sumber tahun anggaran berjalan dari 1 Januari sampai dengan 31 
Desember dengan rincian sebagai berikut. 
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1.1. Dokumen anggaran untuk pengisian pagu anggaran dan 
estimasi pendapatan: 

1.1.1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan DIPA 
Revisi/POK/Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) 
untuk pengisian pagu anggaran; 

1.1.2. RKA-KL (Formulir 4.2. = Uraian Anggaran per Akun 
Pendapatan) dan Revisinya untuk pengisian estimasi 
pendapatan. 

1.2. Dokumen penerimaan anggaran (Bukti Penerimaan 
Negara/BPN) yang disertai dengan salah satu dokumen 
berikut: 

1.2.1. Surat Setoran Pajak (SSP); 
1.2.2. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); 
1.2.3. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B); 
1.2.4. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja 

(SP3B); 
1.2.5. Surat Tanda Setoran (STS); 
1.2.6. Dokumen penerimaan lainnya yang dipersamakan. 

1.3. Dokumen Pengeluaran Anggaran: 

1.3.1. Surat Perintah Membayar (SPM); 
1.3.2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 
1.3.3. Surat Perintah Pembukuan / Pengesahan (SP3); 
1.3.4. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B); 
1.3.5. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja 

(SP3B); 
1.3.6. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB); 
1.3.7. Dokumen pengeluaran lainnya yang dipersamakan. 

1.4. Dokumen Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku: 

1.4.1. BA Opname Fisik Persediaan; 
1.4.2. BA Cash Opname dari Bendahara Penerimaan dan 

Bendahara Pengeluaran; 
1.4.3. Daftar PNBP yang belum disetor dari Bendahara 

Penerimaan; 
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1.4.4. Daftar Piutang PNBP, Penjualan Angsuran, TGR, dan 
Piutang Lainnya; 

1.4.5. BA Inventarisasi BMN; 
1.4.6. BAST Barang; 
1.4.7. Faktur/Kuitansi Pembelian Barang; 
1.4.8. Kontrak Pengadaan Barang; 
1.4.9. SK Penghapusan. 

2. Seluruh dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada angka 1 
tersebut di atas, dipastikan telah diakuntasikan/diinput dalam 
aplikasi SAKPA; 

3. ADK Laporan Keuangan disampaikan secara berjenjang mulai 
UAKPA sampai dengan UAPA melalui SIMKeu Kemendikbud setiap 
bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Petunjuk 
penggunaan SIMKeu dapat dilihat pada Bab VI Manual 
Penggunaan Aplikasi SIMKeu Kemendikbud; 

4. Ketentuan Rekonsiliasi untuk SAK 

4.1. Rekonsiliasi Eksternal adalah rekonsiliasi laporan keuangan 
antara jenjang unit akuntansi dengan Kementerian 
Keuangan, yaitu: 
4.1.1. Antara UAKPA dengan KPPN dilakukan setiap bulan, 

untuk memastikan Pagu, LRA, Pendapatan dan 
Pengembalian Belanja sesuai dengan dokumen 
sumber; 

4.1.2. Antara UAPPA-W dengan Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan dilakukan per triwulan; 

4.1.3. Antara UAPPA-El dengan Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan dilakukan setiap semester; 

4.1.4. Antara UAPA dengan Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan dilakukan setiap semester; 

4.2. Rekonsiliasi Internal antara SAK dengan SIMAK-BMN 
dilakukan untuk memastikan nilai aset pada SAK maupun 
SIMAK-BMN sama, dengan ketentuan sebagai berikut: 
4.2.1. Antara UAKPA dengan UAKPB dilakukan setiap 

bu Ian; 
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4.2.2. Antara UAPPA-W dengan UAPPB-W dilakukan per 
triwulan; 

4.2.3. Antara UAPPA-El dengan UAPPB-El dilakukan setiap 
semester; 

4.2.4. Antara UAPA dengan UAPB dilakukan setiap 
semester; 

4.3. KPA wajib melakukan rekon5ilia5i internal antara pembukuan 
bendahara penerimaan/pengeluaran dengan laporan 
keuangan UAKPA sekurang-kurangnya 1 kali dalam 5ebulan 
5ebelum rekonsilia5i dengan KPPN. Tujuan rekon5iliasi adalah 
untuk meneliti ke5esuaian antara pembukuan bendahara dan 
laporan keuangan UAKPA. 

4.4. Ha5il rekonsiliasi sebagaimana dimak5ud pada butir 4.1, 4.2 
dan 4.3 dituangkan dalam Serita Acara Rekon5ilia5i (BAR) 
dengan format 5ebagaimana terlampir dalam Pedoman ini. 

5. Ketentuan Penamaan ADK file kirim SAK 

Penamaan ADK yang 5ecara otomati5 dihasilkan oleh aplika5i SAK 
Kementerian Keuangan adalah 5ebagai berikut. 
5.1. Tingkat UAKPA 

5.1.1. ADK File Kirim Pengiriman Berjenjang 
Ketentuan nama ADK file kirim yang diha5ilkan 
5ecara otomati5 dari aplika5i SAKPA Kementerian 
Keuangan untuk tingkat UAKPA adalah 
JK023eessssssmm.yy0 dimana: 
a. JK = Jeni5 Kewenangan, sesuai dengan 

jenisnya yaitu KP untuk Kantor 
Pu5at, KD untuk Kantor Daerah, DK 
untuk Dekon5entra5i, TP untuk 
Tugas Pembantuan; 

b. 023 = Kode Bagian Anggaran (023 = BA 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaa n); 

c. ee = Kode E5elon 1; 
d. 555555 = Kode Satker; 
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f. yy 

g. 0 
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= Bulan pelaporan, contoh: 01 untuk 
bulan Januari, 02 untuk bulan 
Februari, dan 5eteru5nya; 

= Dua angka terakhir tahun 
anggaran; 
Angka nol. 

Contoh nama berka5 adalah 5ebagai berikut: 
•:• Untuk pengiriman ADK file kirim Februari TA 

2013 Satker Biro Umum di bawah UAPPA-El 
Sekretariat Jenderal dengan kode Satker 
137590 adalah: KP0230113759002.130. 

5.1.2. ADK File Backup 
Ketentuan nama ADK file backup yang diha5ilkan 
5ecara otomati5 dari aplika5i SAKPA Kementerian 
Keuangan untuk tingkat UAKPA adalah 
JK023eessssssyymmdd.bck: 
a. JK = Jeni5 Kewenangan, 5e5uai dengan 

jeni5nya yaitu KP untuk Kantor 
Pu5at, KD untuk Kantor Daerah, DK 
untuk Dekon5entra5i; 

b. 023 = Kode Bagian Anggaran (023 = BA 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan); 

c. ee = Kode E5elon 1; 
d. 555555 = Kode Satker; 
e. yy = Dua angka terakhir tahun 

f. mm 

g. dd 

anggaran; 
= Bulan dibuatnya ADK, contoh: 01 

untuk bulan Januari, 02 untuk 
bulan Februari, dan 5eteru5nya; 

= Tanggal dibuatnya ADK, contoh: 02 
untuk tanggal 2, 26 untuk tanggal 
26; 
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Cantah nama berkas adalah sebagai berikut: 
•!• Untuk pengiriman ADK Semester pada satker 

Biro Umum Kemendikbud yang ADK backup nya 
dibuat pada tanggal 6 Juli 2013 adalah: 
KP02301137590130706.bck 

5.2. Tingkat UAPPA-W 
5.2.1. ADK File Kirim Pengiriman Berjenjang 

Ketentuan nama ADK file kirim yang dihasilkan 
secara atamatis dari aplikasi SAPPA-W Kementerian 
Keuangan untuk tingkat UAPPA-W adalah 
023eewwwwmm.rar dimana: 
a. 023 = Kade Bagian Anggaran (023 adalah 

BA Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan); 

b. ee = Kade eselan 1; 
c. wwww = Kade Wilayah 
d. mm = Bulan pelaparan, cantah: 01 untuk 

bulan Januari, 02 untuk bulan 
Februari, dst.; 

e. .rar = ekstensi berkas elektronik format 
kampresi 

Cantah nama berkas adalah sebagai berikut. 
•!• ADKfile kirim Januari TA 2013 Unit Akuntansi 

wilayah Jawa Barat dengan kade wilayah 0200 
yang dikirim ke jenjang Unit Akuntansi Eselan 1 
Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nanfarmal, 
dan Informal Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dengan kade eselan 05 adalah: 
02305020001.rar. 

5.3. Tingkat UAPPA-El 
5.3.1. ADK File Kirim Pengiriman Berjenjang 

Ketentuan nama ADK file kirim yang dihasilkan 
secara atamatis dari aplikasi SAPPA-El Kementerian 
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Keuangan untuk tingkat UAPPA-E1 adalah 
PA023eemm.rar dimana: 
a. 023 = Kode Bagian Anggaran (023 = BA 

Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan); 

b. ee = Kode eselon; 
c. mm = Bulan pelaporan, contoh: 01 

untuk bulan Januari, 02 untuk 
bulan Februari, dan seterusnya; 

d. .rar = salah satu jenis berkas 
terkompresi. 

Contoh nama berkas: 
•!•Untuk pengiriman ADK file kirim Maret TA 2013 

Ditjen Pendidikan Tinggi dengan kode Eselon 04 
adalah: PA0230403.rar; 

5.4. Tingkat UAPA 
5.4.1. ADK File Kirim Pengiriman Berjenjang 

Ketentuan nama ADK file kirim yang dihasilkan 
secara otomatis dari aplikasi SAPA Kementerian 
Keuangan untuk tingkat UAPA adalah 023mm.rar 
dimana: 

a. 023 = Kode Bagian Anggaran (023 = BA 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan); 

b. mm = Bulan pelaporan, contoh: 01 
untuk bulan Januari, 02 untuk 
bulan Februari, dan seterusnya; 

c. *.rar = salah satu jenis berkas 
terkompresi. 

Contoh nama berkas: 
•!• Untuk pengiriman ADK file kirim Juni TA 2013 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
adalah: 02306.rar; 

6. Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan SAK adalah sebagai 
berikut. 
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6.1. Tingkat UAKPA 
6.1.1. UAKPB menyampaikan laporan BMN kepada UAKPA 

setiap bulan; 
6.1.2. Tenggat waktu penyampaian laporan mengikuti 

peraturan yang dikeluarkan Kementerian 
Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan; 

6.1.3. UAKPA melakukan rekonsiliasi internal dengan 
UAKPB data SAK dan SIMAK-BMN setiap bulan; 

6.1.4. UAKPA menyampaikan ADK, LRA, dan Neraca ke 
KPPN setiap bulan untuk Rekonsiliasi Eksternal 
tingkat satker; 

6.1.5. UAKPA Kantor Daerah menyampaikan ADK file 
kirim dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan 
melalui aplikasi SIMKeu kepada UAPPA-W untuk 
digabungkan; 

6.1.6. UAKPA Kantor Pusat dan BLU menyampaikan ADK 
file kirim 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan melalui 
aplikasi SIMKeu kepada UAPPA-El untuk 
digabungkan; 

6.1.7. UAKPA Dana Dekonsentrasi menyampaikan ADK 
file kirim 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan melalui 
aplikasi SIMKeu kepada UAPPA-El untuk 
digabungkan; 

6.1.8. Penyampaian/pengiriman ADK file kirim melalui 
SIMKeu sebagaimana dimaksud pada angka 6.1.5., 
6.1.6., dan 6.1.7. adalah sebagai berikut; 
a. Setiap Senin minggu II (kedua) adalah 

pengiriman ADK bulan sebelumnya yang telah 
direkonsiliasi; 

b. Setiap Senin minggu IV (keempat) adalah 
pengiriman ADK bulan berjalan per tanggal 
pengiriman; 

c. Apabila hari Senin sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan b bertepatan dengan hari 
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libur, laporan dikirimkan pada hari kerja 
sebelumnya. 

6.1.9. Penyampaian/pengiriman ADK backup melalui 
aplikasi pelaporan SIMKeu Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan pad a ala mat 
http://simkeu.kemdikbud.go.id dilakukan 2 (dua) 
kali dalam setahun yaitu ADK semester I dan 
tahunan. 

6.2. Tingkat UAPPA-W 
6.2.1. UAPPB-W menyampaikan laporan BMN kepada 

UAPPA-W minimal setiap triwulan sebagai bahan 
rekonsiliasi dengan UAPPA-W; 

6.2.2. Tenggat waktu penyampaian laporan mengikuti 
peraturan yang dikeluarkan Kementerian 
Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan; 

6.2.3. Melakukan Rekonsiliasi Internal antara SAK dan 
SIMAK-BMN setiap triwulan; 

6.2.4. UAPPA-W menyampaikan ADK, LRA, dan Neraca ke 
Kanwil DJPb cq. Bidang AKLAP untuk rekonsiliasi 
tingkat wilayah setiap triwulan; 

6.2.5. Penyampaian/pengiriman ADK file kirim ke Unit 
Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I 
(UAPPA-El) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) 
bulan melalui aplikasi pelaporan SIMKeu 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 
alamat htto://simkeu.kemdikbud.go.id dengan 
ketentuan: 
a. Setiap Rabu minggu II (kedua) adalah untuk 

pengiriman ADK bulan sebelumnya yang telah 
direkonsiliasi; 

b. Setiap Rabu minggu IV (keempat) adalah 
untuk pengiriman ADK bulan berjalan per 
tanggal pengiriman; 

c. Apabila hari Rabu sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan b, bertepatan dengan hari 
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libur, laporan dikirimkan pada hari kerja 
sebelumnya. 

6.2.6. Penyampaian ADK, LRA, dan Neraca UAPPA-W ke 
UAPPA-El dilengkapi dengan CaLK untuk laporan 
semester dan tahunan. 

6.3. Tingkat UAPPA-El 
6.3.1. UAPPB-El menyampaikan laporan BMN kepada 

UAPPA-El minimal setiap semester sebagai bahan 
rekonsiliasi dengan UAPPA-El; 

6.3.2. Tenggat waktu penyampaian Laporan mengikuti 
peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian 
Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan; 

6.3.3. UAPPA-El melakukan rekonsiliasi laporan 
keuangan tingkat eselon I dengan DJPb cq. DAPK 
setiap semester; 

6.3.4. UAPPA-El dan UAPPB-El melakukan Rekonsiliasi 
Internal antara SAK dan SIMAK-BMN minimal 
setiap semester; 

6.3.5. Penyampaian/pengiriman ADK file kirim ke Unit 
Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) dilakukan 2 
(dua) kali dalam 1 (satu) bulan melalui aplikasi 
pelaporan SIMKeu Kemendikbud pada alamat 
http://simkeu.kemdikbud.go.id dengan ketentuan: 
a. Setiap Jumat minggu II (Kedua) adalah untuk 

pengiriman ADK bulan sebelumnya yang telah 
direkonsiliasi; 

b. Setiap Jumat minggu IV (keempat) adalah 
untuk pengiriman ADK bulan berjalan per 
tanggal pengiriman; 

c. Apabila hari Jumat sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan b bertepatan dengan hari 
libur, laporan dikirimkan pada hari kerja 
sebelumnya. 

48 I S istem Info rmasi Manajemen Keuangan Kemendikbud 



Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SAi, Tahun 2013 
Bab III Ketentuan Umum dan Pengendalian Internal 

6.3.6. Penyampaian ADK, LRA, dan Neraca UAPPA-El ke 
tingkat UAPA dilengkapi dengan CaLK untuk 
laporan semester dan tahunan. 

6.4. Tingkat UAPA 
6.4.1. UAPB menyampaikan laporan BMN kepada UAPA 

minimal setiap semester dan tahunan sebagai 
bahan rekonsiliasi dengan laporan keuangan pada 
UAPA; 

6.4.2. Tenggat waktu penyampaian Laporan mengikuti 
peraturan yang dikeluarkan Kementerian 
Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan; 

6.4.3. UAPA menyampaikan laporan keuangan beserta 
ADK kepada DJPb. cq. DAPK termasuk konsolidasi 
Laporan Keuanga BLU dalam rangka rekonsiliasi 
dan penyusunan Laporan Keuangan pemerintah 
pusat setiap semester. 

6.4.4. UAPA mengunggah ADK file kirim pada aplikasi 
SIMKeu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
sebagai bahan laporan manajemen tingkat 
kementerian. 

7. Ketentuan Pengiriman Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulan/Semester/Tahunan ke jenjang di atasnya 
dilakukan dengan ketentuan: 
6.1. Pengiriman Minggu ke II setiap bulan melalui SIMKeu 

Kemendikbud yaitu berupa: ADK file kirim, yaitu ADK bulan 
sebelumnya yang telah direkonsiliasi; 

6.2. Pengiriman Minggu ke IV setiap bulan melalui SIMKeu 
Kemendikbud adalah ADK file kirim yang berisi transaksi 
bulan berjalan mulai tanggal 1 sampai dengan hari/tanggal 
pengiriman sesuai jadwal yang diatur dalam peraturan yang 
berlaku; 

6.3. Pengiriman Triwulan, dilakukan dengan ketentuan: 
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6.3.1. Pengiriman triwulanan di samping mengirimkan 
ADK file kirim juga disertai dengan pengiriman 
hasil cetak laporan keuangan Triwulanan (Triwulan 
I dan III), yang telah direkonsiliasi; 

6.3.2. Pengiriman laporan Triwulan II sama dengan 
Semester I, dan Triwulan IV sama dengan 
Semester II atau tahunan; 

6.3.3. Verifikator membuat surat pengantar pengiriman 
laporan triwulanan untuk ditandatangani oleh 
Validator atau pejabat yang berwenang (contoh 
surat lihat lampiran contoh dokumen); 

6.3.4. Verifikator menyerahkan hasil cetak laporan 
triwulanan yang telah divalidasi dilampiri dengan 
surat pengantar kepada Petugas Administrasi 
untuk dikirim melalui kurir atau pos tercatat; 

6.3.5. Petugas Administrasi mencatat pengiriman laporan 
triwulanan dan surat pengantar dalam buku 
agenda serta mengarsipkan seluruh dokumen. 

6.4. Pengiriman Semester/Tahunan 
6.4.1. ADK file kirim, yaitu ADK bulan terakhir 

semester/tahunan yang telah direkonsiliasi, 
dengan ketentuan bahwa apabila terdapat 
perubahan ADK pada bulan tertentu agar ADK 
perubahan dikirim ulang; 

6.4.2. ADK file backup, yaitu ADK backup Satker sampai 
dengan 30 Juni untuk Semester dan 31 Desember 
untuk Tahunan; 

6.4.3. Verifikator memastikan ADK, laporan keuangan 
(LRA, Neraca dan CaLK), BAR dan dokumen 
pendukung lainnya yang akan dikirim telah 
divalidasi oleh Validator. 

6.5. Untuk pengiriman semester/tahunan Operator mencetak 
Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan CaLK) sebanyak 3 
(tiga) rangkap atau sesuai kebutuhan dengan ketentuan: 
6.5.1. 1 (satu) rangkap dikirimkan kepada unit akuntansi 

jenjang di atasnya; 
6.5.2. 1 (satu) rangkap dikirimkan kepada KPPN; 
6.5.3. 1 (satu) rangkap sebagai arsip; 
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6.6. Pengiriman triwulanan dan semester/tahunan, petugas 
Administrasi: 
6.6.1. Mengirimkan dokumen laporan keuangan ke unit 

akuntansi jenjang di atasnya secara manual 
(melalui kurir atau pos); 

6.6.2. Mencatat dan mengarsipkan dokumen laporan 
keuangan. 

6.7. Dokumen Laporan Keuangan ditandatangani oleh Kepala 
Kantor/Satuan Kerja; 

6.8. Verifikator memastikan ADK, hasil cetak laporan keuangan 
dan BAR yang akan dikirim telah divalidasi oleh Validator; 

6.9. Untuk menjalankan tugas monitoring, Verifikator dan 
Validator mengakses SIMKeu untuk melakukan pemantauan 
pengiriman ADK yang dilakukan oleh Operator dan/atau 
Satker yang ada di bawahnya; 

6.10. Untuk keamanan data, kepentingan Rekonsiliasi Eksternal, 
dan pengarsipan pada UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-El dan 
UAPA, Operator diwajibkan untuk membuat ADK file backup 
setiap bulan yang disimpan pada perangkat penyimpan data 
lain. 

C. Ketentuan Umum SIMAK-BMN 

1. Penatausahaan BMN meliputi 

1.1. Kegiatan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMN; 
1.2. Semua barang yang dibeli atau diperoleh: 

1.2.1. atas beban APBN; 
1.2.2. dari hibah/sumbangan atau sejenisnya; 
1.2.3. sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak; 
1.2.4. berdasarkan ketentuan undang-undang atau 

putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap. 

2. Ketentuan mengenai Perolehan BMN adalah sebagai berikut: 

2.1. Pembelian, adalah terjadinya transaksi pertukaran dengan 
penyerahan sejumlah uang untuk memperoleh sejumlah 
barang; 
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2.2. Transfer Masuk, merupakan perolehan BMN dari hasil 
transfer masuk dari unit lain dalam lingkup Pemerintah 
Pusat tanpa menyerahkan sejumlah sumber daya ekonomi; 

2.3. Hibah, merupakan perolehan BMN dari luar Pemerintah 
Pusat tanpa menyerahkan sejumlah sumber daya ekonomi; 

2.4. Rampasan, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil 
rampasan berdasarkan putusan pengadilan; 

2.5. Penyelesaian Pembangunan, merupakan transaksi 
perolehan BMN dari hasil penyelesaian pembangunan 
berupa bangunan/gedung dan BMN lainnya yang telah 
diserahterimakan dengan Serita Acara Serah Terima; 

2.6. Pembatalan Penghapusan, merupakan pencatatan BMN 
dari hasil pembatalan penghapusan yang sebelumnya telah 
dihapuskan/ dikeluarkan dari pembukuan; 

2.7. Reklasifikasi Masuk, merupakan transaksi BMN yang 
sebelumnya telah dicatat dengan klasifikasi BMN yang lain; 

2.8. Pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak, merupakan barang 
yang diperoleh dari pelaksanaan kerja sama pemanfaatan, 
bangun guna serah/bangun serah guna, tukar menukar, 
dan perjanjian kontrak lainnya; 

2.9. Aset yang dihasilkan dari belanja Bantuan Sosial pada 
Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dituangkan 
dalam neraca pada akun aset lain-lain. 

3. Ketentuan mengenai Perubahan BMN adalah sebagai berikut: 
3.1. Pengurangan, merupakan transaksi pengurangan 

kuantitas/nilai BMN yang menggunakan satuan luas atau 
satuan lain yang pengurangannya tidak menyebabkan 
keseluruhan BMN hilang; 

3.2. Pengembangan, merupakan transaksi pengembangan BMN 
yang dikapitalisir yang mengakibatkan pemindahbukuan 
dari Daftar BMN Ekstrakomptabel ke Daftar BMN 
Intrakomptabel atau perubahan nilai/satuan BMN dalam 
barang Intrakomptabel; 

3.3. Perubahan Kondisi, merupakan pencatatan perubahan 
kondisi BMN; 

3.4. Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas, merupakan koreksi 
pencatatan atas nilai/kuantitas BMN yang telah dicatat dan 
telah dilaporkan sebelumnya. 
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4. Ketentuan mengenai Penyusutan BMN adalah sebagai berikut : 
4.1. Penyusutan dilakukan atas aset tetap yang berada dalam 

pengelolaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang, 
termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka 
pengelolaan BMN. 

4.2. Penyusutan dilakukan oleh satker atas aset tetap berupa 
gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi 
dan jaringan; serta aset tetap lainnya berupa aset tetap 
renovasi dan alat musik modern. 

4.3. Aset tetap sebagaimana point 4.2. di atas yang 
direklasifikasi menjadi Aset Lainnya dalam neraca 
disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. 

4.4. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan 
metode garis lurus. 

4.5. Penyusutan dilakukan tanpa memperhitungkan adanya nilai 
residu. 

4.6. Aset Tetap berupa Aset Tetap Renovasi merupakan 
renovasi atas Aset Tetap bukan milik suatu satuan kerja 
atau satuan kerja pemerintah daerah yang memenuhi 
persyaratan kapitalisasi Aset Tetap, disusutkan 
sebagaimana layaknya Aset Tetap. 

4.7. Aset Tetap yang direklasifikasi menjadi Aset Lainnya dalam 
neraca, yaitu berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 
dan Aset idle, disusutkan sebagaimana layaknya Aset 
Tetap. 

4.8. Penyusutan Aset Tetap setiap semester disajikan sebagai 
akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan 
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas 
Menuju Akrual. 

4.9. Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap semester 
dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan sebagai 
pengurang nilai Aset Tetap dan Diinvestasikan dalam Aset 
Tetap di Neraca. 

4.10. Pelaksanaan penyusutan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, 
yaitu: 
4.10.1. Penyusutan pertama kali 

Merupakan proses penyusutan yang dilakukan 
pertama kali atas objek penyusutan yang 
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diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2013. Nilai 
buku yang digunakan adalah nilai buku per 31 
Desember 2012. 

4.10.2. Penyusutan pada saat terjadinya transaksi BMN 
Merupakan proses penyusutan yang dilakukan 
pada saat terjadinya transaksi BMN. Transaksi 
dimaksud merupakan transaksi BMN yang 
mempengaruhi/mengkoreksi ekuitas. 

4.10.3. Penyusutan yang dilakukan secara periodik 
Merupakan proses penyusutan yang dilakukan 
secara periodik setiap semester dan dilakukan 
atas seluruh objek penyusutan. 

S. Ketentuan mengenai Penghapusan BMN adalah sebagai berikut : 
S.1. Penghapusan, merupakan transaksi untuk menghapus BMN 

dari pembukuan berdasarkan suatu surat keputusan 
pengahapusan oleh instansi yang berwenang; 

S.2. Penghapusan BMN dibuat sesuai aset yang dihapuskan per 
akun seperti : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 
bangunan, jalan dan jembatan, irigasi, jaringan, dan aset 
tetap lainnya; 

S.3. Transfer Keluar, merupakan penyerahan BMN dari hasil 
transfer keluar dari unit lain dalam lingkup Pemerintah 
Pusat tanpa menerima sejumlah sumber daya ekonomi; 

S.4. Hibah (keluar), merupakan penyerahan BMN karena 
pelaksanaan hibah, atau yang sejenis ke luar Pemerintah 
Pusat tanpa menerima sejumlah sumber daya ekonomi; 

S.S. Reklasifikasi Keluar, merupakan transaksi BMN ke dalam 
klasifikasi BMN yang lain. Transaksi ini berkaitan dengan 
transaksi Reklasifikasi Masuk; 

S.6. Koreksi Pencatatan, merupakan transaksi untuk mengubah 
catatan BMN yang telah dilaporkan sebelumnya. 

6. Ketentuan mengenai Dokumen Kepemilikan Tanah adalah sebagai 
berikut. 
6.1. Dokumen kepemilikan tanah yang dinyatakan sah adalah: 

6.1.1. Sertifikat Hak Milik; 
6.1.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan; 
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6.1.3. Sertifikat Hak Pakai; 
6.1.4. Sertifikat Hak Guna Usaha; 
6.1.5. Sertifikat Hak Pengelolaan. 

6.2. Dalam hal sertifikat tidak tersedia, dokumen tersebut 
dibawah 1rn dapat digunakan sebagai dokumen 
kepemilikan: 
6.2.1. Akta Jual Beli (AJB); 
6.2.2. Surat Girik (SPT-PBB); 
6.2.3. Tanah Adat; 
6.2.4. Surat Tidak Sengketa. 

6.3. Pencatatan data kepemilikan tanah dilakukan berdasarkan 
dokumen kepemilikan tanah dalam bentuk SHM, SHGB, 
SHP, SHGU, HPL dengan format penomoran sebagai 
berikut: No. xxx/Kelurahan/Kecamatan/Kotamadya atau 
Kabupaten/ Provinsi/Atas Nama. 
Contoh: SHM No. 100/Kramat Pela/Kebayoran Baru/Jakarta 
Selatan/DKI Jakarta/H. Sudirman. 

7. Ketentuan mengenai Akuntansi dan Pelaporan Persediaan adalah 
sebagai berikut. 
7.1. Kebijakan Akuntansi 

Kebijakan akuntansi persediaan sebagaimana dinyatakan 
dalam PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan, 
mencakup pengertian, pengakuan, pengukuran, dan 
pengungkapan pos persediaan dalam Laporan Keuangan. 
7 .1.1. Pengertian Persediaan 

Secara umum Persediaan merupakan aset yang 
berwujud yang meliputi: 
a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang 

digunakan dalam rangka kegiatan 
operasional pemerintah; 

b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang 
digunakan dalam proses produksi; 

c. Barang dalam proses produksi yang 
dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan 
kepada masyarakat; 
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d. Barang yang disimpan untuk dijual atau 
diserahkan kepada masyarakat dalam rangka 
kegiatan pemerintahan; 

e. Persediaan juga mencakup barang atau 
perlengkapan yang dibeli dan disimpan 
untuk digunakan, misalnya barang habis 
pakai seperti alat tulis kantor, barang tak 
habis pakai seperti komponen peralatan dan 
pipa, dan barang bekas pakai seperti 
komponen bekas; 

f. Persediaan dapat meliputi: 
•!• Barang konsumsi; 
•!• Amunisi; 
•!• Bahan untuk pemeliharaan; 
•!• Suku cadang; 
Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga­
jaga. Persediaan untuk tujuan strategis 
seperti cadangan energi (misalnya minyak) 
atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti 
cadangan pangan (misalnya beras), barang­
barang dimaksud diakui sebagai persediaan. 
Hewan dan tanaman untuk dijual atau 
diserahkan kepada masyarakat antara lain 
berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan 
bibit tanaman. 
•!• Pita cukai dan leges; 
•!• Bahan baku; 
•!• Barang dalam proses/setengah jadi; 
•!• Tanah/bangunan untuk dijual atau 

diserahkan kepada masyarakat; 
•!• Hewan dan tanaman, untuk dijual atau 

diserahkan kepada masyarakat. 
7.1.2. Pengakuan Persediaan 

a. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat 
ekonomi masa depan diperoleh pemerintah 
dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat 
diukur dengan andal; 

56 I S istem Informasi Manajemen Keuangan Kemendikbud 



Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SAi, Tahun 2013 
Bab III Ketentuan Umum dan Pengendalian Internal 

b. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak 
kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya 
berpindah; 

c. Pada akhir periode akuntansi, persediaan 
dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik; 

d. Persediaan bahan baku dan perlengkapan 
yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan 
ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam 
pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai 
persediaan. 

7.1.3. Pengukuran Persediaan 
Persediaan disajikan sebesar: 
a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan 

pembelian: 
Biaya perolehan persediaan meliputi harga 
pembelian, biaya pengangkutan, biaya 
penanganan dan biaya lainnya yang secara 
langsung dapat dibebankan pada perolehan 
persediaan. Potongan harga, rabat, dan 
lainnya yang serupa mengurangi biaya 
perolehan. Nilai pembelian yang digunakan 
adalah biaya perolehan persediaan yang 
terakhir diperoleh. Barang persediaan yang 
memiliki nilai nominal yang dimaksudkan 
untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan 
biaya perolehan terakhir; 

b. Biaya standar apabila diperoleh dengan 
memproduksi sendiri. Biaya standar 
persediaan meliputi biaya langsung yang 
terkait dengan persediaan yang diproduksi dan 
biaya overhead tetap dan variabel yang 
dialokasikan secara sistematis, yang terjadi 
dalam proses konversi bahan menjadi 
persediaan; 

c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara 
lainnya seperti donasi/rampasan. Harga/nilai 
wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau 
penyelesaian kewajiban antar pihak yang 
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memahami dan berkeinginan melakukan 
transaksi wajar. Persediaan hewan dan 
tanaman yang dikembangbiakkan serta 
persediaan yang diperoleh dengan cara lainnya 
seperti donasijrampasan dinilai dengan 
menggunakan nilai wajar. 

7.1.4. Pengungkapan Persediaan 
Persediaan disajikan di neraca sebesar nilai 
moneternya dan diungkapkan dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan (CaLK), berupa : 
a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam 

pengukuran persediaan; 
b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti 

barang atau perlengkapan yang digunakan 
dalam pelayanan masyarakat, barang atau 
perlengkapan yang digunakan dalam proses 
produksi, barang yang disimpan untuk dijual 
atau diserahkan kepada masyarakat, dan 
barang yang masih dalam proses produksi 
yang dimaksudkan untuk dijual atau 
diserahkan kepada masyarakat; 

c. Kondisi persediaan 
Persediaan dengan kondisi rusak atau usang 
tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi 
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan; 

d. Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan 
dengan persediaan, misalnya persediaan yang 
diperoleh melalui hibah atau rampasan. 
Sedangkan untuk persediaan bahan baku dan 
perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola 
dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk 
kontruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan 
sebagai persediaan. 

7.2. Penatausahaan Persediaan pada Tingkat UAKPB dilakukan 
sebagai berikut: 
7.2.1. Persediaan dicatat dalam Buku Persediaan (dalam 

bentuk kartu) untuk setiap jenis barang; 
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7.2.2. Berdasarkan saldo per jenis persediaan pada Buku 
Persediaan disusun Laporan Persediaan; 

7.2.3. Laporan Persediaan disusun menurut Sub 
Kelompok Barang dan dilaporkan setiap 
semester; 

7.2.4. Laporan Persediaan dibuat didasarkan pada saldo 
pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil 
opname fisik; 

7.2.5. UAKPB membuat mapping data persediaan 
berdasarkan Laporan Persediaan dan harga 
pembelian terakhir yang diperoleh dari UAKPA; 

7.2.6. Penyajian perkiraan persediaan dalam Neraca 
didasarkan pada hasil proses mapping klasifikasi 
BMN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor: 97 /PMK.06/2007 tentang 
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 
Negara; 

7.2.7. Laporan Persediaan dari UAKPB dikirimkan ke 
UAPPB-W. 

7.3. Penatausahaan Persediaan pada Tingkat UAPPB-W/El dan 
UAPB dilakukan sebagai berikut : 
7.3.1. Laporan Persediaan pada tingkat UAPPB-W sampai 

dengan UAPB dibuat berdasarkan penggabungan 
Laporan Persediaan organisasi BMN di bawahnya 
dan disajikan dalam Bidang Barang; 

7.3.2. Sebagai pengganti Buku Persediaan pada tingkat 
UAPPB-W/UAPPB-El/UAPB adalah arsip Laporan 
Persediaan dari seluruh organisasi BMN di 
bawahnya. 

7.4. Penetapan Saldo Awai Persediaan 
Untuk Satker yang belum pernah melaporkan persediaan 
dalam Laporan Keuangan tahun-tahun sebelumnya, harus 
melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 
7.4.1. Melakukan inventarisasi fisik persediaan dengan 

langkah sebagai berikut: 
a. Pembentukan Tim Inventarisasi oleh Biro 

Umum atau Itjen; 
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b. Melakukan perhitungan fisik persediaan per 
jenis barang; 

c. Menentukan kondisi fisik persediaan (baik, 
rusak dan usang); 

d. Menuangkan hasil inventarisasi fisik kedalam 
Serita Acara Stock Opname, 

e. Menyampaikan hasil inventarisasi fisik 
persediaan ke UAPKPB/UAKPB untuk 
disetujui sebagai dasar penyesuaian/koreksi 
buku persediaan dan kartu persediaan; 

7.4.2. Melakukan pencatatan hasil inventarisasi fisik ke 
dalam kartu persediaan; 

7.4.3. Menetapkan nilai persediaan dengan ketentuan 
apabila diperoleh: 
a. Dari pembelian, menggunakan biaya 

perolehan; 
b. Dari produksi sendiri, menggunakan biaya 

standar; 
c. Dengan cara lainnya (misalnya bila tidak 

diketahui lagi dokumen sumbernya), 
menggunakan nilai wajar yang ditetapkan 
oleh Tim Inventarisasi dan disetujui oleh 
Pimpinan Satker; 

d. Dokumentasi penetapan nilai wajar harus 
diadministrasikan dengan baik. 

7.4.4. Melakukan input ke dalam sistem aplikasi 
persediaan. 

7.5. Inventarisasi Fisik Persediaan 
7.5.1. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat 

berdasarkan hasil inventarisasi fisik; 
7.5.2. Inventarisasi fisik persediaan dilakukan secara 

periodik, minimal 2 kali dalam setahun (sesuai 
dengan periode pelaporan BMN, yaitu semester I 
dan akhir tahun) dengan melakukan 
penghitungan fisik barang persediaan pada akhir 
periode; 

7.5.3. Pelaksanaan inventarisasi fisik persediaan dapat 
dilakukan setelah tanggal laporan, dengan 
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memperhitungkan (menghitung mundur) mutasi 
barang persediaan setelah tanggal pelaporan 
berdasarkan kartu/catatan persediaan, untuk 
mendapatkan saldo persediaan per tanggal 
pelaporan. 

7.6. Tahapan inventarisasi fisik persediaan secara umum adalah 
sebagai berikut: 
7.6.1. Pembentukan Tim Inventarisasi; 
7.6.2. Melakukan perhitungan fisik persediaan per jenis 

barang; 
7.6.3. Menentukan kondisi fisik persediaan (baik, rusak 

dan usang); 
7.6.4. Menuangkan hasil inventarisasi fisik kedalam Serita 

Acara Stock Opname, 
7.6.5. Menyampaikan hasil inventarisasi fisik persediaan 

ke UAPKPS/UAKPS untuk disetujui sebagai dasar 
penyesuaian/koreksi buku persediaan dan kartu 
persediaan; 

7.6.6. Hasil inventarisasi fisik barang persediaan 
dituangkan dalam Serita Acara Stock Opname 
(Inventarisasi Fisik Persediaan) yang 
ditandatangani oleh seluruh Tim Inventarisasi 
sesuai penugasan Kepala Satker; 

7.6.7. Untuk Satker yang memiliki kuantitas persediaan 
yang besar (signifikan), perhitungan fisik 
persediaan sebaiknya dilakukan dengan observasi 
personil Inspektorat Jenderal Kemendikbud, yang 
dituangkan dalam Serita Acara Stock Opname 
(Inventarisasi Fisik Persediaan). 

8. Ketentuan Rekonsiliasi untuk SIMAK-SMN 
8.1. Rekonsiliasi Eksternal untuk SIMAK-SMN adalah rekonsiliasi 

laporan SMN antara jenjang unit akuntansi dengan institusi 
terkait dari Kementerian Keuangan per akhir periode 
pelaporan (semester/tahunan), yaitu 
8.1.1. Antara UAKPS dengan KPKNL; 
8.1.2. Antara UAPPS-W dengan Kanwil DJKN; 
8.1.3. Antara UAPPS-El dengan DJKN; 
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8.1.4. Antara UAPB dengan DJKN. 
8.2. Rekonsiliasi Internal antara SIMAK-BMN dengan SAK, 

dilakukan dengan ketentuan: 
8.2.1. Pada setiap jenjang unit akuntansi; 
8.2.2. Apabila tidak ada transaksi BMN maka unit 

akuntansi barang tetap harus menyampaikan 
laporan BMN untuk rekonsiliasi dengan berkas 
pendukung berupa Jurnal, Daftar SPM/SP2D dan 
Posisi BMN pada Neraca. 

8.3. Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada butir 8.1. 
dan 8.2. dituangkan dalam Serita Acara Rekonsiliasi (BAR) 
dengan format yang telah ditetapkan. 

8.4. BAR yang telah ditandatangani oleh petugas yang 
berwenang selanjutnya diadministrasikan dengan baik 
untuk lampiran pendukung pada Laporan Keuangan secara 
berjenjang. 

9. Ketentuan Penamaan ADKfile kirim dan berkas pendukung SIMAK­
BMN 
Penamaan ADK yang secara otomatis dihasilkan oleh aplikasi 
SIMAK-BMN Kementerian Keuangan dan Petugas SIMAK-BMN 
wajib mengetahui hal penamaan ADK untuk pengiriman ADK 
secara berjenjang. 
9.1. Tingkat UAKPB 

9.1.1. ADK File Kirim Pengiriman Berjenjang 
Ketentuan penamaan ADK file kirim yang 
dihasilkan dari aplikasi SIMAK-BMN untuk UAKPB 
ke tingkat UAPPB-W/UAPPB-El, yang dikirimkan 
melalui SIMKeu Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan adalah 
SMTn023eewwwwssssssOOOJK.yydimana: 
a. SMTn =Semester 1 atau 2; 
b. 023 = Kode Bagian Anggaran (023 = 

BA Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan); 

c. ee = Kode Eselon 1; 
d. wwww = Kode Wilayah; 
e. ssssss = Kode Satker; 
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f. 000 
g. JK 

h. yy 

= Kade UAPKPB; 
= Jenis Kewenangan, sesuai 

dengan jenisnya 
KPuntukKantor Pusat, 

yaitu 
KD 
DK 
TP 

untuk Kantor Daerah, 
untuk Dekonsentrasi, dan 
untuk Tugas Pembantuan; 

= Dua angka terakhir tahun 
anggaran; 

Contoh nama berkas adalah sebagai berikut: 
•:• ADK file kirim Semester 1 TA 2013 Satker 

Biro Keuangan dengan kode Satker 690285 
yaitu SMT102301019969028SOOOKP.13 

9.1.2. ADK File Kirim Rekonsiliasi Internal 
Ketentuan penamaan ADK file kirim yang 
dihasilkan dari aplikasi SIMAK-BMN untuk UAKPB 
dan dikirimkan ke UAKPA melalui SIMKeu 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk 
penyesuaian neraca aset dan rekonsiliasi, 
menghasilkan 2 (dua) file yaitu : 
•:• BMN023eewwwwssssssJKmm.yyA untuk 

merekonsiliasi nilai aset tetap antara Neraca 
SAK dan SIMAK - BMN; 

•:• SPM023eewwwwssssssJKmm.yyAuntuk 
merekonsiliasi nilai SPM yang menghasilkan 
aset tetap; dimana: 

a. 023 = Kade Bagian Anggaran 

b. 
c. 
d. 
e. 

ee = 
wwww = 
555555 = 
JK = 

Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan; 
Kade Eselon 1; 
Kade Wilayah; 
Kade Satker; 
Jenis Kewenangan, sesuai 
dengan jenisnya yaitu KP 
untukKantor Pusat, KD untuk 
Kantor Daerah, DK untuk 
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Dekonsentrasi, dan TP untuk 
Tugas Pembantuan; 

f. mm = Periode bulan pelaporan 
g. .yyA = 2 angka terakhir Tahun Anggaran 

dan huruf A 

Contoh nama berkas adalah sebagai berikut: 
•:• ADK file kirim untuk Rekonsiliasi Internal 

pada Satker LPMP Riau Semester 1 bulan 
Januari TA 2013 Satker LPMP Riau dengan 
kode Satker 414757 adalah 
BMN023140900414757KD01.13A dan 
SPM023140900414757KD01.13A 

9.2. Tingkat UAPPB-W 
9.2.1. ADK File Kirim Pengiriman Berjenjang 

Ketentuan penamaan ADK file kirim yang 
dihasilkan dari aplikasi SIMAK-BMN untuk UAPPB­
W ke tingkat UAPPB-El, yang dikirimkan melalui 
SIMKeu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
adalah SMTn023eewwwwJK.yy dimana: 
a. SMTn = Semester 1 atau 2 
b. 023 = Kade Bagian Anggaran BA 

c. ee 
d. wwww 
e. JK 

f.yy = 

Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan; 

= Kade eselon; 
= Kade Wilayah 
= Jenis Kewenangan, sesuai 

dengan jenisnya yaitu KP 
untuk Kantor Pusat, KD untuk 
Kantor Daerah, DK untuk 
Dekonsentrasi, dan TP untuk 
Tugas Pembantuan; 

Dua angka terakhir tahun 
anggaran. 
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Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan; 

10.2. Tingkat UAPPB-W 
10.2.1. UAPPB-W menyampaikan hasil cetak laporan BMN 

kepada UAPPA-W per bulan, per semester, dan 
per tahun sebagai bahan Rekonsiliasi Internal; 

10.2.2. UAPPB-W melakukan rekonsiliasi data BMN 
dengan Kanwil DJKN setiap semester dan 
tahunan; 

10.2.3. UAPPB-W menyampaikan ADK file kirim transaksi 
BMN ke UAPPB-El untuk digabungkan di tingkat 
Eselon 1 setiap bulan pada hari Rabu minggu IV 
(keempat). Apabila hari Rabu bertepatan dengan 
hari libur, laporan tersebut dikirimkan pada hari 
kerja sebelumnya; 

10.2.4. UAPPB-W menyampaikan ADK dan hasil cetak 
laporan BMN ke UAPPB-El setiap semester dan 
tahunan untuk digabungkan di tingkat Eselon 1 
sebagai bahan laporan BMN semesteran dan 
tahunan; 

10.2.5. Tenggat waktu penyampaian laporan semesteran 
dan tahunan mengikuti peraturan yang 
dikeluarkan Kementerian Keuangan dan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

10.2.6. Penyampaian hasil cetak laporan BMN 
sebagaimana dimaksud pada angka 10.2.1 
dilengkapi dengan CRBMN, dilakukan melalui pas 
atau jasa kurir. 

10.3. Tingkat UAPPB-El 
10.3.1. UAPPB-El menyampaikan hasil cetak laporan 

BMN kepada UAPPA-El per bulan, per semester 
dan pada akhir tahun sebagai bahan Rekonsiliasi 
Internal dengan UAPPA-El; 

10.3.2. UAPPB-El melakukan rekonsiliasi data BMN 
dengan DJKN setiap semester dan tahunan; 

10.3.3. UAPPB-El mengirimkan ADK file kirim laporan 
BMN ke UAPB untuk digabungkan di tingkat 
kementerian setiap bulan pada hari Jumat minggu 
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IV (keempat). Apabila hari Jumat bertepatan 
dengan hari libur, laporan tersebut dikirimkan 
pada hari kerja sebelumnya; 

10.3.4. UAPPB-El menyampaikan ADK dan laporan BMN 
ke UAPB setiap semester dan tahunan sebagai 
bahan laporan BMN semesteran dan tahunan; 

10.3.5. Tenggat waktu penyampaian Laporan mengikuti 
peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian 
Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan; 

10.3.6. Penyampaian/pengiriman laporan BMN 
sebagaimana dimaksud pada angka 10.3.1. 
dilengkapi dengan CRBMN. 

10.4. Tingkat UAPB 
10.4.1. UAPB menyampaikan laporan BMN kepada UAPA 

minimal setiap semester dan tahunan sebagai 
bahan rekonsiliasi dengan Laporan Keuangan 
UAPA; 

10.4.2. UAPB menyampaikan laporan BMN Kemendikbud 
ke DJKN sebagai bahan rekonsiliasi setiap 
semester dan tahunan; 

10.4.3. Tenggat waktu penyampaian Laporan mengacu 
pada peraturan yang dikeluarkan Kementerian 
Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

10.4.4. Penyampaian hasil cetak laporan BMN 
sebagaimana dimaksud pada angka 10.4.1 
dilengkapi dengan CRBMN, dilakukan melalui pas 
atau jasa kurir. 

D. Aspek Pengendalian Internal 
Pengendalian Internal memegang peranan penting dalam pengelolaan 
anggaran agar efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu agar 
pengelolaan kekayaan negara dapat diselamatkan dari penggunaan 
yang tidak semestinya, dan informasi tentang jumlah penggunaan 
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uang tersebut bisa dilaporkan secara transparan serta akurat dengan 
memenuhi standar akuntabilitas. 

Aspek yang harus diperhatikan untuk mencapai standar akuntabilitas 
adalah: 
1. Penyusunan Laporan Keuangan harus berpedoman pada prinsip di 

bawah ini: 
1.1. Ketaatan, yaitu pelaporan keuangan dilakukan sesuai 

peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang 
berlaku umum, apabila prinsip akuntansi bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti 
adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

1.2. Konsistensi, yaitu pelaporan keuangan dilaksanakan secara 
berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

1.3. Kemampubandingan, yaitu pelaporan keuangan 
menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan 
laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi; 

1.4. Materialitas, yaitu pelaporan keuangan dilaksanakan dengan 
tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang 
memengaruhi keputusan dapat diungkapkan; 

1.5. Obyektif, yaitu pelaporan keuangan dibuat sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya; 

1.6. Kelengkapan, yaitu pelaporan keuangan mencakup seluruh 
transaksi dan peristiwa akuntansi yang terjadi; 

1.7. Dapat dipahami, yaitu laporan keuangan yang dihasilkan 
dapat dibaca dan dimengerti oleh pihak yang berwenang dan 
berkompeten. 

2. Pemisahan tugas yang jelas antara Petugas Administrasi, Operator, 
Verifikator, dan Validator; 

3. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan atau 
perekaman transaksi adalah dokumen yang sah, mempunyai 
elemen data yang lengkap dan benar setelah melalui tahapan 
verifikasi; 

4. Pelaporan Keuangan dilakukan secara berkala dan berjenjang 
dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan; 

5. Rekonsiliasi Internal antara SAK dan SIMAK-BMN dilakukan secara 
berkala untuk memastikan bahwa nilai aset pada neraca yang 
dihasilkan SAK sesuai dengan nilai BMN yang dihasilkan SIMAK-

Sistem lnformasi Manajemen Keuangan Kemendikbud I 69 



Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SAi, Versi 3/2009 
Bab III Ketentuan Umum dan Pengendalian Internal 

BMN untuk meningkatkan akurasi laporan keuangan pada unit 
akuntansi yang bersangkutan; 

6. Rekonsiliasi realisasi anggaran dengan Bendahara Umum Negara 
c.q. KPPN, Kanwil DJPb, DAPK dilakukan secara berkala sesuai 
ketentuan yang berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan 
akurasi laporan keuangan terutama anggaran dan realisasi 
pendapatan dan belanja; 

7. Pengamanan data dan informasi SIMKeu baik secara fisik maupun 
elektronis; 

8. Pengelolaan sistem pelaporan keuangan termasuk SIMKeu secara 
efektif dan efisien. 

9. Pimpinan Satker mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian 
pengelolaan anggaran; 

10. Pimpinan Satker mengoptimalkan penatausahaan dan pengamanan 
Aset; 

11. Memastikan Laporan Keuangan selesai tepat waktu; 
12. Lap keuangan telah didukung oleh Proses Akuntansi yang lazim 

baik manual maupun melalui aplikasi 
13. Memastikan seluruh dokumen sumber telah diinput dalam sistem 

dan diadministrasikan secara rapi; 
14. Menjaga tidak timbul masalah baru; 
15. Memastikan saldo awal TA.X=saldo akhir TA.X-1 (audited BPK); 
16. Memastikan Pagu yang ada dalam aplikasi SAKPA, telah sama 

dengan dokumen sumbernya (DIPA/POK); 
17. Memastikan telah melakukan Rekonsiliasi secara tertib baik internal 

maupun eksternal; 
18. Memastikan bahwa semua rincian anggaran dalam DIPA/POK telah 

sesuai dengan BAS; 
19. Melakukan stock opname fisik persediaan setiap akhir semester 

sebagai dasar penyajian persediaan di neraca; 
20. Memastikan bahwa semua rekening yang dikelola telah mendapat 

ijin dari Kemkeu; 
21. Memastikan bahwa seluruh hasil temuan pemeriksaan BPK-RI telah 

ditindaklanjuti; 
22. Memastikan bahwa hibah yg diterima telah dikelola sesuai dengan 

mekanisme APBN; 
23. Memastikan semua pengeluaran anggaran didukung oleh bukti 

yang sah dan lengkap; 
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24. Pengungkapan yang memadai dalam CaLK; 
25. Membangun komitmen dari seluruh jajaran di lingkungan 

Kemdikbud mulai dari staf sampai dengan pimpinan; 
26. Penerapan SPIP secara bertahap dan berkesinambungan sesuai PP 

No.60 Tahun 2008; 
27. Pelaksanaan anggaran secara akuntabel dan bertanggungjawab 

serta didukung dengan standar dan sistem akuntansi yang berlaku; 
28. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola keuangan; 
29. Audit reguler oleh ltjen yang fokus pada Laporan Keuangan; 
30. Pendampingan penyusunan laporan keuangan baik di pusat 

maupun di daerah oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal 
dan unit utama terkait; 

31. Riviu Laporan Keuangan oleh Inspektorat Jenderal; 
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BAB IV 
PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SAK 

A. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan pada Tingkat 

UAKPA 

Prosedur penyusunan laporan keuangan/SAK pada tingkat UAKPA 
dilaksanakan mulai dari penerimaan dan pencatatan, verifikasi 
dokumen sumber, perekaman dalam aplikasi SAKPA, verifikasi RTH, 
Rekonsiliasi Internal dan Eksternal, pengiriman laporan keuangan. 
1. Prosedur Penerimaan dan Pencatatan Dokumen Sumber 

Laporan Keuangan 
Penerimaan dan pencatatan dokumen sumber laporan keuangan 
dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 
1.1. Petugas Administrasi menerima dan mencatat dokumen 

sumber: 
1.1.1. DIPA/DIPA Revisi/DIPA Luncuran, POK (RKA­

KL/Form 4.2. (uraian anggaran pendapatan per 
akun pendapatan) dan Form 1.5 (pagu rincian 
belanja)/Revisi POK yang diterima dari Bagian 
Keuangan, serta SKPA; 

1.1.2. SPM, SP2D (UP, TUP, GUP, Nihil, LS), SP3B, SP2B, 
SP3 atau dokumen pengeluaran lain yang 
dipersamakan yang diterima dari Bendahara 
Pengeluaran; 

1.1.3. Realisasi Hibah Langsung dari dalam negeri 
maupun luar negeri berupa uang yaitu SPHL dan 
SP2HL yang diterima dari PPK/Unit Pengelola 
Hibah; 

1.1.4. Realisasi Hibah Langsung dari dalam negeri 
maupun luar negeri berupa barang yaitu SP3HL -
BJS dan MPHL - BJS yang diterima dari PPK/Unit 
Pengelola Hibah; 

1.1.5. SSP (Surat Setoran Pajak)/ STS (Surat Tanda 
Setoran) 
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1.1.6. SSBP (Realisasi PNBP, Penyetoran UP/TUP yang 
disetor setelah tahun anggaran berjalan) yang 
diterima dari Bendahara Penerimaan/Pengeluaran; 

1.1.7. Pengembalian Belanja yang disetor dalam tahun 
anggaran berjalan berupa SSPB yang diterima dari 
Bendahara Pengeluaran; 

1.1.8. Kas di Bendahara Penerimaan berupa Laporan 
Keadaan Kas (LKK) (dilampiri Rekap PNBP yang 
belum disetor ke kas negara) dan Serita Acara 
Cash Opname yang diterima dari Bendahara 
Penerimaan; 

1.1. 9. Kas di Benda hara Pengeluaran berupa Serita 
Acara Cash Opname pada Bendahara Pengeluaran 
per tanggal neraca yang diterima dari Bendahara 
Pengeluaran; 

1.1.10. ADK BMN (Persediaan, Aset Tetap, Aset Tetap 
Lainnya, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga) 
yang diterima dari petugas SIMAK-BMN melalui 
Mekanisme Penerimaan ADK BMN, Jurnal 
Transaksi BMN, dan Register Pengiriman BMN. 

1.2. Petugas administrasi menyerahkan dokumen sumber 
kepada Verifikator untuk diverifikasi. 

2. Prosedur Verifikasi 
2.1. Verifikator melakukan verifikasi terhadap dokumen sumber 

meliputi: 
2.1.1. DIPA/DIPA Revisi: 

a. DIPA telah disahkan oleh BUN cq. DJPb untuk 
instansi pusat dan Kepala Kanwil DJPb untuk 
instansi vertikal; 

b. POK/RKA-KL/Form 4.2 untuk pencatatan 
estimasi pendapatan telah ditandatangani 
oleh KPA (Kepala Kantor/Satker); 

c. POK/RKA-KL/Form 1.5 untuk pagu rincian 
belanja telah ditandatangani oleh KPA (Kepala 
Kantor /Satker); 
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d. Kelengkapan elemen data SP DIPA: Tahun 
Anggaran, Tanggal dan No. SP DIPA, Kode 
BA, Eselon I, Wilayah dan Satker, Fungsi, Sub 
Fungsi, Program, Kegiatan, Sumber Dana dan 
Jumlah nominal; 

e. Kelengkapan elemen data DIPA/POK/RKA-KL: 
Tahun Anggaran, Kode BA, Eselon I, Wilayah 
dan Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, 
Hasil (outcomeJ Kegiatan, Keluaran (output), 
Sumber Dana, Cara Penarikan, Klasifikasi 
Belanja, Kode KPPN, Rencana Penarikan 
Dana/ Perkiraan Penerimaan, dan nominal per 
Akun. 

2.1.2. Realisasi Belanja: 
a. Keabsahan dokumen sumber: SPM/SP3B telah 

dicap ''Telah diterbitkan SP2D tanggal .. 
nomor ... "; 

b. Kelengkapan elemen data SP2D/SP2B 
Tanggal; Nomor; Tahun Anggaran; Jenis 
Belanja dan Akun; Jumlah Nominal; 

c. Kelengkapan elemen data SPM : Tanggal & 
Nomor SPM; Kade KPPN; Jenis SPM; Cara 
Bayar; Tahun Anggaran; Kade Satker; Jenis 
Kewenangan; Nama Satker; Kode Fungsi; 
Kade Sub Fungsi; Kade BA; Kade Eselon I; 
Kade Program; Kade Kegiatan; Kade Output; 
Kode Lokasi; Jenis Pembayaran; Sifat 
Pembayaran; Sumber Dana; Cara Penarikan; 
Jenis Belanja dan Akun; Jumlah Pengeluaran 
Akun. 

2.1.3. PNBP : 
a. SSBP telah disahkan (ditandatangani dan 

dicap) oleh Bank Persepsi/Kantor Pos & Giro 
dan telah mendapat nomor NTPN (Nomor 
Transaksi Penerimaan Negara) dan NTB 
(Nomor Transaksi Bank); 

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Kemendikbud I 75 



Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SAi, Versi 3/2009 
Bab IV Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan/SAK 

b. Kesesuaian data SSBP meliputi: Kade KPPN 
sesuai dengan Kade KPPN pada DIPA; 
Tanggal dan nomor SSBP; 
Kementerian/Lembaga; Unit Organisasi Eselon 
I; Kegiatan, Satuan Kerja; Lokasi; Nama dan 
Alamat wajib setor; MAP dan Uraian 
Penerimaan, Jumlah Setoran, Surat Penagihan 
(SPN) atau Surat Pemindahan Piutang Negara 
(SP2N) Akun Penerimaan dan Uraian 
Penerimaan (sesuai Bagan Akun Standar); 
NTB dan/atau NTPN; Jumlah setoran; 

c. Kesesuaian data SSPB meliputi: Kade KPPN 
sesuai dengan Kade KPPN pada DIPA; 
Tanggal dan nomor SSPB; NPWP Bendahara; 
Kementerian/Lembaga, Unit Organisasi 
Eselonl, Satuan Kerja, 
Fungsi/SubFungsi/Program, Kegiatan/Sub 
Kegiatan, Lokasi, MAP dan Uraian 
Penerimaan, Jumlah Setoran; 

d. Pengembalian belanja tahun lalu diakui 
sebagai PNBP dan disetorkan melalui SSBP 
dengan menyebutkan kode Satker. 

2.1.4. Penyetoran UP : 
a. SSBP dan SSPB telah disahkan 

( ditandatangani dan dicap) oleh Bank 
Persepsi/Kantor Pas & Giro dan telah 
mendapat nomor NTPN (Nomor Transaksi 
Penerimaan Negara) dan NTB (Nomor 
Transaksi Bank); 

b. Pengembalian UP/TUP tahun anggaran lalu 
disetorkan melalui SSBP dengan kode akun 
815114 (Penerimaan Pengembalian Uang 
Persediaan TAYL) dengan menyebutkan kode 
Satker dan mengurangi akun Kas di 
Bendahara Pengeluaran; 

c. Pengembalian UP/TUP tahun anggaran 
berjalan disetorkan melalui SSBP dengan kode 
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akun 815111 (Penerimaan Pengembalian 
Uang Persediaan Dana Rupiah) atau dengan 
kode akun 815112 (Penerimaan Pengembalian 
Uang Persediaan Dana Pinjaman/Hibah Luar 
Negeri) dengan menyebutkan kode Satker dan 
mengurangi akun Kas di Bendahara 
Pengeluaran. 

2.1.5. Kas di Bendahara Penerimaan: 
a. LKK telah ditandatangani oleh bendahara 

penerimaan dan KPA; 
b. Berita Acara Cash Opname telah 

ditandatangani oleh bendahara penerimaan, 
KPA, dan petugas pemeriksa kas/inventarisasi; 

c. Kelengkapan elemen data LKK berupa Kade 
Akun; jumlah nominal (dalam rupiah); 

d. Kelengkapan elemen data Berita Acara Cash 
Opname berupa jumlah nominal (dalam 
rupiah) . 

2.1.6. Kas di Bendahara Pengeluaran : Berita Acara Cash 
Opname telah ditandatangani oleh Bendahara 
Pengeluaran dan Pejabat KPA. 

2.1.7. Persediaan, Aset Tetap, Aset Tetap Lainnya, dan 
Kemitraan dengan Pihak Ketiga melalui 
Mekanisme Penerimaan Data Elektronik BMN: 
a. ADK dapat dibaca dan tidak rusak; 
b. Kelengkapan Register Pengiriman BMN 

meliputi: Kade Kementerian Negara/Lembaga; 
Kade Unit Organisasi Eselon 1; Jenis Satuan 
Kerja; Kade UAKPB=Kode UAKPA (Satker 
yang bersangkutan); Periode 
pengiriman=tahun anggaran bersangkutan; 
Nama file data BMN; Jumlah record 
peng1nman; Tanda tangan petugas 
pengiriman (validasi oleh penanggung jawab 
SIMAK-BMN); 

c. Kelengkapan Jurnal Transaksi BMN meliputi: 
Kade UAKPB=Kode UAKPA (Satker yang 
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bersangkutan); Periode penginman (bulan 
dan tahun)=tahun anggaran bersangkutan; 
Kode dan nama Akun; Jumlah debet dan 
kredit masing-masing kode Akun; 

d. Membandingkan nama file pada ADK dengan 
Register Pengiriman BMN. 

2.1.8. Pengembalian Belanja: 
a. SSPB telah dibubuhi tanda tangan dan cap 

oleh Bank Persepsi/Kantor Pos & Giro dan 
telah mendapat nomor NTPN (Nomor 
Transaksi Penerimaan Negara) dan NTB 
(Nomor Transaksi Bank); 

b. Kelengkapan elemen data Laporan BMN 
meliputi: Kode KPPN sesuai dengan Kode 
KPPN pada DIPA; Tanggal dan nomor SSPB; 
Kementerian Negara/Lembaga; Unit 
Organisasi Eselon I; Fungsi, Sub Fungsi, 
Program; Kegiatan dan Sub Kegiatan; Satker; 
Lokasi; Jenis Satker; Nama dan Alamat wajib 
setor; Akun Pengembalian Belanja (sesuai 
Bagan Akun Standar); Jumlah rupiah 
pengembalian per Akun; Total jumlah rupiah 
setoran; 

c. Pengembalian belanja tahun anggaran lalu 
diakui sebagai PNBP dan disetorkan melalui 
SSBP dengan menyebutkan kode Satker; 

d. Pengembalian belanja tahun anggaran 
berjalan diakui sebagai pengembalian belanja 
dan disetorkan melalui SSPB dengan 
menyebutkan kode Satker dan mengurangi 
realisasi. 

2.1.9. Realisasi Hibah Langsung dari dalam negeri/luar 
negeri berupa uang: 
a. Keabsahan dokumen sumber: SP2HL telah 

dicap ''Telah diterbitkan SPHL tanggal .. 
nomor ... " dan SP2HL/SPHL telah disahkan 
oleh kepala KPPN VI/Khusus; 
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b. Kelengkapan elemen data pada SPHL: 
Tanggal, Nomor dan Jumlah Nominal ( dalam 
Rupiah); 

c. Kelengkapan elemen data SP2HL: Kode 
Satker; Tahun Anggaran; Tanggal & Nomor 
SPM; Cara Pembayaran; Kode KPPN; Cara 
Bayar; Jenis Satker; Klasifikasi Belanja; Jenis, 
Nomor & Tanggal Dokumen Anggaran; Kode 
Fungsi & Sub Fungsi Program; Kode Wilayah; 
Jenis Pembayaran; Sifat Pembayaran; Sumber 
Dana; Cara Penarikan; Kode Kegiatan, Sub 
Kegiatan dan Akun; Jumlah Pengeluaran 
Akun; Kode BA, Eselon I dan Akun; 

2.2. Apabila hasil verifikasi masih terdapat kekeliruan atau 
kurang lengkap, dokumen diserahkan kembali ke Petugas 
Administrasi untuk diperbaiki atau dilengkapi oleh yang 
bersangkutan; 

2.3. Apabila dokumen sumber sudah lengkap, Verifikator 
menyerahkan kepada Validator; 

2.4. Validator melakukan verifikasi dan memberikan otorisasi 
kepada Operator untuk merekam data transaksi ke dalam 
aplikasi SAKPA. 

3. Prosedur Perekaman Dokumen Sumber 
3.1. Operator melakukan perekaman dokumen sumber ke dalam 

Aplikasi SAKPA sesuai dengan jenis transaksi yaitu: 
3.1.1. Pengiriman Saldo Awai TA n-1 dan selanjutnya 

Pengambilan Saldo Awai pada pada Aplikasi 
SAKPA TA n sesuai dengan petunjuk penggunaan 
aplikasi SAKPA (sampai dengan saldo awal TA n-1 
audited); 

3.1.2. Perekaman pagu DIPA sesuai yang tercantum 
pada DIPA; 

3.1.3. Perekaman Estimasi Pendapatan (bila ada) sesuai 
dengan jenis transaksi yang tercantum pada 
DIPA; 
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3.1.4. Perekaman Realisasi Anggaran sesuai dengan 
jenis transaksi yang tercantum pada SPM/SP2D; 

3.1.5. Perekaman Realisasi Anggaran untuk BLU sesuai 
dengan jenis transaksi yang tertera pada Surat 
Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja 
(SP3B) dan Surat Pengesahan Pendapatan dan 
Belanja (SP2B); 

3.1.6. Perekaman Pendapatan sesuai dengan yang 
tertera pada SSBP; 

3.1.7. Perekaman Pengembalian Belanja; 
3.1.8. Perekaman dokumen sumber ke dalam Aplikasi 

SAKPA sebagaimana dimaksud butir 3.1. ini, 
sesuai buku petunjuk penggunaan Aplikasi SAKPA 
yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. 

3.2. Operator mencetak Register Transaksi Harian (RTH); 

3.3. Verifikator melakukan verifikasi terhadap RTH dengan 
ketentuan: 
3.3.1. Bila masih terdapat kekeliruan, maka dilakukan 

koreksi RTH dengan prosedur sebagai berikut: 
a. Verifikator mengoreksi RTH dengan 

menuliskan data yang benar pada data yang 
tercetak salah menggunakan tanda yang 
mudah dilihat (misalnya menggunakan pulpen 
berwarna); 

b. Verifikator menyampaikan catatan hasil 
koreksi dan RTH yang telah dikoreksi kepada 
Operator untuk dilakukan perekaman; 

c. Operator melakukan koreksi atas data yang 
ada dalam Aplikasi SAK; 

d. Operator mencetak RTH hasil koreksi untuk 
diverifikasi ulang oleh Verifikator; 

3.3.2. Bila sudah benar, Verifikator menyerahkan ke 
Validator untuk divalidasi. 

3.4. Validator melakukan verifikasi terhadap RTH dengan 
ketentuan: 
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3.4.1. Bila masih terdapat kekeliruan, dikembalikan 
kepada Verifikator untuk dilakukan koreksi RTH; 

3.4.2. Bila sudah benar, Validator melakukan validasi 
dengan menandatangani hasil cetak RTH 
(dilengkapi dengan nama jelas, jabatan, dan 
tanggal) dan diserahkan kembali ke Verifikator; 

3.5. Operator melakukan proses posting pada aplikasi SAKPA 
untuk menghasilkan buku besar; 

3.6. Selanjutnya petugas SAK bersama dengan SIMAK-BMN 
melakukan Rekonsiliasi Internal. 

4. Prosedur Rekonsiliasi Internal SAK dengan SIMAK-BMN 
Rekonsiliasi Internal antara SAK dengan SIMAK-BMN dilakukan 
setiap bulan, dengan prosedur sebagai berikut: 
4.1. Operator SIMAK-BMN mencetak Laporan Neraca BMN dan 

mengirimkan ADK Laporan BMN kepada Operator SAK; 
4.2. Petugas Administrasi menerima dan mencatat hasil cetak 

Laporan Neraca BMN dari Penanggung Jawab UAKPB yang 
selanjutnya diserahkan kepada Operator; 

4.3. Operator dan Verifikator SAK bersama dengan Operator 
dan Verifikator SIMAK-BMN melakukan Rekonsiliasi 
laporan Neraca SAK dan laporan Neraca BMN dengan: 
4.3.1. Membandingkan saldo Persediaan, Aset Tetap, 

Aset Lainnya dan Akumulasi Penyusutan dengan 
Neraca BMN; 

4.3.2. Bila tidak sama langkah selanjutnya adalah: 
a. Memeriksa kesesuaian dengan dokumen 

sumber (RTH, SPM, SP2D) yang ada pada SAK 
dan SIMAK-BMN; 

b. Melakukan koreksi pada SAK/SIMAK-BMN; 
c. Petugas SIMAK-BMN mengirim ulang data 

aset ke SAK 
4.3.3. Bila data yang direkonsiliasi sudah sama, Operator 

SAK melakukan proses penerimaan data ADK BMN 
pada aplikasi SAKPA dengan prosedur sesuai buku 
Petunjuk Penggunaan Aplikasi SAKPA. 

4.4. Operator melakukan posting; 
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4.5. Operator mencetak neraca berdasarkan hasil penerimaan 
data ADK BMN dari UAKPB; 

4.6. Operator bersama Verifikator melakukan Rekonsiliasi 
Internal laporan Neraca SAK dan laporan Neraca BMN 
dengan: 
4.6.1. Membandingkan saldo pada Persediaan, Aset 

Tetap dan Aset Lainnya dengan Neraca BMN; 
4.6.2. Bila data yang direkonsiliasi sudah sama, dibuat 

Serita Acara Rekonsiliasi; 
4.6.3. Bila tidak sama langkah selanjutnya adalah: 

a. melakukan pengecekan pada aplikasi SAKPA 
atau SIMAK-BMN, apakah telah menggunakan 
aplikasi yang terbaru; 

b. memeriksa kebenaran perekaman dokumen 
sumber; 

c. melakukan update/perbaikan/koreksi; 
d. petugas SIMAK-BMN mengirim ulang data 

aset ke SAK. 
4.6.4. Setelah dilakukan pengecekan ulang terhadap 

data aset, bila terdapat perbedaan nilai aset 
antara SAK dan SIMAK-BMN, dalam Serita Acara 
Rekonsiliasi diberikan penjelasan terhadap 
perbedaan nilai aset antara SAK dan SIMAK-BMN 
tersebut. 

4.6.5. Khusus akhir tahun anggaran, melakukan 
penelitian Akun Aset Tetap sebelum disesuaikan: 
a. Bila terdapat saldo Akun Aset Tetap sebelum 

disesuaikan, meminta penanggung jawab 
UAKPB untuk melakukan pengiriman kembali 
data BMN; 

b. Bila ada saldo Akun Aset Tetap sebelum 
disesuaikan, membandingkan RTH Pembelian, 
Penyelesaian Pembangunan dan 
Pengembangan pada SIMAK-BMN dengan 
Buku Besar Aset Tetap dan Belanja Modal 
pada SAK; 
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c. Bila saldo Akun Aset Tetap sebelum 
disesuaikan merupakan KDP, maka dilakukan 
prosedur koreksi pencatatan KDP UAKPB; 

d. Bila Saldo Akun Aset Tetap sebelum 
disesuaikan bukan merupakan KDP, dilakukan 
koreksi pencatatan data SIMAK-BMN pada 
UAKPB; 

e. Bila penelitian telah selesai, dilanjutkan 
dengan pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi 
(BAR). 

4.7. Verifikator SAK menyiapkan BAR Internal SAK dan SIMAK­
BMN sesuai dengan ketentuan, dibuat rangkap 2 (dua) 
untuk kedua belah pihak; 

4.8. BAR Internal SAK dan SIMAK-BMN diserahkan kepada 
Penanggung Jawab UAKPA dan UAKPB untuk 
ditandatangani; 

4.9. Setelah diberi nomor, Operator memindai (melakukan 
scan) BAR tersebut untuk keperluan pengiriman Laporan 
Keuangan secara berjenjang; 

4.10. Petugas Administrasi mencatat dan mengarsipkan BAR 
untuk keperluan proses pelaporan keuangan lebih lanjut; 

Untuk gambaran garis besar prosedur Rekonsiliasi Internal 
dengan SIMAK-BMN dapat dilihat pada bagan arus prosedur 
berikut ini: 
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Bagan Arus Rekonsiliasi Internal SAK - SIMAK BMN 
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5. Prosedur Rekonsiliasi Eksternal SAK dengan KPPN 
Rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN dilakukan setiap bulan, dengan 
prosedur sebagai berikut: 
5.1. Operator membuat ADK file kirim ke KPPN dan back up 

dari Aplikasi SAKPA dengan langkah sesuai buku petunjuk 
penggunaan Aplikasi SAKPA; 

5.2. Operator mencetak LRA dan Register Pengiriman data 
akuntansi ke KPPN dan diserahkan kepada Verifikator 
untuk divalidasi oleh Validator; 

5.3. Verifikator bersama Operator melakukan Rekonsiliasi 
Eksternal dengan membawa berkas elektronik dan hasil 
cetak yang telah divalidasi ke KPPN termasuk Register 
Pengiriman untuk ditandatangani (1 lembar arsip UAKPA 
dan 1 lembar arsip KPPN); 
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S.4. Verifikator, Operator, dan petugas KPPN melakukan 
Rekonsiliasi dengan ketentuan: 
S.4.1. Jika data yang direkonsiliasi sudah sama, 

lanjutkan dengan penandatanganan BAR; 
S.4.2. Jika hasil rekonsiliasi masih terdapat perbedaan, 

dilakukan perbaikan data pada SAK atau pada 
KPPN; 

S.4.3. Verifikator melaporkan kepada Validator tentang 
perbaikan yang perlu dilakukan; 

5.4.4. Verifikator menyerahkan kepada Operator untuk 
melakukan perbaikan data hasil rekonsiliasi dan 
mengulangi langkah rekonsiliasi. 

S.S. KPPN membuat Serita Acara Rekonsiliasi (BAR) rangkap 2 
(dua) untuk ditandatangani kedua belah pihak; 

S.6. Petugas yang melakukan rekonsiliasi menyerahkan BAR 
kepada Petugas Administrasi untuk dicatat dan diarsipkan; 

S.7. Selanjutnya Operator melakukan pencetakan laporan 
bulanan untuk dikirim ke jenjang di atasnya setelah 
diverifikasi dan divalidasi. 

Untuk gambaran garis besar prosedur Rekonsiliasi Eksternal 
dengan KPPN dapat dilihat pada bagan arus prosedur berikut ini: 
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Bagan Arus Rekonsiliasi Dengan KPPN 

Pe tug as 1 I 
Administrasi ' Verifikatnr ' Operator 

~cm 

:!: "--------' 
dar>i!AA 

Membuat file Kirim 
dan 

Bad< Up Data 
~SAK 

Mena!tal< 
l-'"15Al<, 

RTHdan 
Register 
~ 

l an'l*an SOP SllJ J Sagal Arus 110 

6. Pengesahan dan Pengiriman Laporan Keuangan 
Setelah proses penyusunan Laporan Keuangan pada Aplikasi SAKPA 
dan rekonsiliasi Internal dan Eksternal untuk laporan bulanan, 
dilakukan proses pencetakan, verifikasi, validasi, dan pengiriman 
dokumen dengan prosedur sebagai berikut: 
6.1. Operator melakukan pencetakan laporan keuangan berupa: 

6.1.1. Neraca Percobaan 
6.1.2. Neraca; 
6.1.3. Realisasi Anggaran; 
6.1.4. Realisasi Anggaran Belanja; 
6.1.5. Pengembalian Belanja; 
6.1.6. Realisasi Anggaran Pendapatan; 
6.1. 7. Pengembalian Pendapatan; 

6.2. Operator menyerahkan dokumen laporan keuangan 
sebagaimana dimaksud pada angka 6.1. kepada Verifikator 
untuk diverifikasi dengan ketentuan: 
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6.2.1. Apabila masih terdapat kesalahan/kekurangan 
Verifikator mengembalikan ke Operator untuk 
diperbaiki/dilengkapi; 

6.2.2. Apabila tidak terdapat kesalahan/kekurangan, 
Verifikator menyerahkan kepada Validator untuk 
divalidasi. 

6.3. Validator memvalidasi hasil cetak laporan keuangan dengan 
memberi tanggal, paraf, dan nama jelas pada hasil cetak 
laporan tersebut; 

6.4. Setelah divalidasi maka diserahkan kepada Kepala 
Satker/KPA untuk ditandatangani; 

6.5. Verifikator menyerahkan dokumen laporan keuangan yang 
sudah ditandatangani oleh KPA kepada Petugas Administrasi 
untuk dibukukan, diarsipkan, dan dikirimkan ke unit 
akuntansi jenjang di atasnya; 

6.6. Verifikator menyampaikan kepada Operator untuk 
mengirimkan ADK laporan keuangan ke jenjang di atasnya 
melalui aplikasi pelaporan SIMKeu Kemendikbud; 

6.7. Untuk pengiriman laporan keuangan berupa LRA, Neraca, 
dan Register Pengiriman melalui SIMKeu, Operator 
melakukan penyimpanan laporan keuangan dalam bentuk 
PDF dan mengirimkannya sesuai dengan buku Petunjuk 
Penggunaan SIMKeu Kemendikbud - Aplikasi Pelaporan SAK; 

6.8. Untuk laporan semester dan tahunan, Verifikator menyusun 
konsep SOR dan CaLK untuk diverifikasi dan divalidasi. 

7. Prosedur Pengiriman ADK Fi/eKirim UAKPA ke UAPPA-W/El 
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, UAKPA wajib 
melakukan pengiriman ADK Laporan Keuangan melalui Aplikasi 
Pelaporan SIMKeu Kemendikbud dengan langkah sebagai berikut: 
7.1. Operator membuat ADK dari aplikasi SAKPA dengan langkah 

sebagai berikut: 
7.1.1. Akhir tahun anggaran n-1 (sebelumnya), Operator 

membuat ADK saldo awal dengan cara melakukan 
"Pengiriman Saldo Awai" pada aplikasi SAKPA 
sesuai dengan buku manual pengoperasian SAKPA, 
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untuk diterima oleh aplikasi SAKPA tahun anggaran n 
(berikutnya) pada setiap awal tahun; 

7.1.2. Membuat file kirim (ADK) bulanan melalui aplikasi 
SAKPA, sesuai dengan buku manual pengoperasian 
SAKPA, yang menghasilkan 5 ADK yaitu: 

a.Tabel Buku 13esar (nama berkas: 
jk023eessssssmi Jyy); 

b. Potongan Pajak ~ Kementerian Keuangan 
(nama berkas: jk . 3eessssssmm.lyy); 

c. Identitas Sat:: , (nama berkas: 
jk023eessssssmm . ~ 1); 

d. Data as., (namaberkas 
jk023eessssssmm.3y · 

e.Gabungan dari 4 (en ·:lt) file di atas (nama 
berkas: jk023eesssss~ . m.yyO); 

7.1.3. Kode ADK (file kirim) UAKP. yang dikirim ke unit 
akuntansi jenjang .iatasnya adalah 
jk023eessssssmm.yy0. 

7.1.4. Membuat ADK backup pada aplikasi SAKPA setiap 
bulan, semester dan akhir tahun (sampai dengan 
audited); 

7.2. Pengiriman ADK laporan keuangan melalui aplikasi pelaporan 
SIMKeu dengan prosedur: 
7.2.1. Operator membuka SIMKeu Kemendikbud dengan 

alamat: http://simkeu.kemdikbud.go.id; 

7.2.2. Operator mengunggah ADK Laporan Keuangan, dan 
a. Operator mencetak lembar bukti pengiriman 

ADK dan bersama dengan Verifikator 
menandatangani lembar tersebut; 

b. Selanjutnya Petugas Administrasi mencatat dan 
mengarsipkan lembar bukti pengiriman ADK 
untuk keperluan lebih lanjut; 

7.2.3. Petugas Administrasi : 
a. Mengirimkan Laporan Keuangan, Register 

Pengiriman dan melampirkan Surat Pengantar 
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Pengiriman hasil cetak kepada UAPPA-W/El 
yang ditandatangani oleh kepala Satker; 

b. Mencatat dalam agenda pengiriman. 
7.2.4. Setiap akhir semester dan akhir tahun, UAKPA 

melakukan unggah ADK backup pada SIMKeu 
Kemendikbud pada menu Kirim Semester hingga 
laporan yang terkini dari laporan semester dan 
tahunan (audited); 

Untuk gambaran garis besar prosedur pengiriman laporan keuangan 
dapat dilihat pada bagan arus prosedur berikut ini : 

--~~--~~~~~~~-----~~--- -----
Bagan Arus Rinci Penyusunan dan Pengiriman Laporan Keuangan Pada tingkat UAKPA/Satker 
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Bagan Arus Pengiriman Data UAKPA ke UAPPA-W/El 

Operator j Verifikator Petugas Administrasi 
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B. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan/SAK pada Tingkat 

UAPPA-W 

Prosedur penyusunan laporan keuangan/SAK pada tingkat UAPPA-W 
dilaksanakan mulai dari penerimaan dan pencatatan, verifikasi 
dokumen sumber, Rekonsiliasi Internal dan Eksternal, dan 
pengiriman laporan keuangan ke jenjang UAPPA-El. 

1. P.rosedur Penerimaan Laporan dan Penerimaan ADK 
UAKPA 
1.1. Penerimaan Laporan oleh Petugas Administrasi: 

1.1.1. menerima berkas Laporan Keuangan dan Register 
Pengiriman dari UAKPA melalui jasa pos atau kurir; 

1.1.2. mencatat berkas laporan keuangan di dalam buku 
agenda dan menyampaikan kepada Verifikator. 

1.2. Penerimaan Laporan Keuangan melalui SIMKeu 
Kemendikbud dengan ala mat URL 
http://simkeu.kemdikbud.go.id. dilakukan oleh Operator 
dengan cara mengunduh: 
1.2.1. ADK file kirim; 
1.2.2. ADK Backup (untuk Semester/Tahunan). 

1.3. Operator melakukan proses penyusunan laporan keuangan 
UAPPA-W dengan langkah sebagai berikut: 
1.3.1. Pengambilan Saldo Awai dilakukan pada SAPPA-W 

untuk setiap awal tahun anggaran (sampai 
dengan Saldo Awai laporan audited); 

1.3.2. Proses kompilasi, yaitu Penerimaan ADK dari 
UAKPA pada SAPPA-W, dilanjutkan dengan 
mencetak Register Penerimaan dan kemudian dan 
menyampaikannya kepada Verifikator untuk 
proses verifikasi (lihat butir 2 di bawah ini). 

2. Prosedur Verifikasi 
2.1. Verifikator melakukan verifikasi ADK file kirim dan ADK 

backup yang diterima dari Satuan Kerja; 
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2.2. Verifikator menyampaikan kepada Operator untuk 
melakukan proses kompilasi dengan cara mencetak atau 
melakukan verifikasi pada monitor komputer: 
2.2.1. Neraca UAPPA-W; 
2.2.2. Neraca per Satker/UAKPA; 
2.2.3. Laporan Realisasi Anggaran; 
2.2.4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja; 
2.2.5. Laporan Pengembalian Belanja; 
2.2.6. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Hibah; 
2.2.7. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan dan 

Hibah. 
2.3. Verifikator melakukan verifikasi atas LRA dan Neraca 

dengan cara memeriksa kewajaran dan keseuaian datanya: 
2.3.1. Realisasi dengan Pagu (melebihi pagu atau tidak, 

tidak ada pagu dalam laporan, revisi pagu yang 
belum disesuaikan, jumlah realisasi UAKPA sama 
dengan unit akuntansi di atasnya yang menerima 
laporan); 

2.3.2. Neraca 
a. kenaikan dan penurunan aset dan nilai yang 

wajar pada aset: apabila ada ketidakwajaran 
nilai aset, maka Verifikator harus mencari 
penjelasan; 

b. saldo kas bendahara pengeluaran bila masih 
ada harus mencari/ada penjelasan; 

2.3.3. Bila masih terdapat 
ketidakwajaran/ketidaksesuaian, maka Verifikator 
menyampaikan pemberitahuan kepada UAKPA 
terkait untuk melakukan perbaikan atau 
memberikan penjelasan atas 
ketidakwajaran/ketidaksesuaian data, dan 
melakukan pengiriman ulang ADK/Laporan terkait; 

2.3.4. Bila angka laporan keuangan telah sesuai, 
Verifikator menyampaikan kepada Operator untuk 
melakukan pembuatan ADK file kirim UAPPA-W 
pada aplikasi SAPPA-W dengan langkah sesuai buku 
petunjuk penggunaan Aplikasi SAPPA-W; 
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2.3.5. Petugas Administrasi melakukan pengarsipan 
semua berkas cetak. 

2.4. Selanjutnya Operator bersama dengan Verifikator 
melakukan Rekonsiliasi Eksternal dengan Kanwil DJPb. 

Untuk gambaran garis besar prosedur penerimaan laporan 
keuangan tingkat UAPPA-W dapat dilihat pada bagan arus 
prosedur berikut ini. 

Bagan Arus Penerimaan Data UAKPA pada UAPPA-W/El 

Petugas Administrasi Verifikator Operator 
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---7 keP>da Laooran .j, 
Kroangan unluk 

Vf:11fikas1 Mencetak LRA, Neraca, Reg . 

Penenmaan pada SAl'PA­
W/El 

Pembentahuan 
mtti< 

«------ m""-baikidan <-e<- DalaSesua< ~9----, 
mengirim ulang - ~ 

Dok. s..rlber 

Hasi!Cetak 

CE~~ I E--E ------'~--• IW<onsiliasi lnternaldan Ekstemal ~ 
3. Rekonsiliasi Eksternal UAPPA-W dengan Kanwil DJPb 

Rekonsiliasi UAPPA-W dengan Kanwil DJPb dilakukan dengan 
prosedur sebagai berikut: 
3.1. Operator membuat ADK Pengiriman pada aplikasi SAPPA­

W (setiap bulan) serta mencetak LRA dan Neraca (setiap 
triwulan); 
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3.2. Operator mencetak Register Pengiriman dan menyerahkan 
kepada Verifikator/Validator untuk divalidasi oleh 
penanggung jawab UAPPA-W; 

3.3. Operator dan Verifikator membawa ADK dan Register 
Pengiriman setiap bulan, dan disertai berkas cetak laporan 
keuangan setiap triwulan, semester, dan tahunan ke 
Kanwil DJPb untuk proses rekonsiliasi; 

3.4. Petugas melakukan Rekonsiliasi dengan Kanwil DJPb: 
3.4.1. Register Pengiriman ditandatangani oleh petugas 

Kanwil DJPb dan diambil kembali oleh Petugas 
untuk arsip (1 lembar untuk Kanwil DJPb); 

3.4.2. Dengan cara mencocokkan data antara UAPPA-W 
dan Kanwil DJPb: 
a. Jika hasil rekonsiliasi masih terdapat 

perbedaan, dilakukan perbaikan data pada SAK 
atau pada Kanwil DJPb, kemudian dilakukan 
rekonsiliasi ulang; 

b. Jika data yang direkonsiliasi sudah sama, 
lanjutkan dengan pembuatan BAR; 

3.5. DJPb membuat Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) rangkap 2 
(dua) untuk ditandatangani kedua belah pihak; 

3.6. Setelah ditandatangani, Petugas administrasi mencatat 
dan mengarsipkan BAR untuk keperluan pelaporan 
keuangan lebih lanjut; 

3.7. Selanjutnya Operator melakukan prosedur pengiriman 
laporan bulanan untuk dikirim ke jenjang di atasnya 
setelah di verifikasi dan divalidasi; 

3.8. Untuk penyusunan laporan semester dan tahunan, UAPPA­
W mengirimkan CALK dan SOR kepada Kanwil DJPb dan 
Eselon I terkait untuk melengkapi laporan keuangannya. 

Untuk gambaran garis besar prosedur Rekonsiliasi Eksternal 
dengan Kanwil DJPb dapat dilihat pada bagan arus prosedur 
berikut ini: 
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Bagan Arus Rekonsiliasi Dengan Kanwil DJPb 

A:~~i~i Operator Verifikator , Vcilidator 

Membuat File Klrlm Kanwil 
DJ Pb pada aplikasl SAPPA­
W dan mencetak Register 
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Lapar an 
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l 
DataSesuai ~ Pembuatan 

BAR di DJPb 
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SAt<UN di DJPB j 

Validasi 
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Pencatatan 
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,;, Agenda 
Tanda Tangan 

'-------------------- ---- BARoleh 
Pejabat KPA 

4. Rekonsiliasi Internal UAPPA-W dengan UAPPB-W 
Rekonsiliasi Internal tingkat unit akuntansi wilayah di lingkungan 
Kemendikbud dilakukan setiap triwulan dengan prosedur sebagai 
berikut: 
4.1. Rekonsiliasi internal tingkat Wilayah dilakukan secara 

manual; 
4.2. Operator SIMAK-BMN mencetak Laporan Neraca BMN; 
4.3. Operator SAK mencetak Laporan Neraca SAK; 
4.4. Operator dan Verifikator SAK bersama dengan Operator 

dan Verifikator SIMAK-BMN melakukan rekonsiliasi internal 
dengan cara membandingkan data yang tercantum pada 
Neraca SAK dan Neraca SIMAK-BMN. 
4.4.1. Apabila data Neraca sudah sama, maka dilakukan 

pembuatan BAR; 
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4.4.2. Apabila terjadi perbedaan, kedua petugas 
melakukan penelusuran asal perbedaan tersebut 
dan melakukan perbaikan dengan cara 
menghubungi UAKPA dan UAKPB terkait; 

4.4.3. Setelah dilakukan penelusuran dan pengecekan 
ulang terhadap data aset, bila terdapat perbedaan 
nilai aset antara SAK dan SIMAK-BMN, dalam 
Berita Acara Rekonsiliasi diberikan penjelasan 
terhadap perbedaan nilai aset antara SAK dan 
SIMAK-BMN tersebut. 

4.4.4. Apabila data Neraca sudah sama, maka dilakukan 
pembuatan BAR; 

4.5. Verifikator SAK menyiapkan BAR Internal SAK dan SIMAK­
BMN sesuai dengan ketentuan, dibuat rangkap 2 (dua) 
untuk kedua belah pihak; 

4.6. BAR Internal SAK dan SIMAK-BMN diserahkan kepada 
Penanggung Jawab UAPPA-W dan UAPPB-W untuk 
ditandatangani; 

4.7. Setelah diberi nomor, Operator memindai (melakukan scan) 
BAR tersebut untuk keperluan pengiriman Laporan 
Keuangan secara berjenjang; 

4.8. Petugas Administrasi mencatat dan mengarsipkan BAR 
untuk keperluan proses pelaporan keuangan lebih lanjut; 

S. Pelaporan Keuangan UAPPA-W ke UAPPA-E1 
Pelaporan Keuangan UAPPA-W ke UAPPA-El dilakukan dengan 
prosedur: 
5.1. Operator menyiapkan hasil cetak Laporan Keuangan dari 

SAPPA-W berupa : 
5.1.1. Neraca; 
5.1.2. Laporan Realisasi Anggaran; 
5.1.3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja; 
5.1.4. Laporan Pengembalian Belanja; 
5.1.5. Laoran Realisasi Anggaran Pendapatan; 
5.1.6. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan dan 

Hibah; 
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S.2. Operator membuat ADK file kirim ke UAPPA-El dan 
mencetak Register Pengiriman dalam bentuk PDF dari 
aplikasi SAPPA-W; 

S.3. Operator dan Verifikator menyusun konsep SOR dan CaLK 
(semester dan tahunan) untuk diverifikasi dan divalidasi 
oleh Validator; 

S.4. Operator menyerahkan dokumen laporan keuangan 
sebagaimana dimaksud pada butir S.1., S.2., dan S.3. 
kepada Validator untuk diverifikasi dengan ketentuan: 
S.4.1. Apabila masih terdapat kesalahan/kekurangan 

Validator mengembalikan ke Verifikator untuk 
diperbaiki/dilengkapi; 

S.4.2. Apabila sudah tidak terdapat 
kesalahan/kekurangan, Validator melakukan 
validasi. 

S.S. Validator memvalidasi hasil cetak laporan keuangan 
dengan memberi tanggal, tanda tangan, nama jelas, dan 
NIP pada hasil cetak laporan tersebut; 

S.6. Setelah divalidasi, dokumen laporan keuangan tersebut 
diserahkan oleh Validator kepada Penanggungjawab 
UAPPA-W untuk ditandatangani/disahkan; 

S.7. Verifikator selanjutnya memberikan instruksi kepada 
Operator dan Petugas Administrasi untuk mengirimkan 
Laporan Keuangan yang telah divalidasi oleh 
Penanggungjawab UAPPA-W ke UAPPA-El. 
S.7.1. Operator melakukan pengiriman ADK file kirim 

melalui SIMKeu Kemendikbud (dilakukan setiap 
bulan sesuai dengan ketentuan). 

S.7.2. Petugas Administrasi melakukan peng1nman 
berkas Laporan Keuangan dilengkapi dengan 
Register Pengiriman yang dihasilkan dari Aplikasi 
SAPPA-W, melalui jasa pos atau kurir (dilakukan 
sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam 
peraturan); 

S.8. Laporan keuangan beserta dokumen sumber, dan lembar 
pengesahan pengiriman ADK dibukukan dan diarsipkan 
oleh petugas administrasi. 
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6. Prosedur Pengiriman Laporan UAPPA-W ke UAPPA-El 
Pengiriman laporan keuangan UAPPA-W dilakukan melalui 
Aplikasi Pelaporan SIMKeu Kemendikbud dengan langkah 
sebagai berikut: 
6.1. Operator membuat ADK file kirim dari aplikasi SAPPA-W 

dengan langkah sebagai berikut: 
6.1.1. Membuat ADK file kirim saldo awal dengan cara 

melakukan "Pengiriman Saldo Awai ke UAPPA-El" 
pada aplikasi SAPPA-W (untuk pengiriman saldo 
awal pada setiap awal tahun); 

6.1.2. Membuat ADK file kirim bulanan dari aplikasi 
SAPPA-W, dengan ketentuan: 
a. Kode ADK file kirim yang akan dikirim ke unit 

akuntansi jenjang di atasnya adalah 
023eewwwwmm.rar; 

b. Operator wajib mengingat letak penyimpanan 
ADK tersebut untuk proses pengiriman 
selanjutnya, disarankan untuk membuat 
kamar data (fa/def) tersendiri; 

6.1.3. Pembuatan ADK saldo awal dan ADK file kirim 
dilakukan dengan langkah sesuai dengan buku 
petunjuk penggunaan Aplikasi SAPPA-W. 

6.2. Pengiriman ADK laporan keuangan melalui aplikasi 
pelaporan SIMKeu dengan prosedur: 
6.2.1. Mengakses laman SIMKeu Kemendikbud untuk 

penginman ADK di ala mat URL: 
http://simkeu.kemdikbud.go.id; 

6.2.2. Operator mengunggah ADK file kirim, bila salah 
unggah, ADK yang benar diunggah ulang; 

6.2.3. Selanjutnya Petugas Administrasi mencatat dan 
mengarsipkan lembar bukti pengiriman ADK untuk 
keperluan lebih lanjut; 

6.2.4. Petugas Administrasi: 
a. mengirimkan Laporan Keuangan, Register 

Pengiriman dan melampirkan Surat Pengantar 
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Pengiriman hasil cetak kepada UAPPA-El yang 
ditandatangani oleh kepala Satker; 

b. mencatat dalam agenda pengiriman. 
6.2.5. Untuk periode semesteran dan tahunan, 

penanggung jawab UAPPA-W memastikan untuk 
validasi dan pengiriman CaLK dan SOR untuk 
melengkapi laporan keuangan UAPPA-W. 

Untuk gambaran garis besar prosedur peng1nman laporan 
keuangan UAPPA-W ke UAPPA-El dapat dilihat pada bagan arus 
prosedur berikut ini: 

Bagan Arus Pengiriman Data UAPPA-W ke UAPPA-El 

Operator Verifikator Petugas Administrasi 

1. ~tADKFile 
Ki rim 

2. l.aporan Keo~ 

Mengirimkan ADK File 
Ki rim melalui SIMKeu 

Kemdikbud 

! 

Verifika~ 
---7 l. ADK File Kirim 

2. Ha~ ! Cetak t.aporan 
Keua~n 

I 
I 

:··················· j 

!Mmlat~ Leora ~ 
Pengerimco ADK 

Malirdat~ Lenix!" 
Pengrimai ADK 

Mencatatlarila' 
perj)irimiJlADKSAK 

l 
Mef19ril001~ 

KruJlgcJI dalam 
bentl.iccetlk 

(Sen€5t0'/Tnroo) 

! 
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Bagan Arus Prosedur Penyusunan dan Pengiriman Laporan 
Keuangan pada t,, ;· "'.\ ' ,, af· ·· E. 

: 1. UndvhAOKunl! •~untMIS l di 
~w;1hny4 

; 2. Kcmoila\i d.11' lK 

3. Membwt ADK d;in 

?enyero1h.in Cet•k lK tiTl l11k 
~1 1 fil.;asi 

4 . .i . Perlu iko1n bil tl •d.1 
kekell1uan 

S. Penv<t11'p.i i• .n LK l lfp.lch 
V.11l1d• tor untu li; v•lidui 
Penyampoti;;n kep.41d.i 

Ver if1htor 

6.a. Vollid.n1LK 

Re~omilia~i lntern11l(S!f\i\,;I( 
f,M N) 

R.e~Or1' ilini e.>iteflul tDJPbl 
: 9. -P~ny.imp.aian l K lcii'p.1~ 

Va li d11.101 
9 . .i . nHtl.c1por·l.:•nb.tln ... ;i 

ada pe1b.aik.nddtd 

l'!.kon 
9.b. memohon v•Uda~! 

; 10. Penyaml)oll.:t l\ hp.ad• 
Ven fl kattll'" 

10.a. Pe1blikan bola Ade 
kekelin.1o1n 

10.b . Vali~\il K 

: lL Peny<lmp.1anLK kep.1da 
Opero!IOI 

11 . .i . dilakuli:;in perba1kan 
: 11.b. dillJ:ulr.an pen£iriman 
: 12 Urigg•k d.Jon ld r im p..JrU 

SIM!Ceu 

C. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan/SAK pada Tingkat 

UAPPA-El 

Prosedur penyusunan laporan keuangan/SAK pada tingkat UAPPA-El 
dilaksanakan mulai dari penerimaan dan pencatatan, verifikasi 
dokumen sumber, Rekonsiliasi Internal dan Eksternal, dan 
pengiriman laporan keuangan ke jenjang UAPA. 

1. Prosedur Penerimaan Laporan dan Penerimaan ADK 
UAKPA/UAPPA-W 

1.1. Penerimaan laporan oleh Petugas Administrasi : 
1.1.1. menerima berkas laporan keuangan dan 

Register Pengiriman dari UAKPA/UAPPA-W 
melalui jasa pos atau kurir; 

1.1.2. mencatat berkas laporan keuangan di dalam 
buku agenda dan menyampaikan kepada 
Verifikator. 
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1.2. Penerimaan Laporan Keuangan melalui SIMKeu 
Kemendikbud dengan 
http://simkeu.kemdikbud.qo.id 
dengan cara mengunduh: 
1.2.1. ADK file kirim; 

ala mat URL 
dilakukan oleh Operator 

1.2.2. ADK File Backup dari UAKPA Kantor Pusat, 
Kantor Daerah, dan Dekonsentrasi/Tugas 
Pembantuan (untuk Semester/Tahunan). 

1.3. Operator melakukan proses penyusunan laporan 
keuangan UAPPA-El dengan langkah sebagai berikut: 
1.3.1. Pengambilan Saldo Awai dilakukan pada SAPPA­

El untuk setiap awal tahun anggaran (sampai 
dengan Saldo Awai laporan audited) dari UAKPA 
KP/DK; 

1.3.2. Proses kompilasi, yaitu Penerimaan ADK KP/DK 
dari UAKPA pada SAPPA-El, dilanjutkan dengan 
mencetak Register Penerimaan dan kemudian 
dan menyampaikannya kepada Verifikator untuk 
proses verifikasi (lihat butir 2 dibawah ini). 

Untuk gambaran garis besar prosedur penerimaan pada 
tingkat UAPPA-E-1 dapat dilihat pada bagan arus prosedur 
berikut ini: 
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Bagan Arus Penerimaan Data UAKPA pada UAPPA-W/El 

Petugas Adm1n1strasi Venfikator ' Operator 

M<'f1N,r11r't !tipo!an 
1::,,l-lfJIJ•l• l;•w--1:•1 !.J 

J:l"'4!Sl •~ f'°"10l'' !fldll dit' I 
IJAl'J>•' \'.rMl\K!f'{d'fl 

1;i1,.~1 ) 

t~sipkcllberk;as r•-----'-~) Rclt.onsiliasi lntei nc-dai1 Ekstemal i~ cel?k.Uipol"an Keull"l!)irl { · - -~ 

2. Prosedur Verifikasi 
2.1. Verifikator melakukan verifikasi atas Register Penerimaan 

Data 
2.2. Verifikator menyampaikan kepada Operator untuk 

mencetak: 
2.2.1. Buku Besar; 
2.2.2. Neraca Percobaan; 
2.2.3. Neraca; 
2.2.4. Neraca per Satker; 
2.2.5. Laporan Realisasi Anggaran; 
2.2.6. Laporan Realisasi Anggaran Belanja; 
2.2.7. Laporan Pengembalian Belanja; 
2.2.8. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan 

Hibah; 
2.2.9. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan dan 

Hibah. 
2.3. Verifikator melakukan verifikasi atas LRA dan Neraca 

dengan cara memeriksa kewajaran dan keseuaian 
datanya: 
2.3.1. Realisasi dengan Pagu (melebihi pagu atau tidak, 

tidak ada pagu dalam laporan, revisi pagu yang 
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belum disesuaikan, jumlah realisasi UAKPA sama 
dengan unit akuntansi di atasnya yang menerima 
laporan); 

2.3.2. Neraca 
a. kenaikan dan penurunan aset dan nilai yang 

wajar pada aset: apabila ada ketidakwajaran 
nilai aset, maka Verifikator harus mencari 
penjelasan; 

b. saldo kas bendahara pengeluaran bila masih 
ada harus mencari/ada penjelasan; 

2.3.3. Bila masih terdapat 
ketidakwajaran/ketidaksesuaian, maka Verifikator 
menyampaikan pemberitahuan kepada 
UAKPA/UAPPA-W terkait untuk melakukan 
perbaikan atau memberikan penjelasan atas 
ketidakwajaran/ketidaksesuaian data, dan 
melakukan pengiriman ulang ADK/Laporan terkait; 

2.3.4. Bila angka laporan keuangan telah sesuai, 
Verifikator menyampaikan kepada Operator untuk 
melakukan pembuatan ADK file kirim UAPPA-El 
pada aplikasi SAPPA-El dengan langkah sesuai 
buku petunjuk penggunaan Aplikasi SAPPA-El; 

2.3.5. Petugas Administrasi melakukan pengarsipan 
semua berkas cetak; 

2.4. Selanjutnya Operator bersama dengan Verifikator 
melakukan Rekonsiliasi Eksternal dengan DAPK. 

3. Rekonsiliasi Eksternal UAPPA-El dengan DAPK 
Rekonsiliasi UAPPA-El dengan DAPK dilakukan dengan prosedur 
sebagai berikut: 
3.1. Operator membuat ADK Pengiriman pada aplikasi SAPPA­

El (setiap bulan) serta mencetak LRA dan Neraca (setiap 
semester) 

3.2. Operator mencetak Register Pengiriman dan menyerahkan 
kepada Verifikator/Validator divalidasi oleh penanggung 
jawab UAPPA-El; 
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3.3. Operator dan Verifikator membawa ADK dan Register 
Pengiriman setiap bulan ke DAPK untuk proses 
rekonsiliasi; 

3.4. Petugas SAK UAPPA-El melakukan Rekonsiliasi dengan 
DAPK: 
3.4.1. Register Pengiriman ditandatangani oleh petugas 

DAPK dan diambil kembali oleh Petugas untuk 
arsip (1 lembar untuk DAPK); 

3.4.2. Dengan cara mencocokkan data antara UAPPA-El 
dan DAPK: 
a.Jika hasil rekonsiliasi masih terdapat perbedaan, 

dilakukan perbaikan data pada SAK atau 
pada DAPK, kemudian dilakukan rekonsiliasi 
ulang; 

b.Jika data yang direkonsiliasi sudah sama, 
lanjutkan dengan pembuatan BAR; 

3.5. DAPK membuat Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) rangkap 2 
(dua) untuk ditandatangani kedua belah pihak; 

3.6. Petugas Administrasi mencatat dan menyimpan BAR; 
3.7. Selanjutnya Operator melakukan prosedur pencetakan 

laporan bulanan untuk dikirim ke jenjang di atasnya 
setelah diverifikasi dan divalidasi; 

3.8. Untuk penyusunan laporan semester dan tahunan, UAPPA­
El mengirimkan CALK dan SOR kepada DAPK untuk 
melengkapi laporan keuangannya. 

4. Rekonsiliasi Internal UAPPA-El dengan UAPPB-El 
Rekonsiliasi Internal tingkat unit akuntansi Eselon I di 
lingkungan Kemendikbud dilakukan setiap semester dengan 
prosedur sebagai berikut: 
4.1. Rekonsiliasi internal unit akuntansi jenjang Eselon I 

dilakukan secara manual; 
4.2.0perator SIMAK-BMN mencetak Laporan Neraca BMN; 
4.3. Operator SAK mencetak Laporan Neraca SAK; 
4.4. Operator dan Verifikator SAK bersama dengan Operator 

dan Verifikator SIMAK-BMN melakukan rekonsiliasi 
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internal dengan cara membandingkan data yang 
tercantum pada Neraca SAK dan Neraca SIMAK-BMN. 
4.4.1. Apabila data Neraca sudah sama, maka 

dilakukan pembuatan BAR; 
4.4.2. Apabila terjadi perbedaan, kedua petugas 

melakukan penelusuran asal perbedaan tersebut 
dan melakukan perbaikan dengan cara 
menghubungi UAKPA/B dan/atau UAPPA/B-W 
terkait; 

4.4.3. Setelah dilakukan penelusuran pengecekan 
ulang terhadap data aset, bila terdapat 
perbedaan nilai aset antara SAK dan SIMAK­
BMN, dalam Berita Acara Rekonsiliasi diberikan 
penjelasan terhadap perbedaan nilai aset antara 
SAK dan SIMAK-BMN tersebut. 

4.5. Verifikator SAK menyiapkan BAR Internal SAK dan SIMAK­
BMN sesuai dengan ketentuan, dibuat rangkap 2 (dua) 
untuk kedua belah pihak; 

4.6. BAR Internal SAK dan SIMAK-BMN diserahkan kepada 
Penanggung Jawab UAPPA-El dan UAPPB-El untuk 
ditandatangani; 

4.7. Setelah diberi nomor, BAR tersebut diadministrasikan 
dengan baik untuk lampiran pendukung Laporan 
Keuangan secara berjenjang; 

Untuk gambaran garis besar prosedur Rekonsiliasi Eksternal 
dengan DAPK dapat dilihat pada bagan arus prosedur berikut 
ini: 
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Bagan Arus Rekonsiliasi Dengan DAPK 

Petugas Administrasi Operator Verifikator ,. Validasl Laporan Keuangan 

Perbalkan data SAK <- ----- -----;·---+ ----- Hasil Rekosiliasl 

Mencatat dan 
Meng<irslpkan Hasn ~ 

:L~ . L 
Perandatanganan BAR oteh Pej abat KPA 

5. Prosedur Pelaporan Keuangan UAPPA-El 
5.1. Operator menyiapkan hasil cetak Laporan Keuangan dari 

SAPPA-El berupa : 
5.1.1. Neraca Percobaan; 
5.1.2. Neraca; 
5.1.3. Laporan Realisasi Anggaran; 
5.1.4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja; 
5.1.5. Laporan Pengembalian Belanja; 
5.1.6. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan 

Hibah; 
5.1.7. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan dan 

Hibah; 
5.2. Operator membuat ADK file kirim ke UAPA dan mencetak 

Register Pengiriman dari aplikasi SAPPA-El; 
5.3. Operator dan Verifikator menyusun konsep SOR dan CaLK 

(semester dan tahunan) untuk diverifikasi dan divalidasi 
oleh Validator; 
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S.4. Operator menyerahkan dokumen laporan keuangan 
sebagaimana dimaksud pada angka S.1., S.2., dan S.3. 
kepada Validator untuk diverifikasi dengan ketentuan: 
S.4.1. Apabila masih terdapat kesalahan/kekurangan, 

Validator mengembalikan ke Operator untuk 
diperbaiki/dilengkapi; 

S.4.2. Apabila sudah tidak terdapat 
kesalahan/kekurangan, Validator melakukan 
validasi. 

S.S. Validator memvalidasi hasil cetak laporan keuangan 
dengan memberi tanggal, tanda tangan, nama jelas, dan 
NIP pada hasil cetak laporan tersebut; 

S.6. Setelah divalidasi, dokumen laporan keuangan tersebut 
diserahkan oleh Validator kepada Penanggungjawab 
UAPPA-El untuk ditandatangani/disahkan; 

S.7. Verifikator selanjutnya memberikan instruksi kepada 
Operator dan Petugas Administrasi untuk mengirimkan 
Laporan Keuangan yang telah divalidasi oleh 
Penanggungjawab UAPPA-El ke UAPA. 
S.7.1. Operator melakukan pengiriman ADK file kirim 

melalui SIMKeu Kemendikbud (dilakukan setiap 
bulan sesuai dengan ketentuan); 

S.7.2. Petugas Administrasi melakukan peng1nman 
berkas Laporan Keuangan dilengkapi dengan 
Register Pengiriman yang dihasilkan dari Aplikasi 
SAPPA-El, melalui jasa pas atau kurir (dilakukan 
sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam 
peraturan); 

S.8. Laporan keuangan beserta dokumen sumber, dan lembar 
pengesahan pengiriman ADK dibukukan dan diarsipkan 
oleh petugas administrasi. 

6. Prosedur Pengiriman Laporan UAPPA-El ke UAPA 
Pengiriman Laporan UAPPA-El ke UAPA dilakukan melalui 
Aplikasi Pelaporan SIMKeu Kemendikbud dengan prosedur 
sebagai berikut: 
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6.1. Operator membuat ADK file kirim dari aplikasi SAPPA-El 
dengan langkah sebagai berikut: 
6.1.1. Membuat ADK file kirim saldo awal dengan cara 

melakukan "Pengiriman Saldo Awai ke UAPA" 
pada aplikasi SAPPA-El (untuk pengiriman saldo 
awal pada setiap awal tahun); 

6.1.2. Membuat ADK file kirim bulanan dari aplikasi 
SAPPA-El, dengan ketentuan: 

a. Kode ADK file kirim yang akan dikirim ke unit 
akuntansi jenjang di atasnya adalah 
PA023eemm.rar; 

b.Operator wajib mengingat letak penyimpanan 
ADK tersebut untuk proses pengiriman 
selanjutnya, disarankan untuk membuat 
kamar data (to/def) tersendiri; 

6.1.3. Pembuatan ADK saldo awal dan ADK file kirim 
dilakukan dengan langkah sesuai dengan buku 
petunjuk penggunaan Aplikasi SAPPA-El. 

6.2. Pengiriman ADK laporan keuangan melalui aplikasi 
pelaporan SIMKeu dengan prosedur: 
6.2.1. Mengakses laman SIMKeu Kemendikbud untuk 

peng1nman ADK di ala mat URL: 
http://simkeu.kemdikbud.go.id; 

6.2.2. Operator mengunggah ADK file kirim dan ADK 
backup sesuai dengan ketentuan. 

Penanggung jawab UAPPA-El membuat CaLK dan SOR, untuk 
periode semesteran dan tahunan; 

Untuk gambaran garis besar prosedur pengiriman dari tingkat 
UAPPA-El ke UAPA dapat dilihat pada bagan arus prosedur 
berikut ini: 

108 I S istem lnformasi Manajemen Keuangan Kemendikbud 



Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SAi, Tahun 2013 
Bab IV Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan/SAK 

Bagan Arus Pengiriman ADK UAPPA-El ke UAPA 
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Bagan Arus Rinci Pelaporan Keuangan UAPPA-El 

Operator Verlflkator 

' 
[_ __ - Pe-rba- ika-n -i --G-

Oata 

Validator 

Ver1f1kas1 
LK Es· l 
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D. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan/SAK pada Tingkat 

UAPA 

Prosedur penyusunan laporan keuangan/SAK pada tingkat UAPA 
dilaksanakan mulai dari penerimaan dan pencatatan, verifikasi 
dokumen sumber, Rekonsiliasi Internal dan Eksternal. 

1. Prosedur Penerimaan Laporan dan Penerimaan ADK 
UAPPA-El 

1.1. Petugas administrasi menerima Laporan Keuangan, ADK 
SAi dan Register Pengiriman dari UAPPA-El; 

1.2. Petugas Administrasi mencatat penerimaan dokumen 
sumber di dalam buku agenda dan menyampaikan 
dokumen sumber tersebut kepada Verifikator; 

1.3. Operator menerima ADK Laporan Keuangan dari UAPPA­
El yang berada di bawahnya dengan mengakses SIMKeu 
dengan alamat http://simkeu.kemdikbud.go.id; 

1.4. Operator melakukan proses kompilasi data ADK yang 
diterima dengan dengan menggunakan aplikasi SAPA. 
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Prosedur kompilasi dengan langkah sesuai dengan buku 
petunjuk penggunaan Aplikasi SAPA; 

1.5. Operator Mencetak dan menyampaikan Register 
Penerimaan kepada Verifikator untuk di verifikasi. 

Untuk gambaran garis besar prosedur penerimaan laporan 
keuangan pada tingkat UAPA dapat dilihat pada bagan arus 
prosedur berikut ini: 

Bagan Arus Penerimaan Data UAPPA-El pada UAPA 
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2. Prosedur Verifikasi 
2.1. Verifikator melakukan verifikasi atas Register Penerimaan 

Data dan Register Pengiriman Data dari UAPPA-El untuk 
memastikan jumlah data (record) yang diterima sama 
dengan jumlah data yang dikirim; 

2.2. Jika terdapat perbedaan pada jumlah data, Verifikator: 
2.2.1. Menyampaikan pemberitahuan kepada UAPPA-El 

terkait untuk melakukan pengiriman ulang ADK; 
2.2.2. Selanjutnya menyampaikan kepada Operator 

untuk mengulangi proses penerimaan ADK bila 
sudah dikirim ulang oleh UAPPA-El; 

2.2.3. Jika jumlah data sama, menyampaikan kepada 
Operator untuk mencetak: 
a. Neraca Percobaan; 
b. Neraca; 
c. Laporan Realisasi Anggaran; 
d. Laporan Realisasi Anggaran Belanja; 
e. Laporan Pengembalian Belanja; 
f. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan 

Hibah; 
g. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan 

dan Hibah; 
h. Register Pengiriman 

2.3. Verifikator melakukan verifikasi atas LRA dan Buku Besar 
dengan cetakan LRA dan Neraca yang diterima untuk 
memastikan bahwa angka laporan keuangan sama; 
2.3.1. Bila masih terdapat perbedaan, Verifikator 

a. Menyampaikan pemberitahuan kepada unit 
akuntansi terkait untuk melakukan pengiriman 
ulang ADK; 

b. Selanjutnya menyampaikan kepada Operator 
untuk mengulangi proses penerimaan ADK 
bila sudah dikirim ulang. 

2.3.2. Bila angka laporan keuangan telah sama, 
Verifikator: 
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a. Menyampaikan kepada Operator untuk 
melakukan pembuatan ADK dan pembuatan 
back up data pada aplikasi SAPA. 

b. Menyampaikan kepada Petugas Administrasi 
untuk melakukan pengarsipan. 

2.4. Selanjutnya Operator bersama dengan Verifikator 
melakukan Rekonsiliasi Eksternal dengan DAPK. 

3. Rekonsiliasi Eksternal UAPA dengan DAPK 
Rekonsiliasi UAPA dengan DAPK dilakukan dengan prosedur sebagai 
berikut: 
3.1. Operator melakukan back up data SAK, mencetak LRA, 

mengirim ADK pengiriman SAK ke DAPK; 
3.2. Operator mencetak Register Pengirimannya (untuk divalidasi 

oleh penanggung jawab UAPA); 
3.3. Petugas Administrasi mengirim LRA, ADK, dan Register 

Pengiriman ke DAPK. Setelah ditandatangani oleh petugas 
DAPK, Register Pengiriman diambil kembali sebagai arsip (1 
lembar ditinggal di DAPK sebagai arsip); 

3.4. Verifikator melakukan Rekonsiliasi dengan DAPK: 
3.4.1. Jika laporan hasil rekonsiliasi sudah sama, dilakukan 

penandatanganan BAR; 
3.4.2. Jika di dalam laporan hasil rekonsiliasi masih terdapat 

kekeliruan pada data SAK, lakukan perbaikan Data; 
3.5. Verifikator di UAPA melakukan perbaikan data hasil 

rekonsiliasi dan mengulangi langkah rekonsiliasi; 
3.6. DAPK membuat Serita Acara Rekonsiliasi (BAR) rangkap 2 

(dua) untuk ditandatangani kedua belah pihak; 
3.7. Petugas Administrasi menyimpan dan mencatat laporan hasil 

rekonsiliasi dan BAR; 
3.8. Untuk penyusunan laporan semester dan tahunan, UAPA 

mengirimkan CALK dan SOR kepada DAPK sebagai 
kelengkapan Laporan Keuangan. 

Untuk gambaran garis besar prosedur Rekonsiliasi Eksternal 
dengan DAPK dapat dilihat pada bagan arus prosedur berikut 
ini: 
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Bagan Arus Rekonsilia&i Dengan DAPK 
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4. Rekonsiliasi Internal UAPA dengan UAPB 
Rekonsiliasi Internal tingkat UAPA/UAPB dilakukan setiap semester 
dengan prosedur sebagai berikut: 

4.1. Rekonsiliasi internal UAPA dengan UAPB dilakukan secara 
manual; 

4.2. Operator SIMAK-BMN mencetak Laporan Neraca BMN; 
4.3. Operator SAK mencetak Laporan Neraca SAK; 
4.4. Operator dan Verifikator SAK bersama dengan Operator 

dan Verifikator SIMAK-BMN melakukan rekonsiliasi internal 
dengan cara membandingkan data yang tercantum pada 
Neraca SAK dan Neraca SIMAK-BMN. 
4.4.1. Apabila data Neraca sudah sama, maka dilakukan 

pembuatan BAR; 
4.4.2. Apabila terjadi perbedaan, kedua petugas 

melakukan penelusuran asal perbedaan tersebut 
dan melakukan perbaikan dengan cara 
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menghubungi UAKPA/B dan/atau UAPPA/B-W 
dan/atau UAPPA/B-El terkait; 

4.4.3. Setelah dilakukan penelusuran dan pengecekan 
ulang terhadap data aset, bila terdapat perbedaan 
nilai aset antara SAK dan SIMAK-BMN, dalam 
Serita Acara Rekonsiliasi diberikan penjelasan 
terhadap perbedaan nilai aset antara SAK dan 
SIMAK-BMN tersebut. 

4.4.4. Setelah diberi nomor, Operator memindai 
(melakukan scan) BAR tersebut untuk keperluan 
pengiriman Laporan Keuangan. 

S. Prosedur Pencetakan, Verifikasi, Validasi dan Pengiriman 
Dokumen Laporan Keuangan 
5.1. Operator mencetak Laporan Keuangan dari aplikasi SAPA 

berupa: 
5.1.1. Neraca; 
5.1.2. Laporan Realisasi Anggaran; 
5.1.3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja; 
5.1.4. Laporan Pengembalian Belanja; 
5.1.5. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Hibah; 
5.1.6. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan dan 

Hibah; 
5.1.7. Register Pengiriman aplikasi SAPA. 

5.2. Operator menyusun konsep SOR dan CaLK (semester dan 
tahunan) untuk diverifikasi dan divalidasi; 

5.3. Operator menyerahkan dokumen laporan keuangan 
sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. dan 5.2. kepada 
Verifikator untuk diverifikasi dengan ketentuan: 
5.3.1. Apabila masih terdapat kesalahan/kekurangan 

Verifikator mengembalikan ke Operator untuk 
diperbaiki/dilengkapi; 

5.3.2. Apabila sudah tidak terdapat kesalahan/kekurangan, 
Verifikator menyerahkan kepada Validator untuk 
divalidasi. 
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S.4. Validator memvalidasi hasil cetak laporan keuangan dengan 
memberi tanggal, tanda tangan, nama jelas, dan NIP pada 
hasil cetak laporan tersebut; 

S.S. Untuk periode semester/tahunan setelah divalidasi maka 
diserahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk 
disahkan dan ditandatangani; 

S.6. Verifikator menyerahkan dokumen Laporan Keuangan kepada 
petugas administrasi untuk dikirim ke DAPK; 

S.7. Secara bersamaan Operator mengirimkan ADK laporan 
keuangan DAPK; 

S.S. Laporan keuangan beserta dokumen sumber, dan lembar 
pengesahan pengiriman ADK dibukukan dan diarsipkan oleh 
petugas administrasi. 

6. Prosedur Pengiriman Laporan UAPA ke DAPK 
Pengiriman Laporan UAPA ke DAPK dilakukan dengan prosedur 
sebagai berikut: 
6.1. Petugas Administrasi memeriksa Register Pengiriman dan 

Penerimaan data dari UAPPA-El dan membandingkan 
dengan daftar UAPPA-El untuk memastikan data UAPPA-El 
telah diterima dan digabungkan ke dalam aplikasi SAPA (Jika 
masih ada UAPPA-El yang belum mengirimkan data atau 
data belum benar, petugas administrasi menyampaikan 
pemberitahuan kepada UAPPA-El yang bersangkutan untuk 
mengirimkan data atau memperbaiki data yang salah untuk 
dikirimkan kembali setelah diperbaiki); 

6.2. Operator melakukan back up data SAK dan mencetak Laporan 
Keuangan dari aplikasi SAK berupa: 

6.2.1. Laporan Realisasi Anggaran; 
6.2.2. Neraca; 
6.2.3. LRA Pendapatan Negara dan Hibah; 
6.2.4. LRA Belanja; 
6.2.S. LRA Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah; 
6.2.6. LRA Pengembalian Belanja; 

6.3. Untuk periode semester dan tahunan, penanggung jawab 
UAPA membuat CaLK dan SOR; 
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6.4. Jika periode bersangkutan adalah akhir tahun, Aparat 
Pengawas Internal melakukan reviu atas Laporan Keuangan 
Tahunan dan membuat Surat Pernyataan Telah Di Reviu oleh 
Inspektur Jenderal Kemendikbud; 

6.5. Operator UAPA melakukan Pengiriman ADK ke DAPK dengan 
menggunakan Aplikasi SAPA dan mencetak Register 
Pengirimannya untuk ditandatangani oleh Penanggung Jawab 
UAPA; 

6.6. Petugas Administrasi mengirimkan semua Cetakan Laporan 
Keuangan (LRA, Neraca dan CaLK), ADK dan SOR kepada 
Menteri Keuangan cq. DAPK pada DJPb; 

6.7. Petugas Administrasi menyimpan dan mencatat pengiriman 
data SAK ke Menteri Keuangan cq. DAPK pada DJPb. 

Untuk gambaran garis besar prosedur pengiriman dapat dilihat 
pada bagan arus prosedur berikut ini: 

Bagan Arus Pengiriman Data UAPA ke DAPK 
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BABV 
PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA 

A. Prosedur Penyusunan Laporan BMN Pada Tingkat UAKPB 

1. Pencatatan Saldo Awai 
Prosedur Pencatatan Saldo Awai pada tingkat Satker dilakukan 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1.1. Petugas Administrasi menerima dokumen sumber dari 

Pengelola Barang/Bagian yang menangani BMN berupa: 
Laporan BMN yang lalu, LHI BMN, KIB, DBR, DBL, BA 
Hibah/penyerahan barang dan bukti -bukti kepemilikan 
Dokumen Sumber Saldo Awai; 

1.2. Petugas Administrasi mencatat penerimaan dokumen 
sumber dalam Buku Agenda/Ekspedisi/Arsip Penerimaan, 
kemudian menyampaikannya kepada Verifikator; 

1.3. Verifikator menerima dokumen sumber dari petugas 
administrasi dan melakukan verifikasi atas dokumen 
sumber tersebut, meliputi: 
1.3.1. Keabsahan dokumen sumber antara lain: 

a. Laporan BMN telah ditandatangani oleh 
Pengelola Barang/Penanggung Jawab 
UAKPB/Petugas Pengurus BMN; 

b. LHI BMN telah disetujui oleh penanggung 
jawab UAKPB dan ditandatangani oleh Kepala 
satker; 

c. Bukti kepemilikan BMN yang masih berlaku 
dan sah; 

d. DBR/KIB/DBL telah ditandatangani oleh 
Petugas yang ditunjuk dan diketahui oleh 
pejabat yang berwenang; 

1.3.2. Kelengkapan data pada Laporan BMN/LHI BMN: 
Kode UAKPB; Tanggal/tahun perolehan BMN; 
Kode Barang; Nomor urut pendaftaran; Jumlah 
barang; Harga barang; Identitas barang lainnya; 
Kebenaran perhitungan. 
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1.4. Verifikator menyerahkan dokumen sumber kepada 
Operator; 

1.5. Operator merekam dokumen sumber ke dalam Aplikasi 
SIMAK-BMN menggunakan Modul Transaksi Saldo awal 
BMN (KIB, DBR dan DBL); 

1.6. Operator mencetak Register Transaksi Harian (RTH) dan 
menyerahkannya kepada Verifikator; 

1.7. Verifikator melakukan verifikasi terhadap RTH dengan 
dokumen sumbernya; Jika terdapat ketidaksesuaian RTH 
dengan dokumen sumbernya, lakukan Prosedur Koreksi 
RTH; 

1.8. Prosedur Koreksi RTH: 
1.8.1. Verifikator mengoreksi RTH, menuliskan data yang 

benar pada data yang tercetak salah dengan 
menggunakan tanda yang mudah dilihat (misalnya 
menggunakan pulpen berwarna); 

1.8.2. Menyampaikan catatan hasil koreksi dan RTH 
yang telah dikoreksi kepada Operator untuk 
dilakukan perekaman; 

1.8.3. Operator melakukan perekaman dalam Aplikasi 
SIMAK-BMN pada Modul Saldo Awai BMN yang 
menghasilkan RTH yang sudah dikoreksi untuk 
dicetak; 

1.8.4. Operator mencetak RTH yang telah dikoreksi; 
1.9. Petugas Administrasi mengarsipkan RTH dan dokumen 

sumber yang telah diverifikasi; 
1.10. Operator melakukan back up data pada Aplikasi SIMAK­

BMN. 
2. Prosedur Pencatatan Transaksi Perolehan BMN 

Pencatatan Transaksi Perolehan BMN dilakukan dengan prosedur 
sebagai berikut: 
2.1. Petugas Administrasi menerima Dokumen Sumber antara 

lain: 
2.1.1. 

2.1.2. 

Untuk Pembelian yaitu 
SPK, dan SPM/SP2D; 
Untuk Transfer Masuk 
bukti kepemilikan; 
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2.1.3. Untuk Hibah Masuk yaitu BAST dan/atau bukti 
kepermilikan; 

2.1.4. Untuk Rampasan yaitu SK Pengadilan tentang 
rampasan; 

2.1.5. Untuk Penyelesaian Pembangunan yaitu BAST 
dan L-KDP; 

2.1.6. Untuk Pembatalan Penghapusan yaitu SK 
Pembatalan Penghapusan; 

2.1. 7. Untuk Reklasifikasi Masuk yaitu Catatan Hasil 
Koreksi reklasifikasi masuk, Surat Keterangan 
Penanggung Jaw ab UAKPB beserta 
KIB/DBR/DBL BMN yang bersangkutan; 

2.1.8. Untuk Bangun Serah Guna yaitu BAST dan 
Kontrak; 

2.1.9. Untuk Bangun Guna Serah yaitu BAST dan 
Kontrak; 

2.1.10. Untuk Pertukaran yaitu BAST; 
2.1.11. Untuk Perolehan Lainnya yaitu BAST, Kontrak, 

Faktur/ Kwitansi. 
2.2. Petugas Administrasi mencatat penerimaan dokumen 

sumber dalam Buku Agenda/Ekspedisi kemudian 
menyerahkan Dokumen Sumber tersebut kepada 
Verifikator; 

2.3. Verifikator menerima dan melakukan verifikasi atas 
dokumen sumber, meliputi: 
2.3.1. Kelengkapan data pada Dokumen Sumber: 

a. Tanggal/tahun perolehan BMN; Nama/Jenis 
Barang; Kode Produksi Barang; Jumlah 
barang; Harga barang; Kondisi barang; 
Identitas barang lainnya; Kebenaran 
perhitungan; 

b. Khusus Reklasifikasi Masuk Nomor Urut 
Pendaftaran/Nama /Jen is Barang/Kode 
Produksi Barang sebelum dan sesudah 
Reklasifikasi; 
(Apabila terdapat dokumen sumber yang 
salah, dokumen tersebut dikembalikan kepada 
pemohon/yang mengajukan Dokumen Sumber 
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untuk dikoreksi. Setelah dikoreksi dapat 
diajukan kembali); 

2.3.2. Keabsahan Dokumen Sumber: Masing-masing DS 
harus mendapatkan Validasi dari Penanggung 
Jawab Unit yang mengajukan Dok. Sumber 
terse but; 

2.4. Verifikator menyerahkan dokumen sumber kepada 
Operator; 

2.5. Operator melakukan perekaman dokumen sumber ke 
dalam Aplikasi SIMAK- BMN (KIB, DBR dan DBL), dengan 
menggunakan Modul sebagai berikut: 
2.5.1. Pembelian: Modul Perolehan/Pembelian; 
2.5.2. Transfer Masuk: Modul Perolehan/Transfer 

Masuk; 
2.5.3. Hibah Masuk: Modul Perolehan/Hibah Masuk; 
2.5.4. Rampasan: Modul Perolehan/Rampasan; 
2.5.5. Penyelesaian Pembangunan: Modul Perolehan/ 

Penyelesaian Pembangunan; 
2.5.6. Pembatalan Penghapusan: Modul 

Perolehan/Pembatalan Penghapusan; 
2.5.7. Reklasifikasi Masuk: Modul 

Perolehan/Reklasifikasi Masuk; 
2.5.8. Bangun Serah Guna: Modul Perolehan/Serah 

Guna; 
2.5.9. Bangun Guna Serah: Modul Perolehan/Guna 

Serah; 
2.5.10. Pertukaran: Modul Perolehan/Pertukaran; 
2.5.11. Perolehan Lainnya: Modul Perolehan/Perolehan 

Lainnya. 
2.6. Operator mencetak Register Transaksi Harian (RTH) dan 

menyerahkan RTH & Dokumen Sumber kepada 
Verifi kator; 

2. 7. Verifikator menerima dan melakukan verifikasi terhadap 
RTH dengan dokumen sumbernya; Jika terdapat 
ketidaksesuaian RTH dengan dokumen sumbernya, 
lakukan Prosedur Koreksi RTH; 

2.8. Prosedur Koreksi RTH: 
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2.8.1. Verifikator mengoreksi RTH dengan menuliskan 
data yang benar pada data yang tercetak salah 
dengan menggunakan tanda yang mudah dilihat 
(misalnya menggunakan pulpen berwarna); 

2.8.2. Verifikator menyampaikan catatan hasil koreksi 
dan RTH yang sudah dikoreksi kepada Operator 
untuk dilakukan Perekaman; 

2.8.3. Operator melakukan perekaman kembali ke dalam 
Aplikasi SIMAK-BMN yang menghasilkan RTH yang 
sudah dikoreksi untuk dicetak; 

2.8.4. Operator mencetak RTH yang telah dikoreksi. 
2.9. Petugas Administrasi mengarsipkan RTH dan dokumen 

sumber yang telah diverifikasi; 
2.10. Operator melakukan back up data pada Aplikasi SIMAK­

BMN. 

3. Prosedur Pencatatan Transaksi Perubahan BMN 
3.1. Petugas Administrasi menerima Dokumen Sumber: 

3.1.1. Pengurangan/201 dari Pengguna Barang berupa 
SK Perubahan Status atau SK Hasil Koreksi 
Perubahan Nilai/Kuantitas atau SK Penghapusan 
BMN; 

3.1.2. Pengembangan/202 dari PPK/Bendahara 
Pengeluaran/Pejabat Penerbit SPM berupa BAST, 
Faktur, Kontrak, SPK, dan SPM/SP2D; 

3.1.3. Perubahan Kondisi/203 dari Penanggung Jawab 
Ruangan/ Bendahara Barang/Pengurus Barang 
berupa Laporan Hasil Inventarisasi Kondisi 
Barang; 

3.1.4. Perubahan Nilai/Kuantitas/204 Penanggung jawab 
UAKPB berupa SK Hasil Koreksi perubahan 
nilai/kuantitas beserta KIB/DBR/DBL BMN yang 
bersangkutan; 

3.1.5. Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset 
Renovasi dari Penanggung Jawab UAKPB berupa 
BAST, SPM/SP2D, Faktur, SPK; 
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3.2. Petugas Administrasi mencatat penerimaan dokumen 
sumber dalam Buku Agenda/Ekspedisi dan menyerahkan 
dokumen sumber tersebut kepada Verifikator; 

3.3. Verifikator menerima dan melakukan verifikasi atas 
dokumen sumber, meliputi: 
3.3.1. Kelengkapan data pada dokumen sumber antara 

lain: 
a. Tanggal/tahun perolehan BMN; 
b. Nama/Jenis/Kode Barang; 
c. Jumlah barang; 
d. Harga barang; 
e. Nomor Urut Pendaftaran; 
f. Kondisi barang; 
g. Identitas barang lainnya; 
h. Kebenaran perhitungan; 
i. Khusus Pengurangan adalah jumlah barang 

sebelum dan setelah pengurangan dan nilai 
barang sebelum dan setelah pengurangan; 

j. Khusus Pengembangan adalah jumlah 
pengembangan BMN dan Nilai pengembangan 
BMN; 

k. Khusus Perubahan Nilai/Kuantitas adalah 
jumlah barang sebelum dan setelah koreksi 
dan nilai barang sebelum dan setelah koreksi; 
Apabila terdapat dokumen sumber yang salah, 
dokumen tersebut dikembalikan kepada 
pemohon/yang mengajukan dokumen sumber 
untuk dikoreksi. Setelah dikoreksi dapat 
diajukan kembali. 

3.3.2. Keabsahan dokumen sumber: Masing-masing 
harus mendapatkan validasi dari penanggung 
jawab unit yang mengajukan dokumen sumber 
terse but; 

3.4. Verifikator menyampaikan dokumen sumber kepada 
Operator; 

3.5. Operator merekam dokumen sumber ke dalam aplikasi 
SIMAK-BMN dengan menggunakan Modul sebagai berikut: 
3.5.1. Pengurangan: Modul Perubahan/Pengurangan; 
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3.5.2. Pengembangan: Modul 
Perubahan/Pengembangan; 

3.5.3. Perubahan Kondisi: Modul Perubahan/Perubahan 
Kondisi; 

3.5.4. Perubahan Nilai/Kuantitas: Modul 
Perubahan/Perubahan Nilai/Kuantitas; 

3.5.5. Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset 
Renovasi: Modul Perubahan BMN/Penerimaan 
Aset dari Pengembangan Aset Renovasi; 

3.6. Operator mencetak Register Transaksi Harian (RTH) pada 
Aplikasi SIMAK-BMN, Dokumen Sumber dan menyerahkan 
RTH & Dokumen Sumber kepada Verifikator; 

3.7. Verifikator menerima dan melakukan verifikasi terhadap 
RTH dengan dokumen sumbernya. Jika terdapat 
ketidaksesuaian RTH dengan dokumen sumbernya, 
lakukan Prosedur Koreksi RTH; 

3.8. Prosedur Koreksi RTH : 
3.8.1. Verifikator mengoreksi RTH dengan menuliskan 

data yang benar pada data yang tercetak salah 
dengan menggunakan tanda yang mudah dilihat 
(misalnya menggunakan pulpen berwarna); 

3.8.2. Verifikator menyampaikan catatan hasil koreksi 
dan RTH yang sudah dikoreksi kepada Operator 
untuk dilakukan Perekaman; 

3.8.3. Operator melakukan perekaman kembali ke dalam 
Aplikasi SIMAK- BMN yang menghasilkan RTH 
yang sudah dikoreksi untuk dicetak; 

3.8.4. Operator mencetak RTH yang telah dikoreksi; 
3.9. Petugas Administrasi mengarsipkan RTH dan dokumen 

sumber yang telah diverifikasi; 
3.10. Operator melakukan backup data pada Aplikasi SIMAK­

BMN. 

4. Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset 
4.1. Petugas Administrasi menerima Dokumen Sumber dari 

KPKNL berupa BA Hasil Evaluasi; 
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4.2. Petugas Administrasi mencatat penerimaan dokumen 
sumber dalam buku agenda/ekspedisi dan menyerahkan 
dokumen sumber tersebut kepada Verifikator; 

4.3. Verifikator menerima dan melakukan verifikasi atas 
dokumen sumber, meliputi kelengkapan data dan 
keabsahan Dokumen Sumber; 

4.4. Verifikator menyerahkan dokumen sumber kepada 
Operator; 

4.5. Operator merekam dokumen sumber ke dalam Aplikasi 
SIMAK-BMN dengan menggunakan modul Perubahan Nilai 
Koreksi Tim Penertiban Aset; 

4.6. Operator mencetak Register Transaksi Harian (RTH) dan 
menyerahkan RTH dan Dokumen Sumber kepada 
Verifikator; 

4.7. Verifikator menerima dan melakukan verifikasi terhadap 
RTH dengan dokumen sumbernya. Jika terdapat 
ketidaksesuaian RTH dengan dokumen sumbernya, maka 
dilakukan Prosedur Koreksi RTH; 

4.8. Prosedur Koreksi RTH: 
4.8.1. Verifikator mengoreksi RTH dengan menuliskan 

data yang benar pada data yang tercetak salah 
dengan menggunakan tanda yang mudah dilihat 
(misalnya menggunakan pulpen berwarna); 

4.8.2. Verifikator menyampaikan catatan hasil koreksi 
dan RTH yang sudah dikoreksi kepada Operator 
untuk dilakukan Perekaman; 

4.8.3. Operator melakukan perekaman kembali ke dalam 
Aplikasi SIMAK-BMN yang menghasilkan RTH yang 
sudah dikoreksi untuk dicetak; 

4.8.4. Operator mencetak RTH yang telah dikoreksi; 
4.9. Petugas Administrasi mengarsipkan RTH dan dokumen 

sumber yang telah diverifikasi; 
4.10. Operator melakukan back up data pada Aplikasi SIMAK­

BMN. 

5. Pencatatan Transaksi Penghapusan BMN 
5.1. Petugas Administrasi menerima Dokumen Sumber: 
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5.1.1. Penghapusan: dari Pengguna Barang berupa SK 
Penghapusan BMN; 

5.1.2. Transfer Keluar: dari Kuasa Pengguna Barang 
atau bendahara barang/pengurus barang berupa 
BAST dan/atau bukti kepemilikan; 

5.1.3. Hibah Keluar: dari Pengguna Barang atau 
Pengelola Barang berupa BAST dan/atau bukti 
kepemilikan; 

5.1.4. Reklasifikasi Keluar: dari Penanggung jawab 
UAKPB berupa Catatan Hasil Koreksi beserta 
KIB/DBR/DBL BMN yang akan direklasifikasi; 

5 .1. 5. Koreksi Pencatatan: dari Penanggung jaw ab 
UAKPB berupa Catatan Hasil Koreksi beserta 
KIB/DBR/DBL BMN yang akan dikoreksi; 

5.2. Petugas Administrasi mencatat penerimaan dokumen 
sumber dalam buku agenda/ekspedisi dan menyerahkan 
dokumen sumber tersebut kepada Verifikator; 

5.3. Verifikator menerima dan melakukan verifikasi atas 
dokumen sumber, meliputi: 
5.3.1. Kelengkapan data pada Dokumen Sumber: 

a. Tanggaljtahun perolehan BMN; 
b. Nama/Jenis/Kode Barang; 
c. Nomor urut pendaftaran; 
d. Jumlah barang; 
e. Nilai barang; 
f. Kondisi barang; 
g. Identitas barang lainnya; 
h. Kebenaran perhitungan; 
i. Khusus Penghapusan adalah 

Nama/Jenis/Kode Barang yang dihapuskan, 
Nomor urut pendaftaran BMN yang 
dihapuskan; 

j. . Khusus Transfer Keluar adalah Jumlah & nilai 
barang yang diserahkan; Khusus Reklasifikasi 
Keluar adalah Nama/Jenis/Kode Barang 
sebelum dan setelah reklasifikasi keluar; 
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k. Khusus Koreksi Pencatatan adalah 
Nama/Jenis/Kode Barang sebelum dan setelah 
koreksi pencatatan; 

I. Apabila terdapat dokumen sumber yang salah, 
dokumen tersebut dikembalikan 
kepadaPemohon/yang mengajukan Dokumen 
Sumber untuk dikoreksi. Setelah dikoreksi 
dapat diajukan kembali. 

S.3.2. Keabsahan dokumen sumber: Masing-masing 
harus mendapatkan Validasi dari Penanggung 
Jawab Unit yang mengajukan dokumen sumber 
terse but; 

S.4. Verifikator menyerahkan dokumen sumber dengan 
Operator; 

S.S. Operator merekam dokumen sumber ke dalam Aplikasi 
SIMAK-BMN dengan menggunakan modul sebagai berikut: 
S.S.1. Penghapusan yaitu Transaksi Pengurangan 

BMN/Penghapusan; 
S.S.2. Transfer Keluar yaitu Transaksi Pengurangan 

BMN/Transfer Keluar; 
S.S.3. Hibah Keluar yaitu Transaksi Pengurangan 

BMN/Hibah Keluar; 
S.S.4. Reklasifikasi Keluar yaitu Transaksi Pengurangan 

BMN/Reklasifikasi Keluar; 
S.S.S. Koreksi Pencatatan yaitu Transaksi Pengurangan 

BMN/Koreksi Pencatatan. 
S.6. Operator mencetak Register Transaksi Harian (RTH) dan 

menyerahkan RTH dan Dokumen Sumber kepada 
Verifikator; 

S.7. Verifikator menerima dan melakukan verifikasi terhadap 
RTH dengan dokumen sumbernya; jika terdapat 
ketidaksesuaian RTH dengan dokumen sumbernya, maka 
dilakukan Prosedur Koreksi RTH; 

S.8. Prosedur Koreksi RTH: 
S.8.1. Verifikator mengoreksi RTH dengan menuliskan 

data yang benar pada data yang tercetak salah 

128 I S istem lnformasi Manajemen Keuangan Kemendikbud 



Ped o m an Pe ny usuna n Lapo ra n Keua ngan SA!, Ta hun 2013 
Bab V Prosedur Penyusunan Laporan Barang Milik Negara 

dengan menggunakan tanda yang mudah dilihat 
(misalnya menggunakan pulpen berwarna); 

5.8.2. Verifikator menyampaikan catatan hasil koreksi 
dan RTH yang sudah dikoreksi kepada Operator 
untuk dilakukan Perekaman; 

5.8.3. Operator melakukan perekaman kembali ke dalam 
Aplikasi SIMAK-BMN yang menghasilkan RTH yang 
sudah dikoreksi untuk dicetak; 

5.8.4. Operator mencetak RTH yang telah dikoreksi; 
5.9. Petugas Administrasi mengarsipkan RTH dan dokumen 

sumber yang telah diverifikasi; 
5.10. Operator melakukan back up data pada Aplikasi SIMAK­

BMN. 

6. Penghentian BMN dari Penggunaan 
6.1. Petugas Administrasi menerima Dokumen Sumber dari 

Penanggung Jawab UAKPB berupa Surat Ketetapan 
Penghentian Penggunaan BMN; 

6.2. Petugas Administrasi mencatat penerimaan dokumen 
sumber dalam buku agenda/ekspedisi dan menyerahkan 
dokumen sumber tersebut kepada Verifikator; 

6.3 . Verifikator menerima dan melakukan verifikasi atas 
dokumen sumber, meliputi: 
6.3.1. Kelengkapan data: 

a. Tanggal/tahun perolehan BMN; 
b. Nama/Jenis/Kode Barang; 
c. Nomor urut pendaftaran; 
d. Jumlah barang; 
e. Nilai barang; 
f. Kondisi barang; 
g. Identitas barang lainnya; 
h. Kebenaran perhitungan; 

6.3.2. Keabsahan Dokumen Sumber; 
6.4. Verifikator menyerahkan dokumen sumber kepada 

Operator; 

Sistem lnformasi Manajemen Keuangan Kemendikbud f 129 



Pedoman Penyusunan Laporan Keuanga n SAi, Versi 3/2 009 
Bab V Pedom an Pemyusuna n Laporan Keuangan /SIMAK-BMN 

6.5. Operator merekam dokumen sumber ke dalam Aplikasi 
SIMAK-BMN dengan menggunakan modul Penghentian 
BMN dari Penggunaan; 

6.6. Operator mencetak Register Transaksi Harian (RTH) dan 
menyerahkan RTH dan Dokumen Sumber kepada 
Verifikator; 

6. 7. Verifikator menerima dan melakukan verifikasi terhadap 
RTH dengan dokumen sumbernya. Jika terdapat 
ketidaksesuaian RTH dengan dokumen sumbernya, maka 
dilakukan Prosedur Koreksi RTH; 

6.8. Prosedur Koreksi RTH: 
6.8.1. Verifikator mengoreksi RTH dengan menuliskan 

data yang benar pada data yang tercetak salah 
dengan menggunakan tanda yang mudah dilihat 
(misalnya menggunakan pulpen berwarna); 

6.8.2. Verifikator menyampaikan catatan hasil koreksi 
dan RTH yang sudah dikoreksi kepada Operator 
untuk dilakukan Perekaman; 

6.8.3. Operator melakukan perekaman kembali ke dalam 
Aplikasi SIMAK-BMN yang menghasilkan RTH yang 
sudah dikoreksi untuk dicetak; 

6.8.4. Operator mencetak RTH yang telah dikoreksi; 
6.9. Petugas Administrasi mengarsipkan RTH dan dokumen 

sumber yang telah diverifikasi; 
6.10. Operator melakukanback up data pada Aplikasi SIMAK­

BMN. 

7. Pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 
7 .1. Petugas Administrasi menerima Dokumen Sumber dari 

UAKPA berupa SPM/SP2D berikut dokumen 
pendukungnya, yaitu : Kuitansi, Faktur, Kontrak, BA 
penyelesaian Pekerjaan dan dokumen lain yang 
dipersamakan; 

7 .2. Petugas Administrasi mencatat penerimaan dokumen 
sumber dalam buku agenda/ekspedisi dan menyerahkan 
dokumen sumber tersebut kepada Verifikator; 
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7.3. Verifikator menerima dan melakukan verifikasi atas 
dokumen sumber, meliputi: 
7.3.1. Kelengkapan data: Tanggal/tahun perolehan 

BMN; Nama/Jenis BMN; Jumlah BMN; Lokasi BMN; 
Penanggung Jawab/Pengguna BMN; Nilai BMN; 
Kondisi BMN; Identitas BMN lainnya; Kebenaran 
perhitungan; 

7.3.2. Keabsahan Dokumen Sumber; 
7.4. Verifikator menyerahkan dokumen sumber kepada 

Operator; 
7.5. Operator merekam dokumen sumber ke dalam Aplikasi 

SIMAK-BMN dengan menggunakan modul Konstruksi 
Dalam Pengerjaan; 

7.6. Operator mencetak Register Transaksi Harian (RTH) dan 
menyerahkan RTH dan Dokumen Sumber kepada 
Verifikator; 

7.7. Verifikator menerima dan melakukan verifikasi terhadap 
RTH dengan dokumen sumbernya. Jika terdapat 
ketidaksesuaian RTH dengan dokumen sumbernya, maka 
dilakukan Prosedur Koreksi RTH; 

7.8. Prosedur Koreksi RTH: 
7.8.1. Verifikator mengoreksi RTH dengan menuliskan 

data yang benar pada data yang tercetak salah 
dengan menggunakan tanda yang mudah dilihat 
(misalnya menggunakan pulpen berwarna); 

7.8.2. Verifikator menyampaikan catatan hasil koreksi 
dan RTH yang sudah dikoreksi kepada Operator 
untuk dilakukan Perekaman; 

7.8.3. Operator melakukan perekaman kembali ke dalam 
Aplikasi SIMAK-BMN yang menghasilkan RTH yang 
sudah dikoreksi untuk dicetak; 

7.8.4. Operator mencetak RTH yang telah dikoreksi; 
7.9. Petugas Administrasi mengarsipkan RTH dan dokumen 

sumber yang telah diverifikasi; 
7.10. Operator melakukan back up data pada Aplikasi SIMAK­

BMN. 
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8. Pencatatan Perolehan BMN yang Berasal Dari PHLN 
8.1. Petugas Administrasi pada Satker pengelola PHLN 

menyusun dokumen sumber pengadaan barang/aset yang 
dibutuhkan untuk pencatatan aset BMN hasil PHLN 
berupa: 
8.1.1. SPM/SP2D atau SP2H/SP3; 
8.1.2. SPK/Faktur/Kontrak pengadaan barang; 
8.1.3. BAST/Serita Acara Hibah Barang; 
8.1.4. Foto Barang (bila ada); 
8.1.5. Dokumen Kepemilikan. 

8.2. Verifikator pada Satker pengelola PHLN melakukan 
verifikasi atas dokumen sumber yang meliputi keabsahan 
dan kelengkapan data; 

8.3. PPK/Pimpinan Satker pengelola PHLN memberikan Validasi 
atas dokumen sumber untuk proses pencatatan pada 
Aplikasi SIMAK-BMN; 

8.4. Proses verifikasi dan inventarisasi oleh Biro/Bagian yang 
menangani SIMAK- BMN; 
8.4.1. Petugas Administrasi menerima dokumen sumber 

dari PPK/Satker pengelola PHLN; 
8.4.2. Petugas Administrasi mencatat penerimaan 

dokumen sumber dari PPK/Satker pengelola 
PHLN; 

8.4.3. Verifikator melakukan verifikasi dan inventarisasi 
atas dokumen sumber dan aset BMN yang 
diperoleh dari PHLN, meliputi: 
a. Kelengkapan data pada Dokumen Sumber: 

•:• Tanggal/Tahun Perolehan BMN; 
•:• Nama/Jenis/Kode Produksi Barang; 
•:• Jumlah dan Harga Barang; 
•:• Kondisi dan keberadaan/distribusi Barang; 
•:• Kebenaran Perhitungan dan identitas 

Barang lainnya; 
b. Validitas/Keabsahan Dokumen Sumber. 

8.4.4. Validator melakukan penandatanganan Serita 
Acara Inventarisasi dan verifikasi bersama dengan 
PPK/Kepala Satker Pengelola PHLN; 
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8.4.5. Verifikator memberikan nomor pada aset yang 
telah diverifikasi dan diinventarisasi; 

8.5. Perekaman dan Pengarsipan pada Biro/Bagian yang 
menangani SIMAK-BMN 
8.5.1. Operator merekam dokumen sumber ke dalam 

Aplikasi SIMAK-BMN (KIB, DBR dan DBL); 
8.5.2. Operator mencetak Register Transaksi Harian 

(RTH); 
8.5.3. Verifikator melakukan verifikasi terhadap RTH 

dengan dokumen sumbernya; 
8.5.4. Petugas Administrasi mengarsipkan RTH dan 

dokumen sumber yang telah diverifikasi; 
8.5.5. Operator melakukan back up data pada Aplikasi 

SIMAK-BMN. 

9. Rekonsiliasi Internal SIMAK-BMN dengan SAK 
9.1. Operator mencetak Laporan SIMAK-BMN dan SAK 

9.1.1. Operator SIMAK-BMN mencetak Laporan SIMAK­
BMN yaitu: 
a. Laporan Neraca BMN dan RTH Pembelian; 
b. Laporan Neraca BMN dan RTH Penyelesaian 

Pembangunan; 
c. Laporan Neraca BMN dan RTH 

Pengembangan; 
d. Daftar SPM/SP2D yang telah direkam. 

9.1.2. Operator SAK mencetak Laporan SAK yaitu: 
a. Neraca bulanan; 
b. Buku Besar perkiraan Aset Tetap bulan 

berjalan (mengenai: Tanah, Gedung & 
Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, 
Jaringan, dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya dan 
KDP); 

c. Buku Besar perkiraan Belanja Modal bulan 
berjalan (mengenai: Belanja Modal Tanah, 
Belanja Modal Gedung & Bangunan, Belanja 
Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal 
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Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan Belanja Modal 
Aset Tetap Lainnya). 

9.2. Operator SIMAK-BMN membuat ADK file kirim dari aplikasi 
SIMAK-BMN UAKPB, dan berkas elektronik bentuk PDF 
Jurnal, Daftar SPM/SP2D, Neraca dan Register 
Pengiriman; 

9.3. Operator SIMAK-BMN mencetak berkas elektronik bentuk 
PDF dan menyerahkan berkas cetak kepada Verifikator 
SIMAK-BMN untuk diverifikasi sekaligus dimintakan 
validasi dari Validator sebelum melakukan Rekonsilasi 
Internal; 

9.4. Validator SIMAK-BMN menyerahkan berkas cetak yang 
telah divalidasi dengan membubuhi tanda tangan yang 
dilengkapi dengan nama jelas dan tanggal, kepada 
Verifikator SIMAK-BMN untuk dilakukan pengiriman ke 
SAK oleh Operator SIMAK-BMN; 

9.5. Operator SIMAK-BMN mengirim ADK file kirim ke SAK 
secara berkala (bulanan, semesteran dan tahunan) untuk 
menyesuaikan neraca aset. 

9.6. Rekonsiliasi Internal dilaksanakan dengan prosedur 
sebagai berikut: 
9.6. l. Tim Verifikasi menyiapkan dokumen sumber yang 

digunakan sebagai dasar perbandingan yaitu ADK, 
Neraca SAKPA, Neraca BMN, CaLK (Catatan atas 
Laporan Keuangan) dan CRBMN (Catatan Ringkas 
Barang Milik Negara); 

9.6.2. Tim Verifikasi melakukan rekonsiliasi dengan 
membandingkan nilai aset pada Neraca SAKPA 
dengan Neraca SIMAK-BMN yaitu Persediaan, 
Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan 
Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap 
Lainnya, Aset Lain-lain, Konstruksi Dalam 
Pekerjaan, Aset Tak Berwujud, dan Aset 
Bersejarah; 
a. Bila hasil rekonsiliasi menunjukkan nilai saldo 

Aset Tetap Neraca SAK sama dengan Neraca 
BMN maka dilakukan pembuatan Berita Acara 
Rekonsiliasi; 
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b. Bila nilai saldo Aset Tetap Neraca SAK tidak 
sama dengan Neraca BMN maka dilakukan 
penelitian atas saldo perkiraan Aset Tetap 
sebelum disesuaikan; 

9.6.3. Verifikasi menyiapkan dokumen sumber untuk 
penelitian atas saldo perkiraan Aset Tetap 
sebelum disesuaikan, yaitu Neraca SAK, Neraca 
BMN, RTH, SPM/SP2D, Jurnal dan Buku Besar; 
a. Bila tidak ditemukan Saldo Perkiraan Aset 

Tetap sebelum disesuaikan maka perlu 
dilakukan pengiriman kembali data BMN dari 
Aplikasi SIMAK-BMN ke Aplikasi SAKPA; 

b. Bila ada Saldo Perkiraan Aset Tetap sebelum 
disesuaikan, perlu membandingkan RTH 
Pembelian, Penyelesaian Pembangunan, 
Pengembangan, dan KDP pada SIMAK-BMN 
dengan Buku Besar Aset Tetap dan Belanja 
Modal pada SAK; 

c. Bila Saldo Perkiraan Aset Tetap belum 
disesuaikan maka dilakukan koreksi 
perekaman data SIMAK- BMN pada UAKPB; 

d. Bi la SPM/SP2D Belanja Modal tidak 
menghasilkan aset maka dilakukan prosedur 
Jurnal Aset di SAK sesuai dengan ketentuan; 

e. Bila penelitian dan penyesuaian telah selesai, 
Tim Verifikasi membuat Serita Acara 
Rekonsiliasi (BAR). 

9.7. Verifikator SAK dan SIMAK-BMN membuat Serita Acara 
Rekonsiliasi (BAR) dengan ketentuan sebagai berikut: 
9.7.1. Menyiapkan sesuai dengan format Serita Acara 

Rekonsiliasi dan Hasil Penelitian atas Neraca SAK 
dan SIMAK-BMN; 

9.7.2. Penandatanganan BAR antara SAK dan SIMAK­
BMN dilakukan oleh Tim Verifikasi dan diketahui 
oleh Penanggungjawab UAKPA dan UAKPB; 

9.7.3. Petugas Administrasi mencatat dan mengarsipkan 
BAR Internal SAK dan SIMAK-BMN untuk 
keperluan lebih lanjut. 
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10. Rekonsiliasi Eksternal UAKPB dengan KPKNL 
Rekonsiliasi Eksternal dilakukan dengan prosedur sebagai 
berikut: 
10.1. Operator melakukan back up data, menyiapkan ADK 

BMN, mencetak LBKP dan Register Pengiriman Data ke 
KPKNL (untuk divalidasi oleh penanggung jawab 
UAKPB); 

10.2. Petugas Administrasi mengirim LBKP, ADK BMN, dan 
Register Pengiriman ke KPKNL. Setelah ditandatangani 
oleh petugas KPKNL, Register Pengiriman diambil 
kembali sebagai arsip (1 lembar ditinggal di KPKNL 
sebagai arsip); 

10.3. Verifikator melakukan Rekonsiliasi dengan KPKNL: 
10.3.1. Jika laporan hasil rekonsiliasi sudah sama, 

lanjutkan dengan penandatanganan BAR; 
10.3.2. Jika di dalam laporan hasil rekonsiliasi masih 

terdapat kekeliruan pada data LBKP, lakukan 
perbaikan data; 

10.3.3. Verifikator di UAKPB melakukan perbaikan 
data hasil rekonsiliasi dan mengulangi langkah 
rekonsiliasi; 

10.3.4. Setelah proses rekonsiliasi selesai dilanjutkan 
dengan penandatangan BAR. 

10.4. Verifikator menerima BAR yang disiapkan oleh KPKNL 
dan menyampaikannya kepada Validator untuk divalidasi 
dan ditandatangani oleh penanggungjawab UAKPB atau 
pejabat lain yang ditunjuk; 

10.5. Verifikator menyerahkan kembali BAR yang telah 
ditandatangani oleh penanggungjawab UAKPB ke KPKNL 
untuk disahkan oleh pejabat yang menangani 
rekonsiliasi di KPKNL; 

10.6. Petugas Administrasi menyimpan dan mencatat laporan 
hasil rekonsiliasi dan BAR dalam Register Pengiriman 
data ke KPKNL. 
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11. Pelaporan dan Pengiriman Data UAKPB Ke UAPPB-W/E1 
11.1. Operator mencetak Laporan BMN yang terdiri atas: 

11.1.1. Laporan BMN Intrakomptabel; 
11.1.2. Laporan BMN Ekstrakomptabel; 
11.1.3. Laporan Gabungan BMN Intrakomptabel dan 

Ekstrakomptabel; 
11.1.4. Laporan BMN Bersejarah; 
11.1.5. Untuk Laporan periode akhir tahun perlu 

dicetak laporan-laporan sebagai berikut: 
a. Laporan Kondisi Barang (LKB); 
b. Laporan BMN Tahunan; 

11.2. Verifikator membuat CRBMN berdasarkan Laporan BMN 
semesteran dan tahunan. 

11.3. Operator membuat ADK file kirim untuk pengiriman 
berjenjang dengan aturan penamaan sesuai ketentuan 
pada Bab III Ketentuan Umum dan Pengendalian 
Internal, yang secara otomatis dihasilkan dari aplikasi 
SIMAK-BMN dan membuat berkas pendukung dalam 
bentuk PDF untuk Register Pengiriman, Daftar Transaksi 
BMN, danPosisi BMN di Neraca. 

11.4. Pengiriman laporan BMN 
11.4.1. Dilakukan sesuai dengan ketentuan 

penjenjangan sebagai berikut: 
a. KP ke UAPPB-El; 
b. KD ke UAPPB-W; 
c. Dekonsentrasi ke UAPPB-El; 
d. Tugas Pembantuan ke UAPPB-El; 

11.4.2. Laporan cetak dikirimkan secara manual 
melalui kurir atau jasa pas sesuai dengan 
kententuan pada butir 11.4.1.; 

B. Prosedur Penyusunan Laporan BMN/SIMAK-BMN Pada 
Tingkat UAPPA-W 
1. Penerimaan Data UAKPB Pada UAPPB-W 

1.1. Petugas Administrasi menerima dokumen sumber yaitu 
berkas cetak Laporan BMN, LKB (untuk periode akhir 
tahun), CRBMN, dan Register Pengiriman dari UAKPB; 
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1.2. Operator UAPPB-W menerima ADK file kirim dari UAKPB 
melalui Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAPPB-W; 

1.3. Operator melakukan prosedur penerimaan ADK UAKPB 
pada Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAPPB-W, mencetak 
Register Penerimaan Data dan menyampaikannya kepada 
Verifikator; 

1.4. Verifikator mencocokan ulang Register Penerimaan Data 
dengan Register Pengiriman Data dari UAKPB: 
1.4.1. Jika jumlah data (record) sama, lakukan 

pencetakan Laporan BMN untuk UAKPB yang 
bersangkutan; 

1.4.2. Jika ada perbedaan jumlah data, UAKPB yang 
bersangkutan diminta untuk melakukan 
pengiriman ulang (ulangi langkah awal). 

1.5. Operator melakukan kompilasi data UAKPB untuk 
membuat laporan UAPPB-W dan mencetak laporan 
tersebut untuk diserahkan kepada Verifikator; 

1.6. Verifikator mencocokkan ulang data laporan BMN dengan 
cetakan Laporan BMN UAKPB yang diterima: 
1.6.1. Jika angka laporan BMN sama, Verifikator 

meminta kepada Operator untuk membuat ADK 
file kirim data BMN pada Aplikasi SIMAK-BMN 
untuk proses pengiriman berjenjang ke UAPPB-El; 

1.6.2. Jika ada perbedaan angka laporan, sampaikan 
kepada UAKPB yang bersangkutan untuk 
mengirim ulang ADK (ulangi langkah awal). 

1.7. Petugas Administrasi mengarsipkan dokumen sumber, 
Register Penerimaan, Laporan BMN yang telah diverifikasi 
untuk keperluan lebih lanjut. 

2. Rekonsiliasi Eksternal UAPPB-W dengan Kanwil DJKN 
Rekonsiliasi UAPPB-W dengan Kanwil DJKN dilakukan dengan 
prosedur sebagai berikut: 
2.1. Operator melakukan back up data, membuat ADK LBPPW, 

mencetak LBPPW dan Register Pengiriman Data ke Kanwil 
DJKN dan selanjutnya diserahkan kepada Verifikator untuk 
diverifikasi; 
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2.2. Verifikator menyampaikan berkas untuk Rekonsiliasi 
Eksternal kepada Validator untuk divalidasi, dan 
menyerahkan kepada Petugas Administrasi untuk 
dilakukan pengiriman ke Kanwil DJKN; 

2.3. Petugas Administrasi mengirim LBPPW, ADK, dan Register 
Pengiriman ke Kanwil DJKN yang telah divalidasi oleh 
Validator. Setelah ditandatangani oleh petugas Kanwil 
DJKN, Register Pengiriman diambil kembali sebagai arsip 
(1 lembar ditinggal di Kanwil DJKN sebagai arsip); 

2.4. Verifikator melakukan Rekonsiliasi Eksternal dengan 
Kanwil DJKN: 
2.4.1. Jika laporan hasil rekonsiliasi sudah sama, 

dilanjutkan dengan pembuatan dan 
penandatanganan BAR; 

2.4.2. Jika di dalam laporan hasil rekonsiliasi masih 
terdapat kekeliruan pada data LBPPW, lakukan 
perbaikan data dan mengulangi langkah 
rekonsiliasi; 

2.5. Verifikator menerima BAR yang disiapkan oleh Kanwil 
DJKN dan menyampaikannya kepada Validator atau 
penanggungjawab UAPPB-W atau pejabat lain yang 
ditunjuk untuk ditandatangani; 

2.6. Verifikator menyerahkan kembali BAR yang telah 
ditandatangani oleh Validator atau penanggungjawab 
UAPPB-W ke Kanwil DJKN untuk disahkan oleh pejabat 
yang menangani rekonsiliasi di Kanwil DJKN; 

2.7. Petugas Administrasi UAPPB-W menyimpan dan mencatat 
laporan hasil rekonsiliasi dan BAR yang telah disahkan 
dalam Register Pengiriman data ke Kanwil DJKN untuk 
keperluan lebih lanjut. 

3. Pelaporan dan Pengiriman Data UAPPB-W Ke UAPPB-El 
3.1. Operator membuat ADK file kirim dari aplikasi SIMAK-BMN 

untuk UAPPB-W dengan ketentuan penamaan yang 
tercantum pada Bab III Ketentuan Umum dan 
Pengendalian Internal, yang secara otomatis dihasilkan 
dari aplikasi SIMAK-BMN dan mencetak Laporan BMN yang 
terdiri atas: 
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3.1.1. Laporan BMN Intrakomptabel; 
3.1.2. Laporan BMN Ekstrakomptabel; 
3.1.3. Laporan BMN Intrakomptabel dan 

Ekstrakomptabel; 
3.1.4. Laporan BMN Bersejarah; 
3.1.5. Laporan Persediaan; 
3.1.6. Laporan KDP; 
3.1.7. Laporan Aset Tak Berwujud; 

3.2. Operator UAPPB-W mencetak lembar bukti peng1nman 
ADK dan bersama dengan Verifikator menandatangani 
lembar tersebut; 

3.3. Petugas UAPPB-El menerima dokumen sumber yaitu 
berkas cetak Laporan BMN, LKB (untuk periode akhir 
tahun), CRBMN, dan Register Pengiriman dari UAPPB-W; 

3.4. Operator melakukan prosedur penerimaan ADK UAPPB-W 
pada Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAPPB-El, mencetak 
Register Penerimaan Data dan menyampaikannya kepada 
Verifikator; 

3.5. Verifikator mencocokan ulang Register Penerimaan Data 
dengan Register Pengiriman Data dari UAPPB-W: 
3.5.1. Jika jumlah data (record) sama, lakukan 

pencetakan Laporan BMN untuk UAPPB-W yang 
bersangkutan; 

3.5.2. Jika ada perbedaan jumlah data, UAPPB-W yang 
bersangkutan diminta untuk melakukan 
pengiriman ulang (ulangi langkah awal). 

3.6. Operator melakukan kompilasi data UAPPB-W untuk 
membuat laporan UAPPB-El dan mencetak laporan 
tersebut untuk diserahkan kepada Verifikator; 

3.7. Verifikator mencocokkan ulang data laporan BMN dengan 
cetakan Laporan BMN UAPPB-W yang diterima: 
3.7.1. Jika angka laporan BMN sama, Verifikator 

meminta kepada Operator untuk membuat ADK 
file kirim data BMN pada Aplikasi SIMAK-BMN 
untuk proses pengiriman berjenjang ke UAPPB-El; 
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3.7.2. Jika ada perbedaan angka laporan, sampaikan 
kepada UAPPB-W yang bersangkutan untuk 
mengirim ulang ADK (ulangi langkah awal). 

3.8. Petugas Administrasi mengarsipkan dokumen sumber, 
Register Penerimaan, Laporan BMN yang telah diverifikasi 
untuk keperluan lebih lanjut. 

C. Prosedur Penyusunan Laporan BMN/SIMAK-BMN Pada 
Tingkat UAPPB-El 
1. Penerimaan Data UAPPB-W/UAKPB KP/DK/TP Pada 

UAPPB-El 
1.1. Petugas Administrasi menerima dokumen sumber yaitu 

Laporan BMN, LKB (untuk periode akhir tahun), Catatan 
Ringkas BMN, ADK, dan Register Pengiriman dari UAPPB­
W /UAKPB KP/DK/TP; 

1.2. Petugas Administrasi mencatat penerimaan dokumen 
sumber tersebut di dalam buku agenda; 

1.3. Petugas Administrasi menyampaikan dokumen sumber 
tersebut kepada Verifikator; 

1.4. Verifikator menerima dan melakukan verifikasi atas 
dokumen sumber, meliputi: 
1.4.l. Dokumen sumber telah ditandatangani oleh 

penanggung jawab UAPPB-El; 
1.4.2. ADK yang diterima memiliki kode UAPPB­

W/UAKPB KP/DK/TP dan periode pengiriman yang 
sesuai dengan dokumen sumber; 

1.4.3. Apabila terdapat dokumen sumber yang tidak sah 
atau rusak, menyampaikan pemberitahuan kepada 
UAPPB-W/UAKPB KP/DK/TP yang bersangkutan 
untuk memperbaiki atau melengkapi dokumen 
sumber; 

1.5. Operator UAPPB-El melakukan proses penerimaan data 
dari UAPPB-W/UAKPB KP/DK/TP pada Aplikasi SIMAK­
BMN, mencetak Register Penerimaan dan 
menyampaikannya kepada Verifikator; 

1.6. Verifikator mencocokan ulang Register Penerimaan Data 
dengan Register Pengiriman Data dari UAPPB-El: 
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1.7.1. Jika jumlah data (record) sama, lakukan 
pencetakan Laporan BMN untuk UAPPB-W/UAKPB 
KP/DK/TP yang bersangkutan; 

1.7.2. Jika ada perbedaan jumlah data, UAPPB-W/UAKPB 
KP/DK/TP yang bersangkutan diminta untuk 
melakukan pengiriman ulang; 

1.7. Operator melakukan pencetakan Laporan BMN 
berdasarkan ADK dan Dokumen Sumber dan menyerahkan 
kepada Verifikator; 

1.8. Verifikator mencocokkan ulang data laporan BMN dengan 
hasil cetak Laporan BMN UAPPB-El yang diterima dengan 
ketentuan: 
1.9.1. Jika nilai aset pada Laporan BMN sama, Verifikator 

meminta Operator untuk melakukan back-up data 
BMN pada Aplikasi SIMAK-BMN; 

1.9.2. Jika ada perbedaan nilai aset pada laporan BMN, 
Verifikator menyampaikan kepada UAPPB­
W/UAKPB KP/DK/TP yang bersangkutan untuk 
mengirim ulang ADK; 

1.9. Petugas Administrasi mencatat dan mengarsipkan 
dokumen sumber, Register Penerimaan, Laporan BMN 
yang telah diverifikasi untuk keperluan lebih lanjut. 

2. Rekonsiliasi Eksternal UAPPB-E1 dengan DJKN 
Rekonsiliasi Eksternal UAPPB-El dengan DJKN dilakukan dengan 
prosedur sebagai berikut: 
2.1. Operator melakukan back up data, membuat dan 

mencetak ADK LBPPEl dan Register Pengiriman Data ke 
DJKN kemudian diserahkan kepada Verifikator untuk 
diverifikasi ulang; 

2.2. Verifikator menyampaikan berkas untuk Rekonsiliasi 
Eksternal kepada Validator untuk divalidasi, dan 
menyerahkan kepada Petugas Administrasi untuk 
dilakukan pengiriman ke DJKN; 

2.3. Petugas Administrasi mengirim LBPPEl, ADK, dan Register 
Pengiriman yang telah divalidasi oleh Validator ke DJKN. 
Setelah ditandatangani oleh petugas DJKN, Register 
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Pengiriman diambil kembali sebagai arsip (1 lembar 
ditinggal di DJKN sebagai arsip); 

2.4. Verifikator melakukan Rekonsiliasi Eksternal dengan DJKN: 
2.4.3. Jika laporan hasil rekonsiliasi sudah sama, 

dilanjutkan dengan pembuatan dan 
penandatanganan BAR; 

2.4.4. Jika di dalam laporan hasil rekonsiliasi masih 
terdapat kekeliruan pada data LBPPEl, lakukan 
perbaikan data dan mengulangi langkah 
rekonsiliasi; 

2.5. Verifikator menerima BAR yang disiapkan oleh DJKN dan 
menyampaikannya kepada Validator atau 
penanggungjawab UAPPB-El atau pejabat lain yang 
ditunjuk untuk ditandatangani; 

2.6. Verifikator menyerahkan kembali BAR yang telah 
ditandatangani oleh Validator atau penanggungjawab 
UAPPB-El ke DJKN untuk disahkan oleh pejabat yang 
menangani rekonsiliasi di DJKN; 

2.7. Petugas Administrasi UAPPB-El mencatat dan 
mengarsipkan laporan hasil rekonsiliasi dan BAR yang 
telah disahkan dalam Register Pengiriman data ke DJKN 
untuk keperluan lebih lanjut. 

3. Pelaporan dan Pengiriman Data UAPPB-El Ke UAPB 
3.1. Operator membuat ADK file kirim dari aplikasi SIMAK-BMN 

untuk UAPPB-El dengan ketentuan penamaan yang 
tercantum pada Bab Ketentuan Umum dan Pengendalian 
Internal dalam buku Pedoman ini, yang secara otomatis 
dihasilkan dari aplikasi SIMAK-BMN dan mencetak Laporan 
BMN yang terdiri atas: , 
3.1.1. Laporan BMN Intrakomptabel; 
3.1.2. Laporan BMN Ekstrakomptabel; 
3.1.3. Laporan BMN Intrakomptabel dan 

Ekstral<Gmptabel; 
3.1.4. Laporan BMN Bersejarah; 
3.1.5. Laporan Persediaan; 
3.1.6. Laporan KDP; 
3.1.7. Laporan Aset Tak Berwujud; 
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3.1.8. Untuk Laporan periode akhir tahun perlu dicetak 
laporan BMN berikut, yaitu: 
a. Laporan Kondisi Barang (LKB); 
b. Laporan BMN Tahunan; 

3.2. Verifikator membuat Catatan Ringkas BMN berdasarkan 
Laporan BMN, LKB dan Laporan BMN tahunan sebelum 
dikirimkan ke UAPB; 

3.3. Operator UAPPB-El mencetak lembar bukti pengiriman 
ADK dan bersama dengan Verifikator menandatangani 
lembar tersebut; 

3.4. Petugas UAPB menerima dokumen sumber yaitu berkas 
cetak Laporan BMN, LKB (untuk periode akhir tahun), 
CRBMN, dan Register Pengiriman dari UAPPB-El; 

3.5. Operator melakukan prosedur penerimaan ADK UAPPB-El 
pada Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAPB, mencetak 
Register Penerimaan Data dan menyampaikannya kepada 
Verifikator; 

3.6. Verifikator mencocokan ulang Register Penerimaan Data 
dengan Register Pengiriman Data dari UAPPB-El: 
3.6.1. Jika jumlah data (record) sama, lakukan 

pencetakan Laporan BMN untuk UAPPB-El yang 
bersangkutan; 

3.6.2. Jika ada perbedaan jumlah data, UAPPB-El yang 
bersangkutan diminta untuk melakukan 
pengiriman ulang (ulangi langkah awal). 

3.7. Operator melakukan kompilasi data UAPPB-El untuk 
membuat laporan UAPB dan mencetak laporan tersebut 
untuk diserahkan kepada Verifikator; 

3.8. Verifikator mencocokkan ulang data laporan BMN dengan 
cetakan Laporan BMN UAPPB-El yang diterima: 
3.8.1. Jika angka laporan BMN sama, Verifikator 

meminta kepada Operator untuk membuat ADK 
file kirim data BMN pada Aplikasi SIMAK-BMN 
untuk proses pengiriman berjenjang ke UAPB; 

3.8.2. Jika ada perbedaan angka laporan, sampaikan 
kepada UAPPB-El yang bersangkutan untuk 
mengirim ulang ADK (ulangi langkah awal). 
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3.9. Petugas Administrasi mengarsipkan dokumen 
sumber, Register Penerimaan, Laporan BMN yang 
telah diverifikasi untuk keperluan lebih lanjut. 

D. Prosedur Penyusunan Laporan BMN/SIMAK-BMN Pada 
Tingkat UAPB 
1. Penerimaan Data UAPPB-El Pada UAPB 

1.1. Petugas Administrasi menerima dokumen sumber 
(Laporan BMN, LKB, Catatan Ringkas BMN, ADK, dan 
Register Pengiriman); 

1.2. Petugas Administrasi mencatat penerimaan dokumen 
sumber tersebut dalam buku agenda; 

1.3. Petugas Administrasi menyampaikan dokumen sumber 
tersebut kepada Verifikator; 

1.4. Verifikator menerima dan melakukan verifikasi atas 
dokumen sumber, meliputi: 
1.4.1. Dokumen sumber telah ditandatangani oleh 

penanggung jawab UAPPB-El; 
1.4.2. ADK yang diterima memiliki kode UAPPB-El dan 

periode pengiriman yang sesuai dengan dokumen 
sumber; 

1.4.3. Apabila terdapat dokumen sumber yang tidak sah, 
menyampaikan pemberitahuan kepada UAPPB-El 
yang bersangkutan untuk memperbaiki atau 
melengkapi dokumen sumber; 

1.5. Operator UAPB melakukan proses penerimaan data ADK 
dari UAPPB-El pada aplikasi SIMAK-BMN, mencetak 
Register Penerimaan dan menyampaikannya kepada 
Verifi kator; 

1.6. Verifikator mencocokan ulang Register Penerimaan Data 
dengan Register Pengiriman Data dari UAPPB-El: 
1.6.1. Jika jumlah data (record) sama, lakukan 

pencetakan Laporan BMN untuk UAPPB-El yang 
bersangkutan; 

1.6.2. Jika ada perbedaan jumlah data, UAPPB-El yang 
bersangkutan diminta untuk melakukan 
pengiriman ulang (ulangi langkah dari awal); 
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1.7. Operator mencetak Laporan BMN berdasarkan ADK dan 
Dokumen Sumber dan menyerahkan kepada Verifikator; 

1.8. Verifikator mencocokan ulang data Laporan BMN dengan 
cetakan Laporan BMN dengan kententuan; 
1.8.1. Jika angka laporan BMN sama, Verfikator meminta 

Operator untuk melakukan back-up data BMN 
pada Aplikasi SIMAK-BMN; 

1.8.2. Jika ada perbedaan nilai aset pada laporan BMN, 
Verifikator menyampaikan kepada UAPPB-El yang 
bersangkutan untuk mengirim ulang ADK; 

1.9. Petugas Administrasi mencatat dan mengarsipkan 
dokumen sumber, Register Penerimaan, Laporan BMN 
yang telah diverifikasi untuk keperluan lebih lanjut. 

2. Prosedur Rekonsiliasi Eksternal UAPB dengan DJKN 
Rekonsiliasi Eksternal UAPB dengan DJKN dilakukan dengan 
prosedur sebagai berikut: 
2.1. Operator melakukan back up data, mencetak LBP, 

membuat ADK LBP dan mencetak Register Pengiriman 
Data ke DJKN yang kemudian diserahkan kepada 
Verifikator untuk diverifikasi ulang; 

2.2. Verifikator menyampaikan berkas untuk Rekonsiliasi 
Eksternal yang sudah diverifikasi kepada Validator untuk 
divalidasi, dan selanjutnya menyerahkan kepada Petugas 
Administrasi untuk dikirim ke DJKN; 

2.3. Petugas Administrasi mengirim LBP, ADK, dan Register 
Pengiriman yang telah divalidasi oleh Validator ke DJKN. 
Setelah ditandatangani oleh petugas DJKN, Register 
Pengiriman diambil kembali sebagai arsip (1 lembar 
ditinggal di DJKN sebagai arsip); 

2.4. Verifikator UAPB melakukan Rekonsiliasi dengan DJKN: 
2.4.1. Jika laporan hasil rekonsiliasi sudah 

sama,dilanjutkan dengan pembuatan dan 
penandatanganan BAR; 

2.4.2. Jika dalam laporan hasil rekonsiliasi terdapat 
kesalahan pada data LBP, penelusuran dan 
perbaikan data dilakukan Petugas Administrasi, 
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Verifikator dan Operator dan kemudian meminta 
UAKPB terkait untuk melakukan perbaikan data 
sesuai dengan prosedur pelaporan berjenjang 
melalui UAPPB-El; 

2.5. Verifikator menerima BAR yang disiapkan oleh DJKN dan 
menyampaikannya kepada Validator atau 
penanggungjawab UAPB atau pejabat lain yang ditunjuk 
untuk ditandatangani; 

2.6. Verifikator menyerahkan kembali BAR yang telah 
ditandatangani oleh Validator atau penanggungjawab 
UAPB ke DJKN untuk disahkan oleh pejabat yang 
menangani rekonsiliasi di DJKN; 

2.7. Petugas Administrasi UAPB mencatat dan mengarsipkan 
laporan hasil rekonsiliasi dan BAR yang telah disahkan 
dalam Register Pengiriman data ke DJKN untuk keperluan 
lebih lanjut. 

3. Pelaporan dan Pengiriman Data UAPB Ke DJKN 
3.1. Operator membuat ADK file kirim dari aplikasi SIMAK-BMN 

untuk UAPB dengan ketentuan penamaan yang tercantum 
pada Bab III Ketentuan Umum dan Pengendalian Internal, 
yang secara otomatis dihasilkan dari aplikasi SIMAK-BMN 
dan mencetak Laporan BMN yang terdiri atas: 
3.1.1. Laporan BMN Intrakomptabel; 
3.1.1. Laporan BMN Ekstrakomptabel; 
3.1.2. Laporan BMN Intrakomptabel dan 

Ekstrakomptabel; 
3.1.3. Laporan BMN Bersejarah; 
3.1.4. Laporan Persediaan; 
3.1.5. Laporan KDP; 
3.1.6. Laporan Aset Tak Berwujud; 
3.1.7. Untuk periode akhir tahun, perlu dicetak Laporan 

BMN sebagai berikut, yaitu: 
a.Laporan Kondisi Barang; 
b.Laporan BMN Tahunan. 

3.2. Verifikator membuat CRBMN berdasarkan Laporan BMN, 
LKB, Laporan BMN semester/tahunan; 
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3.3. Operator UAPB mencetak lembar bukti peng1nman ADK 
dan bersama dengan Verifikator menandatangani lembar 
terse but; 

3.4. ADK dan register pengiriman disampaikan ke DJKN pada 2 
(dua) kali dalam setahun yaitu semester I dan tahunan. 
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BAB VI 
MANUAL PENGGUNAAN APLIKASI SIMKEU KEMENDIKBUD 

A. LOGIN 

1. Loginatau Masuk ke dalam Aplikasi Pelaporan SAK 
Buka aplikasi perambah internet (disarankan Mozilla Firefox), 
kemudian ketik ala mat SIMKeu Kemdikbud 
http://simkeu.kemdikbud.go.id, maka akan muncul halaman 
seperti di bawah ini. 

Jc T;'turan ..... fi._;mtHdf ' 

"'""" 1!:::$..~(~ 
~··t ,l,"l,'l.-..... , 

Gambar 1. Halaman Utama SIMKeu Kemdikbud 
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2. Untuk melakukan pelaporan SAK, klik menu TRANSAKSI yang 

terletak pada sebelah atas halaman utama, maka akan muncul 
halaman seperti di bawah ini. 

Gambar 2. Halaman Login SIMKeu Kemdikbud 

3. Masukkan Identitas dan Kata Sandi pada kolom yang telah 
disediakan seperti tertera pada gambar 2. Pilih tahun anggaran 
sesuai dengan tahun anggaran berjalan, kemudian klik tombol 
MASUK, dan akan tampil halaman seperti di bawah ini. 
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Gambar 3. Halaman Beranda Aplikasi Pelaporan SAK SIMKeu 
Kemdikbud 

4. Selanjutnya klik menu SAK pada halaman Beranda Aplikasi 
Pelaporan SAK SIMKeu Kemdikbud, maka akan tampil halaman 
seperti di bawah ini. 

~•'-"-.O." ettt.J•"' ... " '" ,.,.,..,,.,MA .. o•r.., ... ,., . 
'"'"""~JO I ! 

UPO• r• U .... ,., . ..,., ....... 11 .... u ·• ·H:IATJlAlll 
,...l lit.M · ~ •ll ll All! lll JtlOl.lt.9;111. • l"lll l{llUD(lllllPL'"lll'I ) 

-

Gambar 4. Tamplian default Menu Aplikasi Pelaporan SAK 
SIMKeu Kemdikbud 
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Pada Menu SAK, terdapat 4 Sub Menu, yaitu: Rencana 
Penarikan Dana, Kirim Bulanan, Kirim Semester, dan 
Lap. Manajemen. Tampilan default menu SAK adalah 
tamplian sub menu Kirim Bulanan. 

B. RENCANA PENARIKAN DANA 
B.1. Tingkat Satuan Kerja 

1. Rencana Penarikan Dana wajib diisi secara manual oleh Satker, 
dengan menggunakan data DIPA halaman 3 (Rencana Penarikan 
Dana). 

2. Untuk melakukan pengisian data rencana penarikan dana, klik 
tombol Sub Menu Rencana Penarikan Dana, maka akan 
tampil halaman seperti di bawah ini. 

-
AprJ 

Al IU:ANA Pl_NARIKAN OANA 
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,II O klobff 1 0 I J 

r., ....... .,. 1 ... ,, , dJt-• • .. ·.• 
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Pp 1 U to<_1h Oatit Rencana P01"1<t1iklw\ 

IDl <l l~ftOU kp b ll"1 , 14'l, l .t!i,0lHJ , 

Gambar 5. Tampilan Sub Menu Rencana Penarikan Dana 

3. Untuk melakukan pengisian data rencana penarikan sesuai 
dengan dokumen DIPA, klik tombol Ubah Data Rencana 
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Penarikan, maka akan tampil halaman seperti pada gambar 6. 
Isi data pada kolom Perubahan dengan data per bulan atau 
bukan akumulasi tahunan. Angka yang dimasukkan adalah 
angka riil (tidak dalam ribuan rupiah) dari table dokumen DIPA. 

Setelah selesai, klik tombol Simpan Data agar data yang baru 
saja dimasukkan terekam dengan baik dan selanjutnya klik 
tombol Kembali untuk kembali pada halaman utama Rencana 
Penarikan Dana. Apabila tidak melakukan pemutakhiran data, 
maka cukup klik tombol Kembali. 

4. Perlu diketahui bahwa 
a. Setiap klik tombol Simpan Data, maka waktu pada saat itu 

akan terekam sebagai tanggal pemutakhiran data terkini; 
b. Total Pagu akan muncul apabila ADK saldo awal dan ADK 

file kirim telah diunggah, dan jumlahnya harus sama dengan 
angka pada bulan Desember apabila angka telah 
dimasukkan. 

Pr MASUKAN OATA RI NCANA P l NARlkAN DANA 
S[ IUtETAR.IAl _J[NOE RAL OEPO IJCNAS 

l AHUNAHGCIJtAJ't 20 1 "1 

Oal a pP.r f<t"'IOll l : :m oktober 70 11 

Vo!'fMllllalchir • n d•I• o~ : Manual - --- -RI! 10.000 000 I O<XX)()JO 

Pv ;>Q 000.0C•O llXlOOOQO 

co J(• liOO. noo IOOOClOOO 

Jotol Paau Rp 689, 149. 7 25, 000 

Gambar 6. Pemasukan Data Rencana Penarikan Dana 
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5. Untuk menampilkan Grafik yang membandingkan antara 
Rencana Penarikan bulanan (sesuai rencana setiap bulan) 
dengan realisasi yang ditampilkan berdasarkan ADK file kirim 
yang dikirim setiap bulan oleh petugas satker, klik tombol 
Grafik Rencana Penarikan Perbulan yang terdapat pada 
Gambar 5. Tampilan Sub Menu Rencana Penarikan Dana. 
Grafik tersebut akan muncul seperti pada gambar 7 di bawah ini. 

PtrtoaondingOln Auliu.1i A"991nin dtog<1n ~tnun• Pt1u1ri luin Ptrii.,1 l<1 n 
SUA!TAR!Al' JENOfltAL DU>OtKNAS 

T.1hun l\ri g901r•n ~11 

I 

I 

Gambar 7. Grafik Rencana Penarikan Perbulan 

6. Untuk menampilkan Grafik yang membandingkan antara 
Rencana Penarikan akumulasi tahunan (mulai Januari hingga 
bulan berjalan) dengan realisasi yang ditampilkan berdasarkan 
ADK file kirim yang dikirim setiap bulan oleh petugas satker, klik 
tombol Grafik Rencana Penarikan Pertahun yang terdapat 
pada Gambar 5. Tampilan Sub Menu Rencana Penarikan 
Dana. Grafik tersebut akan muncul seperti pada gambar 8 di 
bawah ini. 
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Gambar 8. Grafik Rencana Penarikan Pertahun 

7. Perlu diketahui bahwa 
a. Apabila data rencana penarikan atau ADK file kirim 

belum dimasukkan, maka kedua grafik tersebut di atas 
tidak dapat tampil. 

b. Apabila terjadi perbedaan antara data Desember dengan 
Total Pagu, maka yang perlu diverifikasi adalah 
pemasukan data rencana penarikan atau data yang 
terdapat pada ADK file kirim. Apabila tidak ada masalah 
pada keduanya, maka hubungi Administrator untuk 
perbaikan pada aplikasi. 

B.2. Tingkat Eselon 1 

1. Data yang ditampilkan pada Rencana Penarikan Dana berasal 
dari data yang dimasukkan oleh Satker. 
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2. Untuk melakukan akumulasi data rencana penarikan dana, klik 
tombol Sub Menu Rencana Penarikan Dana, maka akan 

tampil halaman seperti di bawah ini. 

G!W.~-..., .. v""..w..,J>.1w ... 
t.r•~-l'tot<lill•...,p~.,., 

Gambar 9. Tampilan Sub Menu Rencana Penarikan Dana 

3. Untuk menampilkan Grafik yang membandingkan antara 
Rencana Penarikan bulanan (sesuai rencana setiap bulan) 
dengan realisasi yang ditampilkan berdasarkan ADK file kirim 
yang dikirim setiap bulan oleh petugas satker, klik tombol 
Grafik Rencana Penarikan Perbulan yang terdapat pada 
Gambar 9. Tampilan Sub Menu Rencana Penarikan Dana. 
Grafik tersebut akan muncul seperti pada gambar 10 di bawah 
ini. 
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Gambar 10. Grafik Rencana Penarikan Perbulan 

4. Untuk menampilkan Grafik yang membandingkan antara 
Rencana Penarikan akumulasi tahunan (mulai Januari hingga 
bulan berjalan) dengan realisasi yang ditampilkan berdasarkan 
ADK file kirim yang dikirim setiap bulan oleh petugas satker, klik 
tombol Grafik Rencana Penarikan Pertahun yang terdapat 
pada Gambar 9. Tampilan Sub Menu Rencana Penarikan 
Dana. Grafik tersebut akan muncul seperti pada gambar 11 di 
bawah ini. 
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Gambar 11. Grafik Rencana Penarikan Pertahun 

5. Perlu diketahui bahwa 
a. Apabila data rencana penarikan atau ADK file kirim 

belum dimasukkan, maka kedua grafik tersebut di atas 
tidak dapat tampil. 

b. Apabila terjadi perbedaan antara data Desember dengan 
Total Pagu, maka yang perlu diverifikasi adalah 
pemasukan data rencana penarikan atau data yang 
terdapat pada ADK file kirim. Apabila tidak ada masalah 
pada keduanya, maka hubungi Administrator untuk 
perbaikan pada aplikasi. 

C. KIRIM ADK FILE KI RIM BULANAN 

1. Untuk pengiriman ADK file kirim bulanan, klik Sub Menu KIRIM 

BULANAN, maka akan tampil halaman seperti pada gambar 4. 

2. Untuk mengirimkan ADK file kirim, klik tombol Browse ... (lihat 
gambar 12), kemudian buka folder C:\SAKPA13\krm\ dan cari 
ADK yang akan diunggah. 
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3. ADK file kirim yang diunggah adalah ADK yang bernama 
jk023eessssssmm.130, di mana jk = jenis kewenangan, 023 
= kode kementerian, ee = kode eselon, ssssss = kode satker, 
mm = bulan, .130 = ekstensi file untuk tahun 2013. Sebagai 
contoh: untuk pengunggahan ADK file kirim bulan Mei 2013 
dari Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kemdikbud adalah file 
yang bernama KP0230113759005.130 

4. Selanjutnya, pilih Keterangan Berkas sesuai dengan 
pengiriman: 

a. Pengiriman Pertama, tidak memerlukan keterangan 
b. Perbaikan I, Perbaikan II, atau Lainnya, perlu 

mencantumkan keterangan sesuai dengan perbaikan 
yang dilakukan. 

pt:l.Al'l».Ult_Ul" IAJI'; 
1'£,,.c:;r•l.....,.DAIA~fVI 

14-AA(;(;.41lA"Htl ' 
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Gambar 12. Pengiriman Data Satker (ADK File Kirim) 

5. Pilih Eselon 1 hanya berlaku untuk Satker Dekonsentrasi dan 
Tugas Pembantuan yang mengirimkan laporan keuangan sesuai 
dengan eselon 1 yang dituju. Untuk Satker KD dan KP, pilihan ini 
tidak berfungsi. 

...... ...... 
-

Gambar 13. Rekaman Pengiriman Data Satker (ADK File Kirim) 
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6. Setelah lengkap, klik tombol Kirim, maka selanjutnya rekaman 
pengiriman tersebut akan tampil pada tabel yang terdapat di 
bawah pengiriman data satker seperti pada gambar 13. 

a. Status Pengiriman Terakhir ADK, adalah tabel yang 
menampilkan pengiriman ADK file kirim yang terkini 
untuk setiap bulannya. 

b. Status Rinci, adalah tabel yang menampilkan semua 
pengiriman ADK file kirim yang dilakukan. Daftar ini 
diurutkan berdasarkan bulan dan pengiriman terakhir 
berada di paling atas urutan. 

7. Perlu diketahui bahwa 
a. ADK file kirim setiap bulannya mencakup semua 

transaksi bulanan termasuk kumulatif mulai dari bulan 
Januari sampai dengan bulan berjalan; 

b. Apabila terjadi perubahan pada bulan-bulan 
sebelumnya, maka yang diunggah cukup ADK file kirim 
bulan berjalan saja. 

D. TERI MA ADK FILE KI RIM BULANAN 
D.1. Tingkat Wilayah 

1. Untuk penerimaan ADK file kirim bulanan dari Unit Akuntansi 
tingkat dibawahnya, klik Sub Menu TERIMA BULANAN, maka 
akan tampil halaman seperti pada gambar 14. 
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Gambar 14. Penerimaan ADK file kirim Bulanan dari 
Satker 

2. Pada halaman ini tampil semua ADK yang telah dikirimkan oleh 
Satker diwilayah tersebut beserta informasi bulan dari ADK yang 
bersangkutan dan tanggal pengiriman. Untuk mempermudah 
pencarian ADK yang ingin diunduh dapat dilakukan filtering 
dengan memilih Satker yang terdapat pada bagian dropdown 
diatas tabel. 

3. Unduk mengunduh ADK klik tombol Unduh yang terdapat pada 
bagian paling kanan dari baris ADK yang telah dikirimkan Satker. 
Simpan ke folder C:\SAPPAW13\trm\ untuk selanjutnya 
dikonsolidasikan untuk semua Satker diwilayah tersebut dengan 
melakukan penerimaan ADK pada Aplikasi SAPPA-W 
Kementerian Keuangan. 

D.2. Tingkat Eselon 1 

1. Untuk penerimaan ADK file kirim bulanan dari Unit Akuntansi 
tingkat dibawahnya, klik Sub Menu TERIMA BULANAN, maka 
akan tampil halaman seperti pada gambar 15. 
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Gambar 15. Penerimaan ADK file kirim Bulanan dari 
Satker KP dan UAPPA-W 

2. Pada halaman ini tampil semua ADK yang telah dikirimkan oleh 
Satker KP dan UAPPA-W yang berada dibawah kewenangan 
Eselon 1 tersebut beserta informasi bulan dari ADK yang 
bersangkutan dan tanggal pengiriman. Untuk mempermudah 
pencarian ADK yang ingin diunduh dapat dilakukan filtering 
dengan memilih Propinsi yang terdapat pada bagian dropdown 
diatas tabel. 

3. Unduk mengunduh ADK klik tombol Unduh yang terdapat pada 
bagian paling kanan dari baris ADK yang telah dikirimkan Satker. 
Simpan ke folder C:\SAPPAE113\trm\ untuk selanjutnya 
dikonsolidasikan untuk semua Satker diwilayah tersebut dengan 
melakukan penerimaan ADK pada Aplikasi SAPPA-El 
Kementerian Keuangan. 
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D.3. Tingkat Kementerian 

1. Untuk penerimaan ADK file kirim bulanan dari Unit Akuntansi 
tingkat dibawahnya, klik Sub Menu TERIMA BULANAN , maka 
akan tampil halaman seperti pada gambar 16. 
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Gambar 16. Penerimaan ADK file kirim Bulanan dari 
UAPPA-El 

2. Pada halaman ini tampil semua ADK yang telah dikirimkan oleh 
UAPPA-El yang berada dibawah kewenangan Kementerian 
beserta informasi bulan dari ADK yang bersangkutan dan 
tanggal pengiriman. Untuk mempermudah pencarian ADK yang 
ingin diunduh dapat dilakukan filtering dengan memilih Propinsi 
yang terdapat pada bagian dropdown diatas tabel. 

3. Unduk mengunduh ADK klik tombol Unduh yang terdapat pada 
bagian paling kanan dari baris ADK yang telah dikirimkan Satker. 
Simpan ke folder C:\SAPA13\trm\ untuk selanjutnya 
dikonsolidasikan untuk semua Satker diwilayah tersebut dengan 
melakukan penerimaan ADK pada Aplikasi SAPA Kementerian 
Keuangan. 
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E. KIRIM ADK BACKUP 

1. Pengiriman ADK backup dilakukan setiap semester. 

2. Untuk melakukan pengiriman, klik sub menu Kirim 
Semester, lalu akan tampil halaman seperti pada 
gambar 17. 
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Gambar 17. Halaman Pengiriman ADK Backup Semester 

3. Pilih Periode pengiriman 
a. Semester 1, untuk pengiriman ADK backup 

Januari sampai dengan Juni 2013 
b. Tahunan, untuk pengiriman ADK backup Juli 

sampai dengan Desember 2013 

4. Untuk mengirimkan ADK backup, klik tombol Browse ... 
yang terletak pada samping kanan Pilih ADK backup 
untuk dikirim. Kemudian, buka folder 
C:\SAKPA13\bck\ dan selanjutnya pilih ADK backup 
untuk diunggah. 
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Gambar 18. Mencari ADK untuk Pengiriman ADK Backup 
Semester 

5. ADK backup untuk diunggah adalah ADK backup yang 
bernama jk023eessssssyymmdd.bck, di mana jk = 
jenis kewenangan, 023 = kode kementerian, ee = kode 
eselon, ssssss = kode satker, yy = 2 angka tahun 
berjalan, mm = 2 angka bulan berjalan, dd = 2 angka 
tanggal dibuatnya ADK, dan .bck = ekstensi backup. 
Sebagai contoh: untuk satker Sekretariat Jenderal 
Kemdikbud yang ADK backup nya dibuat pada tanggal 6 
Juli 2013 adalah: KP02301 137590130706.bck 

6. Setelah memilih ADK backup untuk diunggah, maka 
akan tampil catatan pengiriman yang dapat dilihat pada 
tabel rekaman pengiriman ADK backup seperti pada 
gambar di bawah ini. 
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Gambar 19. Rekaman Unggahan ADK Backup Semester 

F. TERIMA ADK FILEKIRIM SEMESTER 
F.1. Tingkat Wilayah 

1. Untuk penerimaan ADK file kirim semester dari Unit Akuntansi 
tingkat dibawahnya, klik Sub Menu TERIMA SEMESTER, maka 
akan tampil halaman seperti pada gambar 20 . 

.._ _ _ _ .-cll..,.'lll""'KS __ ..,_ 
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Gambar 20. Penerimaan ADK file kirim Semester dari 
Satker 

2. Pada halaman ini tampil status pengiriman ADK Semester yang 
telah dikirimkan oleh Satker diwilayah tersebut. Unduk 
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mengunduh ADK klik tombol Unduh baik yang terdapat pada 
kolom Semester atau Tahun yang terdapat pada bagian paling 
kanan dari baris Satker. ADK ini jika diperlukan dapat di restore 
pada Aplikasi SAKPA Kementerian Keuangan. 

F.2. Tingkat Eselon 1 

1. Untuk penerimaan ADK file kirim semester dari Unit Akuntansi 
tingkat dibawahnya, klik Sub Menu TERIMA SEMESTER, maka 
akan tampil halaman seperti pada gambar 21. 
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Gambar 21. Penerimaan ADK file kirim Semester dari 
Satker KP dan UAPPA-W 

2. Pada halaman ini tampil status pengiriman ADK Semester yang 
telah dikirimkan oleh Satker KP dan UAPPA-W dibawah 
kewenangan Eselon 1 tersebut. Unduk mengunduh ADK klik 
tombol Unduh baik yang terdapat pada kolom Semester atau 
Tahun yang terdapat pada bagian paling kanan dari baris Satker 
atau UAPPA-W. ADK ini jika diperlukan dapat di restore pada 
Aplikasi SAKPA atau Aplikasi SAPPA-W Kementerian Keuangan. 
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F.3. Tingkat Kementerian 

1. Untuk penerimaan ADK file kirim semester dari Unit Akuntansi 
tingkat dibawahnya, klik Sub Menu TERIMA SEMESTER, maka 
akan tampil halaman seperti pada gambar 22. 
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Gambar 22. Penerimaan ADK file kirim Semester dari 
UAP PA-El 

2. Pada halaman ini tampil status pengiriman ADK Semester yang 
telah dikirimkan oleh UAPPA-El. Unduk mengunduh ADK klik 
tombol Unduh baik yang terdapat pada kolom Semester atau 
Tahun yang terdapat pada bagian paling kanan dari baris 
UAPPA-El. ADK ini jika diperlukan dapat di restore pada Aplikasi 
SAPPA-El Kementerian Keuangan. 

G. LAPORAN MANAJEMEN 

1. Untuk menampilkan Laporan Manajemen, klik sub menu Lap. 
Manajemen maka akan tampil halaman seperti pada gambar di 
bawah ini. 
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LAPORAN MANAJEMEN SIMKeu 
UNIT AKUNTANSl KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

SlKllfTAR1AT JlNOERAL KEMDJKBUD (BIRO UM UM} 
K!Mt:NTERlAN PfNDIOIKAN DAN KHUOAYAAN 

Gambar 23. Halaman Utama Laporan Manajemen SIMKeu 
Kemdikbud 

2. Untuk membuka masing-masing laporan, klik pada judul yang 
tersedia pada halaman utama Laporan Manajemen (lihat gambar 
23), atau melalui menu yang terdapat pada sebelah kiri atas 
halaman seperti pada gambar 24. 

"!!!lllll l~ANGGAAANl"utJfNISPlNGU.UARAN / IU.ASIFlkASIBUANJA I: SfkflfTAIUAT JfNDf~ K!MOIK8UO 
fAHUN ANGGAAAN' 2012 

PER TANGGAl JO NOVfMlfR .2012 
~. p,,l •nfl•..., .., ~ .. . , . .., ( 011.l,Afll-.N~t< J 

l'f""" Nr .,.. ~·· ~ · 0, -1- .... 4.,,. ,~ ~r< 

Gambar 24. Menu Laporan Manajemen SIMKeu Kemdikbud 

3. Laporan manajemen dapat menampilkan laporan sesuai dengan 
periode yang diinginkan. Klik tombol Periode yang terletak 
pada bagian kanan atas halaman Laporan Manajemen dan 
selanjutnya klik pada tanda panah untuk memilih periode bulan 
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yang dikehendaki, kemudian klik tombol Proses (lihat gambar 
25). 
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Gambar 25. Pilihan periode bulan untuk menampilkan Laporan 
Manajemen 

4. Laporan Realisasi Anggaran Per Jenis Pengeluaran 

a. Pagu dan Realisasi 

LAPORAN ftEAUSASI ANGGARAN PER JENlS PENGfLUARAN 
Sl!KAf:TAIUAT JENDIRAL UMOIK&UO (IUl(> UMUM) 

TAtiON ANGGARAN 20U 
PfR TANGGAl JO NOVEMIER 20U 

( 0...V.lrol~itlll'IA .. ) 
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Gambar 26. Laporan Realisasi Anggaran Per lenis Pengeluaran, 
Perbandingan Pagu dan Realisasi 
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b. Per Klasifikasi Belanja 
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Gambar 27. Laporan Realisasi Anggaran Per Jenis Pengeluaran, 
Per Klasifikasi Belanja 

5. Laporan Realisasi Anggaran Per Program 
a. Pagu dan Realisasi 

KOO! 

l (.' ~ 

LAPORAN REAUSASI ANGGARAN PER PROGRAM 
SEKRETARIAT JENOERAL KEMDIKIUD (BIRO UMUM) 

TAHUN ANGGARAN 2013 
PER TANGGAL SO NOVEMBER 2013 

( DAUM RllUAN RUPIAH ) 
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Gambar 28. Laporan Realisasi Anggaran Per Program, 
Perbandingan Pagu dan Realisasi 
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b. Per Jenis Pengeluaran 
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Gambar 29. Laporan Realisasi Anggaran Per Program, 
Per Jenis Pengeluaran 

6. Laporan Realisasi Anggaran Per Kegiatan 

a. Pagu dan Realisasi 

LAPORAN REAUSASI ANGGARAN PER KEGIATAN 
SEKRETARIAT JENDERAL KEMDIKBUD (BIRO UMUM) 

TAHUN ANGGARAN 2013 
PER TANGGAL 30 NOVEMBER 2013 

( DAL.AM llQBUAN "UPIAH } 
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Gambar 30. Laporan Realisasi Anggaran Per Kegiatan, 
Pagu dan Realisasi 
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b. Per Jenis Belanja 
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Gambar 31. Laporan Realisasi Anggaran Per Kegiatan, 
Per Jenis Belanja 
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7. Realisasi Anggaran Per Akun 
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Gambar 32. Laporan Realisasi Anggaran Per Akun 
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BAB VII 

PENUTUP 

Bab VII Penutup 

1. Pedoman ini diharapkan sebagai pedoman kantor/Satker di 
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam 
penyusunan laporan keuangan; 

2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan 
ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam 
Pedoman ini, akan diadakan perbaikan dan penyesuaian 
sebagaimana mestinya; 

3. Biro Keuangan dan Biro Umum Kemendikbud melakukan pembinaan 
dan koordinasi kepada semua kantor/satuan kerja di lingkungan 
Kemendikbud termasuk pengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan dari APBN Kemendikbud dalam pelaksanaan Pedoman 
ini. 
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Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SAi, Versi 3/2009 
Bab V Pedoman Pemyusunan Laporan Keuangan/SIMAK-BMN 

Tembusan: 
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 
2. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan; 
3. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan; 
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
5. Pimpinan Unit Utama di Lingkungan Kemendikbud; 
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; 
7. Kepala Biro Keuangan Kemendikbud. 
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Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SAi 

LAMPIRAN 

Pedoman 

Penyusunan Laporan Keuangan SAI 
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KfMEf'ITTRIAN KEUANGAH REPUBUK INOONESIA 
lAMPIRAN : SalU set OIPA Petlkarl 

SURAT PfNGUAHAN DAFTAR ISIAH Pf.LAKSANAAN ANGGARAN P£TJKAN 
TAHUN ANGGARAN XX:XX 

"---···~-·· ·-~·--··~,-··· ·- ·-~-----.----~~~_:~~~~.!~~~~!..~-
A. Dasar: 

L UU No. 17 Tahlll 2003 ~ KeuangM Neg.ara. 
2. uu No. I Tahon 2004 tentano Pftbendaharaan Negal"a. 
). W No. xx T&tkln 20xx tentaog APSN TA 20xx. 

B Ooeng3n lnl disahkan AIOkasl Anggaran : 
1. Kem«llerian Negara/ L.embaga (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYMN 
2. Unit OrQMliSasi (xx) 
), Provins! (XX) ~ lQOOOCICCXAX 
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on.xx.xx ":::::::=:=:::;:::;::::;:=:=:::::::;:::;: 023.xx.xx.)OO()( ioc 

c. Sumbtt Dana Bcrasal : 
I. RuplahMl.ITll 
2. PN1IP 

PNBPTABerjalan 

3. Plnjaf1"1¥l/Hibah LUar NeQef1 
- P!njaman Luar Negerl 
• Hibah luar Negerl 

D. Pelcalran daoa dilakt.*an ~ul : 
1. KPPNDOOCXlOCOOOOO' 

Rp. 

.... 
Rp, 

"'· "'· 
E. Perryat.aan Syaral d.?Jn ~ (Dlsdaime') 

(KlOl}RD 

... Plnjamzir\1Hibah~Ne9ett 
- Pln~DlllamNeQetl 

-tfibollD.liam-
5.Hlball.ao9StJO!il 

• Hibatl L.uar Negetl Lanosuno 
· HlbatlOalam~rll.angSi.nO 

6. SBSN PBS 

1. Pdikan OIPA lni ~ baglan )'¥19 tidak. ttrp6satw.an darl DIPA IncU: "">oooc""°"°""""""''°"" 

"'· "'· "' "'· "'· "' 

JumlahlJan9 
Rp. )OOUO(X.)()0(.000 
Rp. XXX.)O(X.lOIX.000 

2. ~k¥1 OIPA lol <lcetak secara otomatts meiatul Slstem yang dilenglu!pi dengan kodr pcngaman (clgttal stamp) sebag,al ~ tanda laoQan peogesahan (otenttflk.asi) 
3. Petikan OIPA bef'funOSi sebaoal dasal' peaksanaan kegiatan satker dan penc.alran danafpenoesallan bag! Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara umum Negara. 
'4. Reoalna Penarikan Dana dan PerlOraan Pen~ yang tercantum dalam Halaman UJ OIPA dilSi se:9Jai ~ renc:ana peiaksanaan kegia!an 
s. Tanggyng jawab temadaJ> penggunaan oana yang tel1;u.!JOQ dalam Pttikan DIPA ~hnva t:Jerada pOOa Pengguna Angoaran/Kuasa ~IX!a M90arai. 
6. Dalam hal terdapat pert>edaall data anlara Petikan DT PA ~database RKA·l<Jl·DIPA Kementencan l(eoangan maka yang beftaku adatah data yang ten:lapat di daiam database 

RKA·KJl·DIPA Kemente'IMl Kaiangan {berdasar1oan bUktl-bukt:i yang ada). 
7. Pdbn DIPA lnl berlaku sejak I Januari 20xx ~ denQan 31 Desember 20:o: 

~-~---~-~-~-~~~----~-~ 

Jakarta, ............ ............ . 
A.H. MEN"reRI KEUA.NGAN 
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Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SAi 

Lampiran 2 

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A. XXXX 
Halaman: 
SATUAN KERJA : (XXX.XX.XXXX) 
LO KASI : (XX.XX) ........................................... 
KODE KEGIATAN/SUB PERHITUNGAN TAHUN KET 

KEGIATAN/JENIS xxxx 
BELANJA/ RINCIAN VOLUME HARGA JUMLAH 
BELANJA SATUAN BIAVA 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

TOTAL .................. , ..................... ............ . 
PAGU RM 
PROGRAM PL 
(XX.XX.XX) RK 

LC 
RMP 
PNP 
APBD NIP ..................... .. ..................... .. 
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RINCIAN PERHITUNGAN BIAVA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN XXXX 

SA TUAN KE::(JA 
LO KASI 

+ PROGRAM 

: (XXX.XXXl:tf..X) 
: (XX .XX) 

fXX.XX.XX' 'I , ................ ..... ......................................................... 
\ EGrATAN/SU3 A_O-<P.Sl 

PC:R<i[TIJWiA'J TA-iUN X SJ/ KJ.i 
?Q.AI, [ ~ 

JN.>{[ SO/ i{Jj 
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'J 
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TOTAi_ TOTAL 
PACiU :l.M DA.GU CZM 
PROG'<.AM ) - SATl.E;{ ) -
(XX.XX.XX) RK (XX.XX.XX) Ri< 

LC LC 
RMP Rr .. 1p 
PND ::>'IJ0 
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No. TGL. SP2D C6YR BKf-1< JNS SFT KPPN PR.OG/GIAT/OUTPUT/50-CP TOTAL PENGELUARAN 
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52XXXX 
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KX/xnx;xxx./xx·x 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 
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Lampiran POS Penyusunan Laporan Keuangan SAi 

Lampiran 5 

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA 

NSS 
KEMENTERIAN KEUANGAN RI : 
DIREKTORAT JENDERAL 
PERBENDAHARAAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA 

Nomor 
SPM : Dari : 
Tanggal : Tanggal : 

Satker Norn or 

Tahun 

Anggaran 

x BELANJA 
x .. .. ............ . 

Bank/Pos xxxxxxxxxxxxxxxx 
Hendaklah 

mencairkan/memindahbukuka 
n dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

0 
I I 

xxxxxx Uang sebesar 

Rp. 

I I 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Kepada xxxxxxxxxxx 

xx.xxx.xxx.x-
NPWP : 001.000 
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Rekening 

Bank/Pos 

Yaitu 

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SAi 

xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kuasa Bendahara Umum JAKARTA, dd-
Kepala Seksi Pencairan Dana Negara mm-yyyy 

Kepala Seksi 
Bank 
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Lampiran POS Penyusunan Laporan Keuangan SAi 

Lampiran 6 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SURAT PERINTAH MEMBAYAR 
Tanggal : dd-mm-yyyy 

Nomor: ..................... . 

Kuasa Bendahara Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
xxxxxxxxxxx 
Melakukan Pembayaran sejumlah Rp ..... .. .. ..... ................ .. .... . 

Jenis SPM: Cara Bayar: 
Tahun Anggaran : 

Dasar Pembayaran Satker Kewenangan Na ma 
Satker 
xxxxx xx 
xxxxxxxxxxxxx 

Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, 
Program 
xx xx 023 xx 
xx 
Kegiatan, Output, Lokasi 
)()()()( xxx xx.xx 

Jenis Pembayaran 

Sifat Pembayaran 

Sumber dana dan cara Penarikan 

PENGELUARAN POTO NGAN 
Jenis Belanja Jumlah Uang BA.Unit.Lok.Akun.Satker Jumlah 

uanq 
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Jumlah 
Pengeluaran 

Kepada 

NPWP 

Rekening: 

Bank/Pas 

Uraian 

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SAi 

Jumlah Potongan 

Anggaran 

SPM 

JAKARTA, dd mmmm 
yyyy 

A.n. Kuasa Pengguna 

Pejabat Penanda Tangan 
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Lampiran POS Penyusunan Laporan Keuangan SAi 

Lampiran 7 

Tgl Cetak 
Ha la man 

BA.ES1.SATKER 

DAFTARSSBP 
Periode : ...................... 20xx 

(xxx.xx.xxxxxx:} ................................ .................................... . 

No. No. Tgl 
Program Keg. Output KPPN AKUN Rupiah NTPN Dok 

Jumlah Total : 
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Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SAi 

Lampiran 8 

~ KEMENTERIAN KE·U·ANGN RI w; DITJE

1
N PE(~~rDAH1= 11 

KE REKENING KA5 NEGARA NOMOR: _ 

A. 1. NPWP Wajib Setor I Bend 

SURAT SETORAN ltmbltl· 1 

BUKAN PAJAK 
Untuk 

(SSBP) 

... 4) 

2. Nama Wajib Setor I Bend 

3. Alamat 

......................................... ............. 6) 

. ............ . . 7) 

8 1. Kementerian / Lembaga 

2. UnitOrganlsasl Eselon I 

3. Satuan Kerja 

4. Fungsl/Sub Fungsi/Program 

S. Kegiatan /Sub Kegiatan 

6. Lokasi 

C MAP dan Uraian Penerimaan 

====:I. .. 8) 

I •1 

~?I ==;-;==I ?l"'r?l==r'-1--rcc;:::::=.·· .............. 101 

o::::J o::::J I I I I I .. 111 

I I 11 I I I I ...... .............. 121 

I I I .......................... 13) 

..... .. 14) 

D Jumlah Setoran 

Dengan Huruf 

Rp ... .................. ... ........................... 15) 

E. Surat Penagihan (SPN) 

Atau Surat Pemindahan 

Penagihan Piutang Negara 

(SP3N) 

Nomor ......... .................. 17) Tanggal: .......... ... 18) 

KPPN 

Bacalah Dah~u Peturluk pengisian formulir 
SSBP pada halama'l belak.ang lembar ini 

21), .. .22) 

.. .... ....... ............. 23) 

NIP . .. .. .... .. ........ ............. 24) 

.. .... 1 _._,,_.,.,119) 

UntukKeperluan: 

20) 

DitelimaOleh 

BANK PERSEPSVKANTOR POS DAN GIRO 

Tang;i~ .... ... . ... ..... ..... ..... ........... .. 25) 

Tanda Tangan .. • ....•...... •.• .. .•.••••.... 26) 

Na ma T erang ..... ....... ....... .. ....... ........... ....... 27) 

I 
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Lampiran POS Penyusunan Laporan Keuangan SAi 

Lampiran 9 

PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) 

NO. URAIAN ISIAN 

Catatan - Diisi dengan huruf Kapital atau diketik 
- Satu formulir SSBP hanya berlaku untuk setoran 

satu Mata Anggaran Penerimaan 
(MAP) 

1 Diisi dengan Kode KPPN (3) tiga digit dan uraian KPPN Penerima 
Seto ran 

2 Diisi dengan nomor SSBP dengan metode penomoran Nomor / 
Kode Satker /Bulan/ Tahun ( 9999 / 999999/ 99 / 9999) 

3 Diisi dengan Tanggal SSBP dibuat 
4 Diisi Kode Rekening Kas Negara (KPPN bersangkutan ...... diisi 

petugas Bank) 
5 Diisi NPWP Wajib Setor atau Bendahara Satker 
6 Diisi dengan Nama/jabatan Wajib Setor/wajib bayar 
7 Diisi dengan Alamat Jelas Wajib Setor/wajib bayar 
8 Diisi Kode diikuti dengan uraian Kementerian / Lembaga sesuai 

dengan yang tercantum pada pagu anggaran 
9 Diisi dengan Kode Unit Organisasi Eselon I dan Uraian 
10 Diisi dengan Kode Satker (6) enam digit dan uraian Satker 
11 Diisi dengan Kode Fungsi (2) dua digit, Kode Sub Fungsi (2) dua 

digit, dan Kode Program (4) empat digit 
12 I I I I I *Diisi (4) digit kode kegiatan/sub kegiatan 

apabila penyetoran untuk satker pengguna 
PNBP 

13 1:r, t---r (2): ~ Diisi Kode Kabupaten/Kota 

~ Diisi Kode Lokasi Propinsi (2) 
digit 
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Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SAi 

14 Diisi dengan Kode Mata Anggaran Penerimaan (6) enam digit 
disertai dengan Uraian Penerimaan sesuai dengan Format 

15 Diisi dengan Jumlah Rupiah Setoran Penerimaan 

16 Diisi dengan Jumlah Rupiah yang dibayarkan dengan huruf 
17 Diisi dengan Nomor SPN dan SP3N kalau ada Surat Penetapannya 
18 Diisi dengan tanggal SPN dan SP3N 

19 Diisi Kode (3) tiga digit dan Nama KPPN penerbit SPN atau 
penerima SP3N 

20 Diisi keperluan pembavaran 
21 Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal dibuatnya SSBP 
& 
22 
23 Diisi sesuai nama Wajib Setor, NIP dan stempel Satker 
& 
24 
25 Diisi dengan tanggal diterimanya setoran tersebut oleh Bank 

Persepsi atau Kantor Pos dan Giro 
26 Diisi dengan Nama dan tanda tangan Penerima di Bank Persepsi 
& atau Kantor Pos dan Giro serta Cap. 
27 
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Lampiran POS Penyusunan Laporan Keuangan SAi 

Lampiran 10 
(1/4) 

Jurnal Standar 

a. en ca tata K. cl." B d. h n as I en a ara engeuaran 
Kode Uraian De bet 
Akun 

111611 Kas di Bendahara Pengeluaran xxx *) 
219511 Vang Muka dari KPPN 

*) Jumlah nilai nominal BA opname Kas pada Bendahara 
Pengeluaran 

b. Pencatatan SP2D/SPM-UP dan SPM-TUP: 
Kode Uraian De bet 
Akun 

111611 Kas di Bendahara Penqeluaran xxx *J 
219511 Uanq Muka dari KPPN 

*) Jumlah nilai nominal SP2D 

c. Pencatatan SP2D/SPM-GU: 
Kode Uraian De bet 
Akun 

219511 Uanq Muka dari KPPN ' xxx *) 
-

111611 Kas di Bendahara 
Penqeluaran 
(mencatat jumlah pengeluaran 

-

definitif) 
*) Jumlah pengeluaran definitif 

Kode Uraian De bet 
Akun 

111611 Kas di Bendahara Penqeluaran xxx *J 
219511 Vang Muka dari KPPN 

(mencatat jumlah penggantian 
UP) 

*) Jumlah nilai nominal SP2D 
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Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SAi 

d. Pencatatan SP2D/SPM-GU Nihil: 
Kode ' • - Uraian De bet Kredit 
Akun 

219511 Uang Muka dari KPPN )()()( *) 

111611 Kas di Bendahara xxx 
Penoeluaran 
(mencatat jumlah pengeluaran 
definitif) 

*) Jumlah penge/uaran definitif 

e. Pencatatan Kas di Bendahara Penerimaan 
Kode Uraian Debet Kredit 
Akun 

111711 Kas di Bendahara Penerimaan )()()( *) 
219611 Pendapatan yang )()()( 

Ditanoouhkan 
*) Jumlah nilai nominal BA opname Kas pada Bendahara Penerimaan 

(2/4) 
Jurnal Standar 

. en ca tata B n ag1an La near '/Utang 
Kode Uraian De bet Kredit 

Akun 

115311 Bagian Lancar Tagihan Penjualan xxx 
Angsuran 

115411 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan )()()( 

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti 
Rugi 

115211 Piutang Penerimaan Negara xxx 
BukanPajak 
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311311 I Cadangan Piutang xxx 

g. Pencatatan Piutang Jangka Panjang 

Kode Uraian De bet Kredit 

Akun 

151111 Tagihan Penjua/an Angsuran )()()( 

152111 Tagihan Tuntutan xxx 
Perbendaharaan/ Tuntutan 
Ganti Rugi 

321311 Diinvestasikan Dalam xxx 
Aset Lainnya 

h. Pencatatan Persediaan 

Kode 
Uraian De bet Kredit 

Akun 

117111 Barang Konsumsi xxx 

117112 Amunisi xxx 

117113 Bahan untuk Pemeliharaan xxx 

117114 Suku Cadang xxx 

117121 Pita Cuka~ Materai dan /eges xxx 

Tanah dan Bangunan untuk 
117122 dijual atau diserahkan kepada )()()( 

masvarakat 
Hewan dan Tanaman untuk 

117123 dijual atau diserahkan kepada xxx 
masvarakat 
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117131 Bahan Baku 
I 

)()()( 

117132 Barang dalam Proses xxx 

117191 Persediaan untuk tujuan xxx 
strategis/betjaga-jaga 

117199 Persediaan Lainnya xxx 

311411 Cadangan Persediaan xxx 

(3/4} 
Jurnal Standar 

'· Pencatatan Aset Tetap 
Kode Uraian De bet Kredit 

Akun 

131111 Tanah xxx 
132111 Peralatan dan Mesin xxx 
133111 GedunQ dan Banqunan xxx 
134111 Jalan dan Jembatan )()()( 

134112 Iriqasi xxx 
134113 Jaringan xxx 
135121 Aset Tetap Lainnya xxx 
136111 Konstruksi Da/am Pengerjaan xxx 
321211 Diinvestasikan Dalam xxx 

Aset Tetap 

J. en ca n envusutan tata p, A set etao 
Kode Uraian De bet Kredit 

Akun 

137111 Akumulasi Penyusutan (xxx) 
Peralatan dan Mesin 

137211 Akumulasi Penyusutan (xxx) 
Geduno dan Banounan 
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137311 Akumulasi Penyusutan Jalan (xxx) 
dan Jembatan 

137312 Akumulasi Penvusutan Iriqasi (xxx) 
137313 Akumulasi Penyusutan (xxx) 

Jaringan 
137411 Akumu/asi Penyusutan Aset (xxx) 

Tetao Lainnva 
321211 Diinvestasikan Dalam (xxx) 

Aset Tetao 

k. "' . encatatan em1traan "h k enganP1 a Ket1ga 
Kode Uraian De bet Kredit 

Akun 

161111 Kemitraan dengan Pihak xxx 
Ketiga 

321311 Diinvestasikan Dalam )()()( 

Aset Lainnya 

I. Pencatatan Penvusutan Kem1traan d 11 k enganP1 a Ket1ga 
Kode Uraian De bet Kredit 

Akun 

169111 Akumu/asi Penyusutan (xxx) 
Kemitraan dengan Pihak 
Ketiqa 

321311 Diinvestasikan Dalam (xxx) 
Aset Lainnya 

m. Pencatatan Aset Tidak BerwuJud 
Kode Uraian De bet Kredit 

Akun 

1621xx Aset Tidak Berwujud xxx 
321311 Diinvestasikan Dalam xxx 

Aset Lainnya 

n. Pencatatan Aset Lain-lain 
194 I S istem lnformasi Manajemen Keuangan Kemendikbud 



Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SAi 

Kode Uraian De bet Kredit 

Akun 

16611x Aset Lain-lain xxx 
321311 Diinvestasikan Dalam xxx 

Aset Lainnya 

(4/4) 
Jurnal Standar 

o. Pi tata P, ta A t L . J. • en ca n enyusu n se am-'ilm 
Kode Uraian De bet Kredit 

Akun 

16912x Akumulasi Penyusutan Aset (xxx) 
Lain-lain 

321311 Diinvestasikan Dalam (xxx) 
Aset Lainnya 

/}. P, tata R 1.· • B J. . M d. I en ca n ea1sas1 e 'ilnJa 0 'a 

Kode Uraian De bet Kredit 

Akun 

531111 Belania Modal Tanah xxx *) 
532111 Belanja Modal Peralatan dan xxx *) 

Mesin 
533111 Belanja Modal Gedung dan xxx *) 

Banounan 
5341xx Belanja Modal Jalan, Irigasi, xxx *) 

dan Jaringan 
536111 Belanja Modal Lainnya xxx *) 
115611 Piutang dari KPPN xxx 

*) Jumlah nilai pengeluaran per MAK Belanja Modal pada SPM 

q. Pencatatan Jurnal Korolari Aset 
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Kode Uraian De bet Kredit 

Akun 

131211 Tanah sebelum disesuaikan xxx*) 
132211 Peralatan dan Mesin sebelum xxx*) 

disesuaikan 
133211 Gedung dan Bangunan xxx*) 

sebelum disesuaikan 
1342xx Jalan Irigas~ dan Jaringan xxx *) 

sebe/um disesuaikan 
321211 Diinvestasikan da/am aset xxx 

tetaJJ 
*) Jum/ah nilai pengeluaran per MAK Belanja Modal pada SPM 
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Lampiran 11 

~ KEMENTERIAN KEUANGAN RI 

~ OIT JEN PERBENOAHARAAN 

[Ilj°PN ..... ..... ...... 1) 
KE REKENING KAS NEGARA NOMOR 

A. L NPWP Bendaharawan 

2. Nama Bendaharawan 

3. Alamat 

B. 1. Kementerian / l embaga 

2. Unit Organisasl Eselon I 

3. Satuan Kerja 

4. Fungsi/Sub Fungsi/Program : 

5. Kegiatan /Sub Kegiatan 

6. Lokasi 

C. MAP dan Uraian Penerimaan 

D. Jumlah Setoran 

Dengan Huruf 

PERHATIAN 
Bacalah Dahulu Petunjuk pengisian 
formullr SSPB pada halaman 
be1akang lembar ini 

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SAi 

SURAT SETORAN PENGEMBALIAN 

BELANJA (SSPB) 
Nomor ................. .................. 2) 

Tanggal ............... ............... 3) 

............................................................................ •) 

............ 6) 

........................................................... 7) 

~l=o:~ .... .. ............................................ &) 

~t=I =;!:=;!-..:, .... .:._ .. .. .:,. .... .:._ ... .::, ............................... ....... 91 

I I I I I I I .................. 101 

ITJ ITJ:.=I """I =r!=I ..:I =;-'I .... .................... 111 

I I I I 11 I I I I .............. 121 

I I I I I .................... ........ 13) 

I I I ................ .. .. 14) 

RP .................................. .............................. 15) 

.................... 16) 

Untuk Keperluan : 

17) 

.............................. 18), ........ ...................... ... 19) DiterimaOleh: 

NIP .• 

............................................. 20) 

. ..... 21) 

BANK PERSEPSI I KANTOR POS DAN GIRO 
T anggal .. .22) 

TlK'lda Taigan .. 
Nama Terang .. 

. .......................... 23) 
. .......... 24) 
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Lampiran 12 

PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA (SSPB} 

"~:lr 
.. } '.' " ~ Uraian Islan "'" 

\ :,, . .,;; ' '·'• 
Catatan - Diisi dengan huruf Kapital atau diketik 

- Satu formulir SSBP hanya berlaku untuk setaran 
satu Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 

1 Diisi dengan Kade KPPN (3) tiga digit dan uraian KPPN 
Penerima Setaran 

2 Diisi dengan namar SSPB dengan metade penamaran Kade 
Satker Namar (XXXXXXXXXX) 

3 Diisi dengan Tanggal SSPB dibuat 

4 Diisi Kade Rekening Kas Negara (KPPN bersangkutan ... diisi 
petuqas Bank) 

5 Diisi NPWP Bendahara Satker 

6 Diisi dengan Nama/jabatan Wajib Setar/wajib bayar 

7 Diisi dengan Alamat Jelas Wajib Setor/wajib bayar 

8 Diisi Kade diikuti dengan uraian Kementerian / Lembaga sesuai 
dengan yang tercantum pada pagu anggaran 

9 Diisi dengan Kade Unit Organisasi Eselan I dan Uraian 

10 Diisi dengan Kade Satker (6) enam digit dan uraian Satker 

11 Diisi dengan Kade Fungsi (2) dua digit, Kade Sub Fungsi (2) 
dua digit, dan Kade Program (4) empat digit 

12 I I I I I *Diisi (4) digit kade kegiatan 
apabila penyetaran untuk satker 
penaauna PNBP 

I I I I I *Diisi (4) digit kade sub 
kegiatan apabila penyetoran 
untuk satker pengguna PNBP 
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13 

KabJe~/~o~ (~)digit ~ 

Diisi Kade 

~ Diisi Kade Lokasi Propinsi 
(2) diqit 

14 Diisi dengan Kade Mata Anggaran Penerimaan (6) enam digit 
disertai dengan Uraian Penerimaan sesuai dengan Format 

15 Diisi dengan Jumlah Rupiah Setoran Penerimaan 

16 Diisi dengan Jumlah Rupiah yang dibayarkan dengan huruf 

17 Diisi keperluan pembayaran 

18 & Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal dibuatnya SSBP 
19 

20 & Diisi sesuai nama Wajib Setor, NIP dan stempel Satker 
21 
22 Diisi dengan tanggal diterimanya setoran tersebut oleh Bank 

Persepsi atau Kantor Pas dan Giro 

23 & Diisi dengan Nama dan tanda tangan Penerima di Bank 
24 Persepsi atau Kantor Pas dan Giro serta Cap. 
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Lampiran 13 

DAFTAR SALDO PERSEDIAAN 

KODE URAIAN DEB ET KREDIT AKUN 

117111 Barang Konsumsi xxx *) 

117112 Amunisi xxx *) 

117113 Bahan untuk Pemeliharaan xxx *) 

117114 Suku Cadang xxx *) 

117121 Pita Cukai, Materai dan leges xxx *) 

117122 Tanah dan Bangunan untuk dijual xxx *) 
atau diserahkan kepada masyarakat 

117123 Hewan dan Tanaman untuk dijual xxx *) 
atau diserahkan kepada masyarakat 

ll jB±-1sahan Baku xxx *) 

117132 Barang dalam Proses xxx *) 

117191 Persediaan untuk tujuan xxx *) 
strateg is/berjaga-jaga 

117199 Persediaan Lainnya xxx *) 

311411 Cadangan Persediaan xxx 

*) Jumlah nilai pada BA stock opname 
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Lampiran 14 

UAPB 
UApPB-El 
UAPPB-W 

UAKPB 
KODE UAKPB 

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SAi 

LAPORAN PERSEDIAAN 
SEMESTER: ........ . 

TAHUN ANGGARAN: ........ . 

Sub Kelompok Barang Nilai 

Kode Nam a Per 

Jumlah 

Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-40/PB/2006 tanggal 16 
Agustus 2006 

Keterangan: 

1. Persediaan senilai Rp ................................................. dalam 
kondisi rusak 

2. Persediaan senilai Rp .................................................. dalam 
kondisi kurang 
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Mengetahui, 
Penanggung Jawab UAKPB 
Kepala ................................ . 

Na ma 
NIP 

Petugas Pengelola Persediaan 

Nama ............................. . 
NIP ............... .............. . 
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Lampiran 15 

UAPB 
UAP PB-El 
UAPPB-W 

HASIL MAPPING 
SEMESTER: ....................... . 

TAHUN ANGGARAN: ....... ................ . 

UAKPB 
Kade UAKPB 

Klasifikasi Menurut Bagan Perkiraan Standar SIMAK 
SK Menkeu No. 18/KMK.018/1999 BMN 

Kade Uraian Jumlah 
Kade Uraian Jumlah Ba rang Ba rang 

Jumlah Jumlah 
Peraturan Dirjen Perbendaharaan namar PER-40/PB/2006 tanggal 16 
Agustus 2006 

Mengetahui, 
Penanggung Jawab UAKPB 
Kepala ...... .......................... . 

Nam a 
NIP 

Petugas Pengelala Persediaan 

Nama ... ........ .. ................ . 
NIP ............................ . 
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Lampiran 16 

KEMENTERIAN/LEMBAGA 
UNIT ESELON I 
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG 

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA 
POSISI PER TANGGAL ...................... . 

TAHUN ANGGARAN ........... . 

Tanggal: dd-mm-yyyy 

Ha la man 
Kode Lap. : LBNSG 
NAMA UAKPB: 023.xx.xx.xxxxxx 

AKUN NERACA JUMLAH 

KODE URAIAN 

117111 Barang Konsumsi 

131311 Tanah 

132111 Peralatan dan Mesin 

133111 Gedung dan Bangunan 

134111 Jalan dan Jembatan 

134112 Irigasi 

134113 Jaringan 

137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan 
dan Mesin 

137211 Akumulasi Penyusutan Gedung 
dan Banqunan 
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137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan 
Jembatan 

137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi 

137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan 

... dst ... dst 

JUMLAH 

e o o o o o o o o o o o o o 0 I 0 I 0 0 If• o o o o o 0 0 O O O 0 I 0 0 I 0 o o o • O O O O O O 

Penanggung Jawab UAKPB 

( ............................................ ) 
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Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SAi 

Lampiran 18 
NERACA 

TINGKAT SATUAN KERJA 
PER ................ XXXX 

(DALAM RUPIAH) 
KEMENTRIAN NEG/LEMBAGA : 023 ........................................................... . 
UNIT ORGANISASI XX ............................................................... ... . 
WILAYAH / PROVINSI XX.XX ... ............ ............................................... . 
SATUAN KERJA XXXXXX ........................................... .... ........ ... . 

NAMA PERKIRAAN JUMLAH 
1 2 

ASET 
ASET LANCAR 

Kas di Bendahara Pengeluaran 
Kas di Bendahara Penerimaan 
Piutang Bukan Pajak 
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan 
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar 
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti 
Rugi 

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan 
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 
(Neto) 

Persediaan 
JUMLAH ASET LANCAR 

ASETTETAP 
Tanah 
Peralatan dan Mesin 
Gedung dan Bangunan 
Jalan, Irigasi dan Jaringan 
Aset Tetap Lainnya 
Konstruksi Tetap Lainnya 
Konstruksi Dalam Pengerjaan 
Akumulasi Penyusutan 

JUMLAH ASET TETAP 

PIUTANG JANGKA PANJANG 
Taqihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti 
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Rugi 
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan 
Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi 

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / 
Tuntutan Ganti Rugi (Neto) 

ASET LAINNYA 
Aset Tak Berwujud 
Aset Lain-lain 
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya 

JUMLAH ASET LAINNYA 
JUMLAH ASET 

KEWAJIBAN 
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

Utang kepada Pihak Ketiga 
Uang Muka dari KPKN 
Pendapatan yang ditangguhkan 

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 
JUMLAH KEWAJIBAN 

EKUITAS DANA 
EKUITAS DANA LANCAR 

Cadangan Piutang 
Cadangan Persediaan 

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR 
EKUITAS DANA INVESTASI 

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnva 

JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI 
JUMLAH EKUITAS DANA 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 
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Lampiran 19 
Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Tingkat UAKPA 

KOP SURAT SATUAN KERJA 

PERNYATAANTANGGUNGJAWAB 
(Kepala Kantor/Satuan Kerja) 

Laporan Keuangan (Nama Satker) yang terdiri dari : Laporan Realisasi 
Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (periode 
Laporan Keuangan) sebagaimana terlampir adalah merupakan 
tanggung jawab kami. 

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem 
pengendalian intern yang memadai , dan isinya telah menyajikan 
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak 
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

<Nama Kofa> , <tgl, bu/an dan tahun> 
<Jabatan penanda tangan> 

<Nama Kepala Kantor! Satker> 
NIP .. . 
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Lampiran 20 
Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Tingkat UAPPA-W 

KOP SURAT WILAYAH 

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 
KEPALA UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN 

(NAMA UAPPA-WILAYAH) 

Penggabungan Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan tingkat wilayah (Nama Wilayah) selaku UAPPA-W yang 
terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, dan (c) Catatan 
atas Laporan Keuangan (periode Laporan Keuangan) sebagaimana 
terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan 
substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja 
merupakan tanggung jawab UAKPA. 

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem 
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan 
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak 
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

<Nama Kata>, <tgl, bu/an dan tahun> 
<Jabatan penanda tangan> 

<Nama Pejabat> 
NIP ... 
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Lampiran 21 
Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Tingkat UAPPA-E1 

KOP SURAT ESELON I 

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 
(SEKJEN/IRJEN/DIRJEN/KEPALA <NAMA ESELON I>) 

Penggabungan Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan tingkat Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna 
Anggaran (UAPPA-E1) yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi 
Anggaran , (b) Neraca, dan (c) Catatan atas Laporan Keuangan (periode 
Laporan Keuangan) sebagaimana terlampir adalah merupakan 
tanggung jawab kami , sedangkan substansi Laporan Keuangan dari 
masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA. 

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem 
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan 
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak 
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

<Nama Kata>, <tgl, bu/an dan tahun> 
<Jabatan penanda tangan> 

<Nama Pejabat> 
NIP ... 
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Lampiran 22 
Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Tingkat 
Kementerian 

KOP SURAT KEMENTERIAN 

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang 
terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, dan (c) Catatan 
atas Laporan Keuangan (periode Laporan Keuangan) sebagaimana 
terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. 

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem 
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan 
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak 
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

<Nama Kata>, <tgl, bu/an dan tahun> 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

<Nama Mendikbud> 
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Lampiran 23 
Contoh Surat Pengantar Penyampaian ADK 

KOPSURAT 

Nomor 
Tanggal/bulan/tahun 

Lampiran ......................... . 
Perihal ......................... . 

Kepada Yth 
Penanggung Jawab UAPPA-W/El 

Bersama ini kami sampaikan Arsip Data Komputer (ADK) laporan 
keuangan ................. (nama satker) bulan .......... tahun ............ . 

Demikian kami sampaikan dengan harapan dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

Tembusan: 
1. Arsip 

(Jabatan) 

(Nama dan tandatangan KPA) 
NIP. 
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Lampiran 24 
Contoh Surat Pengantar Laporan Realisasi Daya Serap 

KOP SURAT 

SURAT PENGANTAR 
Nomor: 

Kepada Yth. : 
Tanggal/bulan/tahun 

Penanggung Jawab UAPPA-W/El 

No JENIS SURAT YANG DIKIRIM 

1 LAPORAN REALISASI DAYA SERAP 
PELAKSANAAN ANGGARAN 

STATUS: PER 
TANGGAL/BULAN/TAHUN 
DIPA Tahun Anggaran 
Nomor: 
Tanggal/bulan/tahun 
Revisi DIPA I TA 
Nomor: 
Tanggaljbulan/tahun 
Revisi DIPA II TA 
Nomor: 
Tanggal /bulan/tahun 
Revisi DIPA III TA 
Nomor: 
Tanggal /bulan/tahun 

BANYAKNYA 

(Jabatan) 

KETERANGAN 

(Nama dan tandatangan) 
NIP. 

Tembusan: 
1. Arsip 
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Lampiran 25 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN /DAYA SERAP 
PER TANGGAL (TANGGAL/BULAN/TAHUN) 

DIPATAHUN .... 

KEMENTERIAN .. ... ........... .. ..... ................... . 
UNIT UTAMA .. ... ............................ ....... ... . 
PROPINSI ....... ............ ...... .... .. .... .. ..... .. 
SA TUAN KERJA : ........................ .. ............ .. .. 
KODE SATKER .......................................... . 
ALAMAT ............ .. .... .. ...... ................ . 

N JEN IS ANGGARA REALI SAS PROSENTAS KETERANGA 
0 BELANJA N I E N 

% 
1 BELANJA 

PEGAWA 
I 

2 BELANJA 
BARANG 

3 BELANJA 
MODAL 

4 BANTUA 
N 
SOSIAL 

JUMLAH 

TANGGAL/BULAN/TAHUN 
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Lampiran 26 
FORMAT SURAT PENGANTAR PENGIRIMAN LAPORAN 
KEUANGAN 

Norn or 
Tanggal/bulan/tahun 
Lampiran 
Hal 

Kepada Yth 

KOPSURAT 

Penanggung Jawab UAPPA-W/El 

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Keuangan (Nama Satkef) 
(periode Laporan Keuangan) berupa: 

1. Soft copy ADK Pengiriman dan backup data SAi (1 disk); 
2. Laporan Keuangan (Nama Satker) (periode Laporan Keuangan) 

terdiri dari: 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Neraca; 
c. Catatan atas Laporan Keuangan. 

untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. 
Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima 

kasih. 

Tembusan: 
1. Arsip 

(Jabatan) 

(Nama dan tandatangan KPA) 
NIP. 
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Lampiran 27 

FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN LRA 

KOPSURAT 

Nomor .... ....... ....... .... . 
Tanggal/bulan/tahun 
Lampiran .. .. ........ .. .. .. ... .. 
Hal ..................... .. 

Kepada Yth 

Penanggung Jawab UAPPA-W/El 

Bersama ini disampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran, 

Satuan Kerja ...... .. . (tulis nama Satker), bulan ..... tahun ... .. , berdasarkan 

DIPA tanggal, ..... bulan ..... tahun .... Nomor : .......... .. 

Demikian, atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih. 

Tembusan: 

l. Arsip 

(Jabatan) 

(Nama dan tandatangan KPA) 
NIP. 
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Lampiran 28 
FORMAT SURAT KETERANGAN/PERNYATAAN 
KETIDAKTERSEDIAAN PNS 

KOP SURAT 

Nomor ........ ..... .... .... .. 

Tanggal/bulan/tahun 
Lampiran 

Hal 

Kepada Yth 
Penanggung Jawab UAPPA-W/El 

Bersama ini kami menerangkan/menyatakan bahwa pada Satuan 
Kerja .................. .. .. .. .. ..... ... (tu I is nama Satker/Wilayah/Eselon) tidak 
tersedia tenaga PNS untuk diajukan sebagai petugas SIMKeu 
Kemendikbud. 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan usulan petugas 
SIMKeu Kemendikbud sebagai berikut: 
Na ma : .......... .. ........................ ( diisi nama lengkap) 
Status : ...... .... ........ .. ............... (Pegawai Tidak 
Tetap/Honorer) 

Demikian, atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih. 

Tembusan: 
l.Arsip 

(Jabatan) 

(Nama dan tandatangan KPA) 
NIP. 
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Lampiran 29 
CONTOH BAR EKSTERNAL DATA BMN 

{1/2) 

~ KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK 

~ INDONESIA 

IREKT~;ic~~~~.~.~~~:.~~.~EGARA 
KPKNL .................... . 

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA 
PADA ........... ... ........................... . 

PERIODE ..... ... ... .... .. ........ TAHUN ........ . 
NOMOR: ... ...................... . 

Pada hari ini .. ... ..... tanggal . .. ... .. bu Ian .. ... . .. . .. . tahun ........ ....... , 
bertempat di ................. , kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

I. Nama 
NIP 
Jabatan 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Barang pada 
KPKNL ........ ..... ....... untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama; 

II. Nama 
NIP 
Jabatan 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung jawab Unit 
Akuntansi Barang pada ........ .. ..... ...... .. .......... untuk selanjutnya 
disebut Pihak Kedua; 

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik 
Negara (BMN) pada .... .... .. .. ... ...... .. ... .... .. . ...... ... .. dengan cara 
membandingkan data Aset BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna 
(LBKP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dan Laporan Barang 
Milik Negara Kantor Daerah (LBMN-KD) untuk periode ..... ........... tahun 
...... .. .... .. .. dengan has ii sebagai berikut: 
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I. Hasil Rekonsiliasi Data 

-

Sa:::::N, Periode: ·;~~·············· Tah:~·~·· 1 No. AkunNeraca 
(1) (2) (3) (4) 
A Aset Lancar 
1 Persediaan 
B AsetTetap 
1 Tanah 
2 Peralatan dan Mesin 
3 Gedung dan Bangunan 
4 Jalan, lrigasi dan Jaringan 
5 Aset Tetap Lainnya 
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 
c Asel Lainnya 

1 Aset Tak Berwujud 

2 Aset Lain-lain 

D TOTALINTRAKOMPTABEL(A+B+C 
E EKSTRAKOMPT ABEL 
F TOTALGABUNGAN(D+El 

(2/2) 

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBKP 

dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. 

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN 
dan LKPP periode ................... tahun ................. , dan apabila di 
kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan 
sebagaimana mestinya. 

PIHAK KEDUA, 

(NAMA PIHAK KEDUA) 
NIP. 

PIHAK PERTAMA, 

(NAMA PIHAK PERTAMA) 
NIP. 
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Lampiran 30 
CONTOH BAR INTERNAL SAK DAN SIMAK-BMN TINGKAT 
SATKER 

KOP SURAT SATKER 

SERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA 

Pada : .. - ........................................ . 

Nomor : ····················-.. ···-············ .. 

P.:id.l hari IN ...... ..... .. tanggill .. ... ..... ... ....... buh1n .... .... ............ tahun .......... , ~mpal di .. ... . 
kami yaf'lg bcrtal'ld ;i tangan di bawah ini: 

I, Nam11 
N>P 
Jaba!an ............... .,., .. , .•.• •. ..•• _ •.•.•.•.•.. 
datam hal lnl bertlodak ~ dan •taa n•ma penanggung jawab unit akuntansl barang pada ...... .............................. . 
untuk selanputnya disobul Pihak Pertama. 

II . ~~ama 

NlP 
Jeblllan ........ ...... ............. ... . 
dalam tial lnl bartindak unfuk dan al.as nama penaflQSlunv jawab unit akuntansl keuangan pffa ... ........................ . 
unlUlc se11njvlr1ya d'i.ebut Pmak Ke<lu.. 

menyalakan bahw·.i telah melakut<;;in Rekon1iliasi Otra Ba~ng Milik ~an (8MN) p1d1 llngkup lrnemal plld1 .. 
OOngan c..ra membandingkan data BMN Pl<ll leporan Bar.rig Kuna Pef'9g!Jr'll yang disusl.W'I oleh unll akuntansl l>ar1ng 
~1n Lapo<.in KcU311!;an Kemttt'lllian Nogwall.embaip-. (LKl<.11.) y;mg disusun oleh uniC ak.untansl keuangan untuk perioOe 

. Tahun ............ Dengan had sebagaf beritut : 

I. H.lsil Rckon111lnl Data> BMN: 

A. ASET LANCAR 
A.1 Pmed:ilan 

B. ASET TETAP 
e.1 Tan1h 
6 .2 Pef81alan dan Mesin 
B.3 Ge-::ung dan Bangunan 
B.4 Jat,.n, Jrigesl. dan JamQan 
BS ~t Tetap Lalnnya 

B.6 KOO!trukl i Oalam Peogeqaan 
B.7 Akumu'.asi Penyusutan 

C. ASET LAINNVA 
C.1 Akt Tktak OefWIJjud 
C.2 A.set L1irH1io 

C.3 =~~ Penyvsutanl 

o. sue JUMLAH (MBtC) 
E. £ 1tst:r1kc mot1 t>.I 

F. TOTAL D+ E 

~--'-"----

II. HIJ-t\al pen(ing la1011Va mengeoal data BMN techi1 penyusunan LBKP dJ'n lKPP !Sisajikan dalam Lampiran Serita Ac:ara 
ini. yang rntrupakan bagian yang tidak lerpisahkan dart Berila Aeara ~ 

Demikian lkrit4i Aearo IOI dibuat unUI ti.Nn porryusunan laporan BMN dan U<PP ~riode ... . . ..... Tahun .... 
dan apabla di kemudian hari len:lapal ltekeliruan Dan ddakukan ~bin sebagaimeoa mestinyi.. 

PIHAKKEOUA 

N IP •. 

PIKAK PERT AMA 

NIP ............... ............ ........ . ················•··-····•·· 

Kepala Pada .................... ---······· . 

~KEPIJ..ASA.ncER 

N!P ••.. 
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Lampiran 31 
LAMPIRAN BAR INTERNAL SAK DAN SIMAK-BMN TINGKAT 
SATKER 

(1/3) 

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSIUASI DATA BMN 
UNGKUP INTERNAL KEMENTRIAN PENDIOIKAN DAN KEBUOAYAAN 

LAMPI RAN BERIT A A CARA 
REKONSIUASI INTERNAL I pu aj 

~--~----

I: 
ITIIITJ [!TI] ~ lxlx ! xlxlxlx! [ml 

-------------~~~~----------

~ ._ - IJ _ _..~-~ 
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(2/3) 

LAMPIRAN BERITA ACARA 
REKONSILIASI INTERNAL 

Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SAi 

Kode ITTIIIJ m=KJ 1x1x1x1x1 1x1x 1x1x1x1x1 rn CKIT 

2. Nama 
I 

VD. PENERJMAAN NEGARA BUKAH PAJAK (PNBP) PENGEl.OLMN BMN 
Jumi.ti penec1mMn ~ bukan pajak (PNBP) yang befna:I clar1 pengeloLun 
BMN ~ perlode ... <bulan ... hemest8r ..• ltahunan " ··· Tahvn Anggaran 

.<20>o> .. --Rp ......... ---borikut . 
b .. . .. ····•·•·•·•· 

Y111. PENGtJNGKAPA.N U.IN-l.AJN 
S.lcio ha! pet\ode •.. <blNtl . .. ~ ... /tahunan " ··· Tahun An;g-.n 
•. <20lcP .. terdapat Millh ..-.tara penyajlan nilai BMH menurut LBKP den uoo. 
Mbes# Ri:i ..• dtingan rindan penjeiasan...,. berikut ... 
b .............. .... . 
rer.- korekll u1il daii BPK Mbeaar Rp .... dengan rtnciln ~ --L 
b ............... _ .. 
T.-dapel ll9id'I nllal lfQfa IOCal mu'8si mmbah 8MN beNpl AMt Tetap Mietn• ___ .... _....., ...................... 
bMnJ8 mod9f ...... Rp .... den;an rtncian penjNMn Mbagaf beflwt: 
............. 
b ...•. _ .. , ...... 

Sistem lnformasi Manajemen Keuangan Kemendikbud I 223 



Lampiran POS Penyusunan Laporan Keuangan SAi 

(3/3) 

FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN 
UNGKUP INTERNAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUOAYAAN 

PADA TINGKAT SATUAN KERJA 

LAMPIRAN BERITAACARA 
REKONSILIASI INTERNAL 

1. Koct. C!IIIT] []]XI crn:J I x I x I x I x I x I x t CITillJ 

* "'?*iDAJWi·'**m*' 
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Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SAi 

Lampiran 32 
CONTOH BAR INTERNAL SAK DAN SIMAK-BMN TINGKAT 
WILAYAH/El/KEMENTERIAN 

(1/2) 

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL SAK DAN SIMAK BMN 
WILAYAH/ESELON-1/KEMENTERIAN 

NO.: 
Pada hari ini ............ tanggal . .. ... .. bu Ian ................ tahun ........ .. 
bertempat di ..................... , kami yang bertanda tangan di bawah ini : 
I. Nama ...... ..... ............ .............. ........... .. 

NIP . ...... ... .... ...... ........ ................. .... . 
Jabatan 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penaggung jawab unit 
akuntansi barang pada .......... .......... untuk selanjutnya disebut Pihak 
Pertama; 

II. Nama 
NIP 
Jabatan 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penaggung jawab unit 
akuntansi keuangan pada ................................. untuk selanjutnya 
disebut Pihak Kedua; 

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik 
Negara (BMN) pada lingkup internal ............ .. .. ............ .... .. ........ .. dengan 
cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna 
(LBKP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan laporan 
keuangan yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode 
................ tahun ........ dengan hasil sebagai berikut: 
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Lampiran POS Penyusunan Laporan Keuangan SAi 

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN 

1 Persediaan/BLU 

B Aset Tetap 
Tanah/BLU 

Peralatan dan Mesin/BLU 
Gedung Dan Bangunan BLU 

4 Jalan. lrigasi dan Jaringan/BLU 
5 Asel Tetap Lainnya/BLU 

Konstruksi Dalam Pengerjaan/BLU 

Akumulasi Penyusutan 
Total 

C Asel lainnya 

(2/2) 

Asel Tak Berwujud/BLU 
Asel Lain-lain/BLU 

Akumulasi Penyusulan/Amortisasi 
Asel Lainnya 

Total 

Mutasl Seklo Akhlr 

II. Perbandingan Nilai BMN pada SAK dan SIMAK - BMN 
~ --'-: ., ;;. ·' SIMAK-BMN S.llalh 

A Aset Lanca,. 

Persediaan 

B Ase t Tetap 

Tanah 

2 Peralatan dan 
M es in 

3 
Gedung Dan 
Bangunan 

4 
Jalan , lrigasi dan 
Jaringan 

Aset Tetap 
Lainnya 

Konstruksi 
6 Dalam 

Pengerjaan 

7 
Akumulasi 
Penyusutan 

Jumlah Aset Tetap 

C A set lainnya 

Aset Tak 
Berwujud 

2 Aset Lain- lain 

Lainnya 

226 I S istem lnformasi Manajemen Keuangan Kemendikbud 



Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SAi 

Ill. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan 
Laporan BMN dan Laporan Keuangan disajikan dalam Lampiran 
Berita Acara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam 
Berita Acara ini. 

Demikian Serita Acara ini dibuat, untuk bahan penyusunan Laporan 
Keuangan dan Laporan CRBMN (Wilayah/Ese/on l/Kementerian) 
periode .... .. .. ..... ..... Tahun Anggaran .. .. .. .. dan apabila di kemudian hari 
terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya 

PIHAK KEDUA, 

(NAMA PIHAK KEDUA) 
NIP. 

PIHAK PERTAMA, 

(NAMA PIHAK PERTAMA) 
NIP. 

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Kemendikbud I 227 



Lampiran POS Penyusunan Laporan Keuangan SAi 

Lampiran 33a Usulan Petugas SAi pada Satker (Usulan Baru) 
(1/4) 

No 
Lampi ran 
Perihal 

KOP SURAT SATKER 

: Usulan petugas SAi 
pad a Satker .... ...... .... .... .. .. . .. 

Yth. Sekretaris Jenderal 
u.p. Kepala Biro Keuangan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Jl.Jenderal Sudirman 
Kemendikbud Gedung C Lantai 8 
Senayan,Jakarta 

....... .. ...... ............ 20 .. . 

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan No . .......... .. Tanggal ..................... ... .. 20XX perihal 
Petugas SAi pada satker di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, kami: 

Nama Satker 
Nama Kepala Satker 
Nomor HP 
Nomor Tel dan Fax Kantor 
Alamat Kantor 
Email Kepala Satker 

Dengan hormat menyampaikan usulan petugas SAi pada satker kami 
dengan rincian sebagai berikut: 
A. Petugas SAK 

1. Operator 
Nam a 
NIP 
Unit kerja/Bagian 
Jenis Kelamin : 
No.Telepon Kantor 
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No.HP 
No.Fax Kantor 
Email 

2. Verifikator 
Nama 
NIP 
Unit kerja/Bagian 
Jenis Kelamin 
No.Telepon Kantor 
No.HP 
No.Fax Kantor 
Email 

3. Validator 
Nama 
NIP 
Unit kerja/Bagian 
Jenis Kelamin 
No.Telepon Kantor 
No.HP 
No.Fax Kantor 
Email 

B. Petugas SIMAK - BMN 
1. Operator 

Nama 
NIP 
Unit kerja/Bagian 
Jenis Kelamin : 
No.Telepon Kantor 
No.HP 
No.Fax Kantor 
Email 

2. Verifikator 
Nama 
NIP 
Unit kerja/Bagian 
Jenis Kelamin : 
No.Telepon Kantor 
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No.HP 
No.Fax Kantor 
Email 

3. Validator 
Nam a 
NIP 
Unit kerja/Bagian 
Jenis Kelamin : 
No.Telepon Kantor 
No.HP 
No.Fax Kantor 
Email 

Selanjutnya kami sampaikan bahwa Petugas SAi tersebut mulai bekerja 
sejak 
tanggal ....... ...... ... ... ... ....... ... .... . 

Atas perhatian Bapak Sekretaris Jenderal, kami ucapkan terima kasih. 

Hormat kami, 

(tanda tangan dan stempe/ satker) 

(nama kepala satker) 
Kepala Satker 
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Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SAi 

Lampiran 33b Usulan Petugas SAi pada Satker (Usulan Revisi) 

Norn or 
Lampi ran 
Perihal 

KOP SURAT SATKER 

: 1 (satu) berkas 
: Usulan Revisi Petugas SAi 

pad a Satker ....... ..... ..... .. ..... . 

Yth. Sekretaris Jenderal 
u.p. Kepala Biro Keuangan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Jl.Jenderal Sudirman 
Kemendikbud Gedung C Lantai 8 
Senayan, Jakarta 

····· ······ ······ ·· ····· ··· 20 .. . 

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
No . ...... ..... ..... ..... ...... .... ... tanggal ... ... ..... ..... ..... .. .. ...... .. . perihal Petugas 
SAi pada satker .. ..... ....... ..... ........ .............. . (terlampir), kami: 

Nama Satker 
Nama Kepala Satker 
Nomor HP 
Nomor Tel dan Fax Kantor 
Alamat Kantor 
Email Kepala Satker 

Dengan hormat menyampaikan Usulan Revisi Petugas SAi pada 
satker kami dengan rincian sebagai berikut: 
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A. Petugas SAK 

No Uraian Petugas Lama Petugas Baru 

1 Operator SAK 

Nama 

NIP 

Unit kerja/Bagian 

Jenis Kelamin 

No.Telepon Kantor 

No.HP 

No.Fax Kantor 

Email 

2 Verifikator SAK 

Nama 

NIP 

Unit kerja/Bagian 

Jenis Kelamin 

No.Telepon Kantor 

No.HP 

No.Fax Kantor 

Email 

3 Validator SAK 

Nama 

NIP 

Unit kerja/Bagian 

Jenis Kelamin 

No.Telepon Kantor 

No.HP 

No.Fax Kantor 

Email 
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B. Petugas SIMAK-BMN 

No Uraian Petugas Lama Petugas Baru 

1 Operator 
SIMAKBMN 
Nama 

NIP 

Unit kerja/Bagian 

Jenis Kelamin 

No.Telepon Kantor 

No.HP 

No.Fax Kantor 

Email 

2 Verifikator 
SIMAKBMN 
Nama 

NIP 

Unit kerja/Bagian 

Jenis Kelamin 

No.Telepon Kantor 

No.HP 

No.Fax Kantor 

Email 

3 Validator 
SIMAKBMN 
Nama 

NIP 

Unit kerja/Bagian 

Jenis Kelamin 

No.Telepon Kantor 

No.HP 

No.Fax Kantor 

Email 
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Selanjutnya kami sampaikan bahwa Petugas SAi yang baru tersebut 
mulai bekerja sejak tanggal ... .. .... .. ..... ... ... ...... ...... .. . 

Atas perhatian Bapak Sekretaris Jenderal , kami ucapkan terima kasih. 

Hormat kami , 

(tanda tangan dan stempel satker) 

(nama kepala satker) 
Kepala Satker 
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Lampiran Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SAi 

Lampiran 34 

REGISTER TRANSAKSI HARIAN 
SALDO AWAL BMN (JENIS TRANSAKSI = 100) 

PERIODE: .................................. S/ D ............. ........................ . 

NAMA UAKPB 
KODE UAKPB : xxx.xx.xx.xxxxxx.xxx 

No. NO SPPA TGL NO. BUKTI PRLH NAMA KETERANG 
Ur KODE PERLH KETERANGAN ASET AN 
ut ASET TGL KUANTITAS/SAT ASAL MEREK/TY 

NO. ASET BUKU UAN PEROLEH PE 
KEPEMILIK TERCT NI LAI AN ASET 

AN DLM PERSATUAN DASAR 
KON DI HARGA 

SI TOTAL 
RUPIAH 
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